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KATA PENGANTAR

Salah satu fenomena penting dan menarik diperhatikan
menyusul runtuhnya rezim Orde Baru ialah bangkitrya kembali
kekuatan-kekuatan Hak Asasi Manusia dan demokrasi. Secara

kuantitatif, lahirnya partai-partai politik baru, pers bebas,

ruang gerak yang lebih besar bagi kalangan mahasiswa, buruh,
aktivis dan LSM, untuk mengartikulasikan aspirasi mereka
dalam mempengaruhi kebijakan politik di tingkat sistem, serta
kecenderungan kian diperluasnya ruang publik yang bebas

{fre, public sphere), merupakan deretan optimisme yang dapat
dikategorikan sebagai gejala HAM itu.

Banyak analis berpandangan bahwa kebangkitan komunitas
yang diwakili terutama oleh kalangan LSI\4 pers dan mahasisw4
memainkan peranan penting dan menentukan dalam merubuhkan
bangunan Orde Baru yang telah berdiri dengan pongahnya selama
lebih dari tiga dasawarsa. Artinya, gejala kebangkitan HAM di
Indonesia tidak bisa dipahami semata-mata sebagai kelanjutan
belaka dari ambruknya sistem politik lama.

Kendati logika sebaliknya bisa saja berlaku, yaitu bahwa
runtuhnya sistem politik lama itu meniadi pra kondisi bagi tum-
buhnya sistem politik baru yang kelak akan menjadi cikal bakal
lahirnya masyarakat yang demokratis dan bebas dari intervensi
negara.
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vl I Hak Asasi Manusia dalam Demokrasi

Namun, selain deretan optimisme tadi, kondisi komunitas
pedesaan di Indonesia secara kualitatif justru menunjukan gejala
yang sungguh amat mengkhawatirkan.

sikap masyarakat yang dikenal bersahaba! kekeluargaan,
santun dan religius; justru masih cenderung anarkis, tidak ada
otosentrisitas dan kesalingpercayaan antarwarga; belum tegak-
nya the rule af law dan peradaban politik yang benar-benar trans-
paran dan rasional, perpecahan yang tajam di antara pelbagai
elite politik karena pertandingan ekonomi-politik yang belum
tertransfomasikan ke dalam prosedur yang demokratis; pelbagai
kerusuhan berbau SARA; kecenderungan untuk mengeksploitasi
agama untuk kepentingan politik tertentu atau menempatkan
agama sebagai sumber legitimasi kekuasaan, adalah sebuah
tantangan negara yang sangat transparan bagi tegaknya sistem
demokrasi Indonesia.

Sekali lagi, fenomena tersebut mempertegas bahwa esensi nilai
"pemberdayaan HAM dan demokrasi" era otonomi daerah ini
belum begitu tertransformasikan ke dalam kehidupan nyata, dan
karena itu belum dirasakan oleh segenap masyarakat. Barangkali
itulah tantangan HAM dan demokrasi di Indonesia yang paling
krusial dalam masa transisi ini.

Buku ini menawarkan rancangan masa depan HAM secara

serius yaifu membangun Indonesia baru yang lebih demokratis
dengan terlebih dahulu berusaha memberdayakan masyarakat.
Paling tidak, kita berusaha mempersiapkan infrastruktur yang
bisa memungkinkan terciptanya formasi sosial bagi tegaknya pem-
berdayaan demokrasi.

]akarta, Juni 2012
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BAB I

TEORI.TEORI PENDUKUNG
HAKAZ/ASI MANUSIA

A. Pendahuluan

Untuk melakukan pembahas€ux tentang konsep Hak Azasi
Manusia (HAM), perlu dijelaskan terlebih dahulu kerangka teoretis
yang digunakan serta melatar belakangr pengkajian ini.

Penggunaan teori pendukung tentang HAM sangat diperlukan,
karena dalam kenyataan kadang-kadang sulit untuk menjelaskan

opa yang dimaksud dengan teori dan kerangka teoretis.

Mengingat hal ini berkaitan dengan asumsi yang menyatakan
hahwa bagi suatu penelitian, teori dan kerangka teoretis memptr-
nyai beberapa kegunaan antara lain:

1. Berguna untuk lebih mempertajam atau lebihmengkhusus-
kan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

2. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang,
oleh karena telah diketahui sebab-sebabnya terjadi fakta
tersebut, dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbui
masa-masa mendatang.

Di samping itu fungsi teori jugumerupakan suatu alat analisis

yang memungkinkan dibangunnya paradigma yang memberikan
koherasi dan konsistensi dari segala perdebatan mengenai apa

yang ingin diungkapkan (huk), dan menyumbangkan suatu model
yang ciapat dipakai untuk mengukur hak-hak yang diandaikan itu.

1
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Teori iuga menyediakan mekanisme yang dapat dipakai untuk

menetapkan dengan tepat batas hak-hak yang eksistensinya telah

disepakati.
PenggUna.an beberaPa teori tersebu! untuk memberikan lan-

dasan berfrkir dalam membahas Permasalahan HAM, mengingat

trrriversalisme HAM yang iugu di dalamnya mengand"tg konsepsi

partikularisme HAM berikut perkembangannya'

B. Teori Konstitusi

Penggunaan teori konstitusi sebagai suatu kerangka teoretis

dalam pembahasErrx ini mengingat gagasan konstitusi (constitu-

tionalism) sangat erat kaitannya dengan pemahaman HAM' khu-

susnya yang berhubungan dengan materi muatan yang terkandung

dalam setiap konstitusi.
Di samping mengingat gagasan konstitusi ini telah mendapat

perumusEm secara yuridis dalam abad L9 dan permulaan abad 20

y*s kemud,ian melahirkan konsep negara hukum (rechtsstaat dacr.r

rule of latn).

seperti telah dijelaskan bahwa setidak-tidaknya ada tiga materi

muatan yang terkandung dalam suatu konstitusi yattu:

(1) Adanya jaminan terhadap Hak Azasi Manusia.

(2) Ditetapkannya susunan ketatane8araan yang bersifat

fundamental.
(3) Adanya pembagian dan pembatasan tugas yang bersifat

fundamental.

Berkenaan dengan ad,anya iaminan terhadap Hak Azasi Manu-

sia, sri soemantri mengklarifikasikan dua macam HAM yanS

Teori-teori Pendukung HakAzasi Manusia I 3

st'karang berkembang yaitu HAM Klasik (de klassieke grondrechten)

tlnrr HAM sosial (de sociale grondrechten), ia menjelaskan batrwa:
HAM yang bersumber pada faham yang mengagungkan indi-

vidu ini pernah menimbulkan perdebatan dalam sidang BPUPKI
yang menjadi persoalan wakflr itu sedang disusun perlu memuat
hak-hak tersebut.

Moh. Hatta dan Muh. Yamin beryendapat bahwa hak tersebut
perlu dimasukkan dalam konstitusi untntuk menjamin warga
nrrgara terhadap tindakan sewenautg-wenang dari pihak penguasa.
Meskipun Soekarno dan Supomo di lain pihak beranggapan bahwa
hak-hak tersebut bertentangan dengan falsafah bangsa dan negara
seperti yang telah disepakati.

Dari uraian yang dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa

Bagasan konstitusi merupakan langkatr yang tepat untuk mem-
persoalkan pemahEuntul Hak Azasi Manusia (HAM), karena salah
satu materi muatan konstitusi adalah adanya jaminan terhadap
hak-hak asasi manusia dan warga negara.

Gagasan konstitusi ini memberikan suatu pembatasan, khusus-
nya pembatasan atas kekuasaan yang ada ditangan penguasa,
sehingga kekuasaan itu tidak disalahgunakan.

Di samping itu konstitusi atau UUD yang tersusun secara

sistematika dengan dasar falsafah suatu negara, juga di dalamnya
berisikan materi muatan yang mencenninkan konstitusi tersebut.

Hans Kelsenl menyatakanbahwa suatu konstitusi mengand*g
materi muatan antara lain tentang pembatasan konstifusional
(constitutional prohibition) dan perlindungan Hak Azasi Manusia
(bill of rights).

Dalam hubungan tersebut C.F. Strong mengemukakan :

1 Hans Kelsen, GeneralTheory of Low ond Stote, Russel & Russel, New York, 1973, hlm 26Q Terpetik
Dalam Rukmana Amanwinata, Hlm 61



4 | Hnr Asasr Menusre DALAM Dsuornesr

"..a tfite constitution will haoe the foltowing facts about it ztery dearly

marlceil : first, how the aarious agencies am organized; secondly' what poarer

is entrusted to those agencies; ind thirdly, in whnt manner such powt is

to be uqcised"
(...suatu konstihrsi yang benar akart mengandung materi muatan

fakta-fakt a yat..l1 sangat jelas yaihr:
pertama, bagaiianu ut"t periengkaPan yang bermacam-macam itu

diorganisasikan.
Keilia, apakah kekuasaan yang dimiliki alat-alat perlengkapan ihr'

Ketiga, aAam keadaan apakah kekuasaan itu dilaksanakan)'

Berdasarkan rumusan di atas, maka salah satu unsur yang

yang menjelaskan tentang dalam keadaan apakah kekuasaan iflr

dilaksanakan itu dapat bermakna bahwa kekuasaan yang dimiliki

dapat digunakur, puau ialan yang benar atau dengan perkataan

lain kekuasaan itu tidak untuk disalahgunakart.

Karena penyalahgtrnaan kekuasaan akan menimbulkan bencana

bug, yang menerima tindakan kekuasa€u:t itu seperti mengabaikan

hak-hak dasar manusia sehingga timbul pelanggarannya.

Berkaitan dengan hal di atas, G.S. Diponolo menyatakan

konstihrsi pada f,ut itatlya harus dianggap sebagai suatu bentuk

konstrak sosial untuk melartdasi tata pergaulan suatu ummat

Suatu bentuk persetuiuan bersama antara pemerintah dan

yang diperintah, antara Penguasa dan rakyat, dengan pengertian

bahwa tata kekuasaan itu harus bersumber dan bersendi pada

persetuiuan rakYat.

Di iain pihak, makin besar kekuasaan masyarakat, makin besar

kemungkinan munculnya semacaln orde konstitusionalisme'2

Oleh karena itu tuntutan untuk ad.anya batas-batas konstitusional

mengenai wewenang negara muncul karena adanya perubahan-

pu*Lunan yang bisa dilacak dalam struktur ekonomi dan sosial

2 Daniel S. Lev Hukum don Politik

Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakat

di lndonesio, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan

rta, 1990, hlm.515.

'-

Teoi-teori Pendukang HakArusi Manusia I 5

\'.r'r,', lt'ntunya akan mendesakkan konsepsi-konsepsi baru menge-
rr,u kt.[rcntingan kelompok dan nilai-nilai politik.

( )lt'h karena ifu menurut Daniel S Lev, revolusi atas isu penting
,l.ur konstitusionalisme dan HAM tergantung pada distribusian
I' r'1..r r;rsilon politik dan dimobilisasikan secara efektif. Meremehkan

l,r oposisi elementer ini berarti mereduksi konstitusionalisme dan
I ln M sckedar sebagai impian belaka.

llt'rdasarkan uraian di atas, konsepsi teoretis konstitusionalisme
.l.rl.rrn pendekatan pada HAM merupakan implementasi nyata
y,rnl', sangat erat kaitannya.

I )engan perkataan lain, konstitusionalisme merupakan bagian
y.urli tak terpisahkan dalam upaya membatasi kekuasa,u:r negara
.rt.ru sckelompok masyarakat. Dalam hal ini menggunakan ke-
kuirsaarrnya untuk melakukan tindakan yang sewenEu:rg-wenang
.rl,ru menindas kelompok lainnya.

C. Teori Negara Hukum

['}enggunaan teori negara hukum untuk menjelaskan tentang
I lAM, dikarenakan konsep negara hukum merupakan wujud
rlalam pelaksanaan HAM.

Mengingat dalam keadaan alamiah "hukum" dibuat oleh me-
rt'ka yang fisik terkuat sebagaimana keadaan di hutan rimba-raya.
Manusia seakan-akan merupakan binatang yang senanfiasa berada
tlalam keadaan bermusuhan.

Manusia terancam oleh sesamanya dan menjadi mangsa dari
rnanusia yang fisiknya lebih kuat darinya. Negara hukum dimak-
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sudkan untuk membatasi kekuasaan negara (penguasa) terhadap

warga negara, di samping iuga bermakna negara hukum adalah

negara yang melalui kekuasar"t y, sesuai dengart tuntutan hukum

yJS Uurtrt, akan dapat dipertanggungiawabkannya secara

hul$m.
Pembahasan tentang ne8ara hukum tentunya tidak bisa di-

lepaskan d.engan Penggunu* itUtah negara hukum' mengingat

secara literatur dalam kepustakaan Indonesia istilah "negara

hrilanm" sering dicampuradukun atau bahkan menyamakan begitu

saia dengan kons ep ;rechtsstaat" atau "negf,rf, httkum" adalah terie-

maharr langsung dari "rechtsstaAt" seltir:Igga masih timbul masalah

apakah hndonesia negara hukum yang mengkaitkannya pada

kriteria r echtsst aat.s

Memang diakui bahwa kita mengenal istilah negara hukum

melalui konsep "rechtsstaat" tetapr uputut konsep "negara hukum"

sama dengan kor,r"p "rechtsstaat" adalah merupakan suatu Perma-

salahan, lebih-lebih lagi kalau hal itu dikaitkan dengan konsep

tentang pengakuan akan harkat martabat manusia'

Dalam perkemban8an kemudian terurtama seiak perfuartgan

menumbangkan aPa yang dalam periodisasi kehidupan politik

disebut perjuangan menumbangkan "orde lflma" ne8ara hukum

begihr saja diganti dengan "the ile of law" sehingga slogan-slogan

ataupun pidato yang meng8elegar tidak lagi nnenyuarakan negara

hukum tetapi meyuarak art "the rule of lau)" '

Memang diakui secara konsepsional sampai saat ini terdapat

lima konsep utama negara hukum' ialah:

(1) Rechsstaat

(2) Rule of Law

Philipus M Hadion, Perlindungon

Prinsip-PrinsiPnYo, PenangononnYa oleh Pengodilon
Hukum Bogi Rokyot lndonesia, Sebuoh Studi Tentong

Dolom Lingkungon Perodilon Umum dan

Teori-teori Pendukang HakAzasi Manusia | 7

(.t) Socialist Legality

(,1) Nomokrasi Islarn,
('l) Negara Hukum Pancasila.a

,1f,

Kt'lima konsep negara hukum itu masing-masing memiliki
l..rr',rklt'ristik yang berbeda dan bersifat khas.

ls(ilah negara hukum metralui konsep "rechtsstaat" mulai po-

1,ult'r tli Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu
',utl,rlr larna adanya. Konsep "rechtsstaat" itti lahir dan suatu per-

f rr,urlSn menentang absolutisme sehingga sifahrya revolusioner.
St'lanjutnya konsep "rechtsstaat" ini diawali pemikirannya olele

Irrrrrrrrnuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit (formal)
y,urt menempatkar:l fungsi "rechts" pada "staat" hanya sebagai

.rl.rl bagi perlindnngem hak-hak asasi individual dan pengaturan
krkuirsaan negara secara pas7f, yakni hanya bertugas sebagai

l,r.rncliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Konsep ini
kt'rnudian lebih dikenal dengan sebutan "Nachtutakerstaat" atau
" Nm:htwahterstaat" "

I'ada sisi yang lain Scheltema menjelaskan unsur utama
n(.llara hukum adalah kepastiar:u hukum, persamaan, demokrasi,
,l.ur pemerintahan yang melayani kepentingan umurn. Kemudian
I l.l,). van Wijk dan Konijnenbetr, juga rnenjelaskan unsur utama;
" lrrrmerintahan menurut hukum (wetmatigbesture), hak-hak asasi,

l)(.rnbagian kekuasaan, dan pengawasan oleh kekuasaan peradilan.
Dan uraian di atas unsur-unsur utama konsep negara hukum

(rrchtsstant) tarnpaknya banyak dipengaruhi oleh pemikiran ]ohn
Loc'ke tentang hak-hak asasi manusia secara alamiah meliputi
lurk hidup, kennerdekaan dan hak rnilik serta asas pemisahan

kckuasaan negara ke dalam organ legislatif, eksekutif dan

4 Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dart segi

Hukum lmplementasinya pada periode Negara madinah dan Masa kini, Bulan Bintang Jakarta,
1992, him 73.

-

3

Pembentukon Perodilon Administrosi Negaro, PT Bina llmu, SurabaYa, 1989, hlm 71'
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prdikatif yang dalam perkembangannya dimantapkan lebih lanjut

oleh Montesquieu, Blackstone d,r. Iean }acques Rousseau.s

Iot,nLockeberanggaPan,keadaanalamiahdanhak-hakasasi
manusia secara alamiah memang mendahului berdirinya negara'

oleh karena itu, seyoryanyu 
^ugura 

tercipta melalui perianiian

bermasyarakat di antara rakyat dutgut- tuit'* untuk melindungi

hak hidup, hak milik dan kebebasan individu'

Kekuasaan negara yang terbentuk melalui perianiian kemasya-

rakata^ itu, perlu" diatur dur,gur, perundang-gndan8ffi' dan ke-

kuasaarrperundang-undanganmenempatikekuasaantertinggi
dalam negara serta meniadi tugas utama negara'

sehubungan dengan ciri-ciri suatu negara hukum' yang ditinj au

dari aspek ,,ih, ,ul, iy lo*,,sebagaimana A.V Dicey da^ beberaPa

ahri hukum Eropa Kontinentd Ieperti Friedricrr Jurius stahl dan

paul sclrolten mencoba merumuskan negara hukum (rechtsstaat)

dengarrciri-ciriutarrrarrya,sepertidalalkaryanyalntroductionto
study of the laat of the constitition, A.v Dicey menielaskan konsep

the rule of laat ,"ot berkembang secara evolusioner' bertumpu

pada sistem hukum common law'

Di samping itu menurut A'V Dicey ada tiga unsur utama

negara hukum (the rule of law)' yaihr:

(1) SuPrunacY of laut

(2) EqualitY before the laut

(3) Constiiution based on indiaidual rights'

Di samping itu Friedrich ]ulius Stahl menyebutkan :

Negara t ulrus meniadi negara hukum, itulah semboyan dan

sebenarnyaiuSadaya-dorongaaripaaaperkembanganpadazaman
baru ini. Negara hanrs menentukan secerrnat-cermaflrya falan-jalan

5 J.J. Von Schemid, Ahti-ohli Pe mikir Tento ng Negoro don Hukum,Terjemahan oleh dan Djamaluddin
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rlnn batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana)

kcbebasan dari pada warga negara menurut hukum itu tanpa
tlapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan

Hagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih
juuh dari pada seharusnya menurut suasana hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa konsep
nr,Bara hukum "rechtsstaat" maupun konsep "the rule of lau)" telah
tnenempatkan HAM sebagai salah satu bagian dari ciri khas
rlr'gara tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan suatu negara demo-
krasi yang berintikan pengakuan dan perlindungan terhadap
I IAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya peme-
rintahan. Pengakuan terhadap HAM membawa konsekkuensi
perlindungan terhadap hak-hak tersebut, khususnya perlindungan
hak-hak rakyat terhadap tindakan pemerintah.6

Dari sisi yang lain berkenaan dengan konsep negara hukum
sosialis (socialist legality) sangat berbeda dengan konsep rechtsstaat

dan rule of law. Ciri utama konsep negara hukum ini adalah
bersumber pada paham komunis yang menempatkan hukum
sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan
hak-hak perseorangan.

Hak-hak perseorangan harus lebur dalam tujuan sosialisme
yang mengutamakan kepentingan masyarakat (lcolektiaisme) di atas

kepentingan pribadi individu-individu. Kon sep so cialist legality irtt
selain bersifat sekuler iugu ateis dan anti terhadap unsur-unsur
a tau nilai-nilai transedental.

Di sisi yang lain adanya konsep negara hukum yang ber-
sifat Nomokrasi Islam yang bersumber pada Al-Quran dan
Sunnatullah dengem unsur-unsur pokok "kekuasaan sebagai ama-
nah, musyawarah, keadilan, persamaEux, pengakuan dan perlin-

6 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bogi Rakyat lndonesio, Sebuoh Studi tentong Prinsip-
prinsip, Penanganunnyo oleh Pengodilon Dolom Lingkungon Peradilon Umum don Pembentukon
Ferodilan Administrosi Negoro. Bina llmu, Surabaya, 1987, hlm 21.

-

Dt singomangkuto, PT, Pembangunan Jakarta, 1959, hlm 214
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d,ungan terhadap hak-hak asasi manusia, Peradilan yang bebas'

p"rJu*aian, keseiahteraan, dan ketaatan rakyat pada yang

sumber tertingginya pada Al-Quran, sunnatullah dan al',rakyu'

Menurut Iioharnmad Tahir Azhart, apabila Nomokrasi Islam

dibandingkan degan konsep "rechtsstaAt" darr "rule of laut" ' 
terdapat

keunggulan dan kelebihan nomokrasi Islam sebagai berikut:

a.NomokrasilslambersumberdariwahyuAuahSWTdan
karena itu, ia mengand'ung kebenaran mutlak;

b. Memiliki sifat bidimensional, yaitu; duniawi dan ukhrawi;

c. Konsep Nomokrasi Islam berisikan nilai-nilai ketuhanan

(Illahiy ah) dan kemanusiaan (lnsaniy ah) ;

d. Nomokrasi Islam dilandasi oleh dua doktrin pokok dalam

Islam yaitu: 1.) tauhid (unitas) atau: Ketuhanan Yarrg Maha

Esa,dan2)amarma,rufdannahimunkar,artinyaaBat
manusia memerintahkan perbuatan baik (kebajikan)' dan

mencegah perbuatan buruk (mungkar)

e.Nomokrasilslamberlakubusseluruhumatmanusia.
Prinsip-prinsipnyamengandungnilai-nilaiyanguniversal,
etemal dan sesuai dengan fitrah manusia'

Berd.asarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep

negara hukum Pancasila, merupakal salah satu konsep negara

hukum yang dikembanSkan oleh Para pendiri negara (the founding

father) Indonesia d.alam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia

sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat dengan ciri ke-

khususan Yang dimilikinYa'
Konsep ,,Igur" hukum pancasila merupakan istilah yang di-

g,nakan untuk membedakan konsep negara hukum ini dengan

yang lain dan memPunyai kekhasannya'

Tbori-teori Pendakung HakAzasi Manasia I 11

Konsep ini bersumber dari penjelasan UUD L9457 yang me-
nyebutkan bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasarkan
rrtus hukum (rechtsstaat) dan Negara Indonesia berdasarkan atas

lrukum (rechtsstaat), trdak berdasarkan atas atas kekuasaan belaka

$nachtsstaat).
Dengan digunakan istilah "rechtsstaAt" maka timbul pertanyaEu1

negara hukum yang bagaimanakah yang dianut oleh Indonesia.
Apakah dengan istilah "rechtsstaat" ini negara hukum hrdonesia
ielcntik dengan konsep "rechtsstaat" yang dikembangkan oleh
n(rgara Eropa Kontinental atau ada kecenderungan interpretasi
yang mengarah kepada konsep the rule of laat yang dikembangkan
rli negara-negara Common Law.

Untuk memperoleh suatu penjelasan yang tepat tentang
p(lrmasalahan tersebut, perlu diamati pemikiran-pemikiran yang
diberikan oleh pata pakar hukum Indonesia antara lain; Oemar
Seno Adii dan Padmo Wahyono.

Suatu negara hukum, baik yang berkembang sesuai dengan
konsep dari negara-negara Eropa Kontinental atau negara-Negara
Anglo Saxon memiliki suatu "basic requirement" pengakuan, jamin-
nn hak-hak dasar manusia yang dijunjung tings.t

Selanjuhrya Oemar Seno Adji berpendapat bahwa negara
hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karena Panca-
sila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum,
maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamaklm negara
lrukum Pancasila.

Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah
irdanya jaminan terhad.ap kebebasan beragama (freedon of religion).

Akan tetapi kebebasan beragama di negara hukum Pancasila selalu

7 Penjelasan UUD 1945. Setelah perubahan ke empat tidak berlaku lagi, karena isi dari konsep
negara hukum itu tetah dituangkan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Negara lndonesia adalah negara
hukum.

8 Oemar Seno Adji, Pengadilan Bebos Negoro Hukum, Airlangga, Jakarta, 198Q hlm 15.

-
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d.alam konotasi yang positif, artinya tiada tempat b"g, ateisme

atau propaganda anti agama di bumi Indonesia'

Hal ini sangat berbeda dengan kebebasan beragama di

Amerika serikat yang memahami freedom of religion baik dalam

arti positif maupun dalam arti negatif sebagaimana dikemukakan

oleh Sir Alfred Denning sebagai berikut:

"freedom of religion means that we are free to worship or not to worship'

to ajfirm the axisteice of God ar to deny it to belieae in Christian religion or

any other religion ot in none, as lue choose" '

Di Uni Sovyet dan negara-negara komunis lainnya "freedom

of religion" memberikan pula iaminan konstitusional terhadap

propugurda anti agama. Di samping itu menurrrt Oemar Seno

Adii ciri negara hukum Indonesia adalah tidak ada pemisahan

yang mutlak antara agama dan negara, karena antara agama dan

negara berada dalam hubungan yarlS harmonis'

Konsep negara hukum Pancasila pada dasarnya mendekati

atau memiliki kemiripan dengan Nomokrasi Islam.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana tertera antara lain :

a. Memiliki ciri-ciri hubungan yang erat antara agama de-

ngan negartu bertumpu pada Kefirhanan Yang Maha Esa

kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibe-

narkan, asas kekeluargaan dan kerukunan, dan komu-

nisme dilarang;
b. Memiliki unsur-unsur utama; Pancasila, MP& Sistem

Konstiflrsi, Persamaan dan Peradilan yang Bebas.

Dari uraian di atas, konsep negara hukum, baik dari konsep

Eropa Kontinen tal (rechtsstaat), dan Common Law (rule of law);

Nomokrasi Islam maupun Konsep negara hukum Indonesiae (ne-

9 Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa oNegaro tndonesio berdasorkon otos hukum
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Errro berdasarkan atas hukum/negara hukum pancasila), terdapat
H.rtu unsur yang sama yaitu adanya pengakuan atau jaminan
It,rhadap hak-hak asasi seseorlrng (manusia).

Namun hingga saat ini pengertian konsep negara hukum
rriltsstaat, rule of laut maupun Nomokrasi Islam maupun negara
lrukum Pancasila, masih terus berkembang. Hal ini dikarenakan
clto negara hukum merupakan suatu pemikiran tentang konsep
nrlgara yang tidak terlepas dari pengaruh suatu kondisi tertentu
yung melatarbelakangi pemikiran-pemikiran pencetusnya.

Sejarah dan perkembangan masyarakat disetiap negara ber-
bcda satu s.una lain. Oleh karena itu pengertian dan unsur-
unsur negara rechtsstaat, rule of law dan konsep negara hukumpun
herbeda pula.

Secara formal istilah negara hukum Pancasila dan Nomokarsi
lrrlam dapat disamakan dengan rechtsstaat atau rule of law, meng-
lngat keempat istilah tersebut mempunyai hrjuan yarrg s:rna yaitu
rnencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindtrngan
IIAM.

Hal ini dapat dihubungkan dengan pelaksanaan demokrasi,
dengan realitas bahwa tanpa prinsip negara berdasarkan atas

hukum negara adalah sebuah kediktatoraut yang tersembunyi.
Oleh karena itu prinsip negara berdasarkan atas hukum mutlak
diperlukan, lebih-lebih dalam rangka pertanggnngjawab:m negara
otas perlindungan HAM.

Dengan demikian, prinsip negara berdasarkan atas hukum
dimaksudkan trntuk mengendalikan segala benhrk kekuasaan baik
yang ada pada rakyat maupun penguasa.

Di lain pihak, keberadaan dan penghormatan rule of law,

mencenninkan keadaan bahwa hak-hak, kebebasan dan kewajiban
ditetapkan dalam hukum bug semua orimg dengan segala kua-
litasnya dan jaminan bahwa orang akan diperlakukan sama dalam
keadaan yang sama.

\I

(rechstaot) tidak berdosarkon otas kekuosoan beloka (Mochstoat)"
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Dengan dernikiaru sehubungan dengan prinsip negara hu-

kum, maka pemahaman HAM dalam negara hukum Indonesia

didasarkan pada:

Pertama, HAM dipahami dalam terminologi hubungan atau
,,relafionslrip,,. Hak menegaskan hubungannya yang tepat antara

individu dengan komunitasnya, atau antara kelompok orang

dengan masyarakatnYa;

Kedua, daiam mengembangkan HAM ini berarti menerima

ad.anya kewaiiban atau tanggungjawab manusia "human duties";

Ketiga, HAM dipahami sebagai suatu kesatuan dan tidak bisa

dipisahkan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa pada akhimya

hanya ada satu hak, yaitu hak untuk menjadi manusia, atau

"rights to be human".

Berdasarkan uraian di atas, maka teori negara hukum sebagai

bagian dan wuiud nyata dari negara Indonesia yaitu negara

berdasarkan atas hukum tentunya Penegakan dan perlindungan

HAM adalah konsekuensi logis yang harus diperhatikan'

D. Doktrin Inkorporasi dan Teori Tranformasi

selanjubrya penggunaan doktrin inkorporasi dan teori tranfor-

masi d.alam pembahasan tentang HAM sebagai teori pendukung

mengingat teori ini berkaitan dengan pengaruh masuknya be-

berapa inskumen intemasional yang berkaitan dengan HAM ke

dalam instrumen hukum nasional Indonesia. Dari sudut teoretis

persoalan hubungan antara hukum internasional dan hukum

nasional merupakan suatu masalah yang perlu dibahas'

Ada dua pandangan tentang hukum internasional pertama

pandangan voluntarisme yang mendasarkan berlakunya hukum

internasional bahkan persoalan ada tidaknya hukum intemasional

ini pada kemauan negartu dan pandangan objektivis yang meng-
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dnggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari
kt mauan negara.

Satu hal yartg perlu diperhatikan bahwa antara hukum inter-
tureional dan hukum nasional mempunyai sumber yang berilainan
yultu hukum internasional bersumber pada kemauan bersama
rnnsyarakat negara, sedangkan hukum nasional bersumber pada
kr.mauan negara.

Akibat yang lain yang penting adalah ketentuan hukum
lnternasional memerlukan tranformasi menjadi hukum nasional.
l)engan perkataan lain hukum intemasional hanya berlaku setelah
tl itransformasikan dan menjadi hukum nasional.

Dalam hukum internasional telah berkembang dua pandangan
nntara lain pandangan yang dinamakan voluntarisme yang men-
tlaearkan pada berlakunya hukum internasional dan ada tidaknya
lrukum internasional ini pada kemauan negara (gemeinwille).

Pandangan selanjuhrya adalah pandangan objektif yang
menganggap ada dan berlakunya hukum internasional terlepas
dari kemau€ul negara.

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dijelaskan batrwa se-

perti yang dikembangkan di Inggris yang menganut suatu ajaran
(doktrin) bahwa hukum intemasional adalah hukum negara
(international law is the law of the land).

Doktrin ini mula-mula dikemukakan oleh ahli hukum yang
nangat terkenal Blackstone sebagai berikut :

"the law of nation, whereoer any question arises which is propuly the

object of its jurisdiction is here adopted in its full extntt W the common

law, and it is help to be part of the law of the land"

Doktrin tersebut menganggap hukum internasional sebagai

lragian hukum Inggris, akan tetapi perkembangan selanjutrya
doktrin ini mengalami perubahan dalam arti bahwa tidak lagi
diterima secara mutlak.

-
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Akan tetapi sepaniang mengenai hukum kebiasaan interna-

sional dapat dikatakan bahwa doktrin inkorporasi ini berlaku
dengan dua pengecualian yakni; bahwa ketentuan hukum ke-

biasaan internasional itu tidak bertentangan dengan suatu

undang-und*& baik yang lebih tua mauPun yang diundangkan
kemudian; dan sekali ruang lingkup suatu ketentuan hukum
kebiasaan internasional ditetapkan oleh keputusan mahkamah

tertinggi, maka semua pengadilan terikat oleh keputusan ihr se-

kalipun kemudiart menjadi perkembangan suatu ketentuan hukum
kebiasaan internasional yang bertentangan.

E. Teori Hukum Kodrat dan Teori Ketuhanan

Digunakan teori hukum kodrat dalam menjelaskan pemahaman

tentang HAM, dikarenakan HAM (human rights) atau the rights of

man yang dikenal pada mulanya adalah produk mazhab hukum
kodrat.

Sementara ajaran hukum kodrat dapat dilihat dari kemuncul-

annya baik di zaman kuno (Hammurabi) dari Babylonia sekitar dua

puluh abad sebelum masehi sampai pada mazhab modern yang

muncul diabad pertengahan bersama Para filsuf dimasa itu.

Hammurabilo dikenal sebagai seorang raja yang menghapuskan

pertentangan-pertentangan dart menegakkan perafuran bangsarrya.

Berbagai undang-undut g yang dikemukakannya itu dikenal de-

ngan "the Code of Hammurabi", dan ia dijuluki sebagai ..the king of
justice, and to lead his people with iustice.ll

10 Pada masa lebih dari 2000 tahun sebelum masehi, hukum Hammurabi di Babylonia telah
inengenal penetapan hukum yang mengandung jaminan bagi HAM.

11 J.C. Smith, David N, Weisstub, The Weston tdeo of l.ow, Buttenvortha, 1953, hlm 159, terpetik
dalam Thoga H. Hutagalung, Hukum don Keodilon D'olom Pemohomon Filsofot Poncosila don

IJIJD 7945, DisertasiPascasijana, Unpad Bandung, 1995, hlm 3.
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l)i samping itu apabila dilihat dari filsafat hukum (ontotogi),
lrrrkrrrn yang tertua adalah hukum kodrat sebagai hukum yang
rrr.k'k:r[ pada segala sesuatu dengan maksud sebelum negara ad.a,
lrrrkrrm sudah ada karena ifu hukum bukanlah produk negara
',('rrr,rtir, melainkan negara dibangun atas dasar hukum (konstitusi).
l.r,li tidak mengherankan bila ada pandangan dalam teori hukum,
l r r r k r m kodrat dipand*g sebagai hukum yang tertinggi (superior).

llcrdasarkan uraian di atas, ada beberapa pandangan para
t,.rk.rr hukun"l yang mendukung teori hukum kodrat atau hak
l',rlrati dalam memahami konsep HAM, khususnya penganut
l,rlr.un hukum alam seperti Hugo de Groot (Grotius), fohn Locke,
. l.rn'l'homas Aquinas.

I lak kodrati yang dikembangkan mengand*g benih ide
l'.rlrwa setiap orang adalah individu yang otonom. oleh karena
rtrr tlalam menjelaskan hak kodrati ini penulis mencoba mengutip
;,,'rrrlapat ]ohn Locke, tentang hak kodratl di samping pandangan
t,.rrir pakar hukum lain seperti Scott Davidson.

selanjutnya pandangan Thomistik mengenai hukum kodrat
,r('nrposfulatkan bahwa hukum kodrat ini merupakan bagian dari
lrrkum Tuhan yang sempurna yang dapat diketahui melalui nalar
r r r.r rtusia.

suatu pandangan yang menjelaskan bahwa sepanjang abad ke
l/ hukum kodrat terus disempurnakan, dan kemudian berubah
rrrt'rrjadi hak kodrati. Melalui teori ini, hak-hak individu yang
';rrbjt'ktif diakui. Para pendukung doktrin hak kodrati adalah fohn
I ,ot'ke yang berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh
.rl.rtn, hak yang inheren atas kehidupan, kebebas€ul dan harta yang
rrrt'rupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan
,rliru dicabut oleh negara.

Dari sudut pandang hak kodrati ini Iohn Locke menjelaskan
.rtlir dua hal yaitu individr,r adalah makhluk otonom yang mampu
rrrt'lakukan pilihan, kedua keabsahan pemerintah tidak hanya

T
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bergantung pada kehendak rakyat tetapi juga pada kemauan
dan kemampuan pemerintah untuk melindungi hak-hak kodrati
individu. Sehubungan hal ini ]ohn Locke hanya mengungkapkan
teori yang sebenarnya untuk pertama kalinya diungkapkan oleh
kaum Stoa yang dikemukakan oleh kno pada z€unan Yunani
purba yang kemudian pada zEunan Romawi dibela oleh Cicero.

Selanjuturya |ohn Locke menjelaskan di dalam keadaan alam
(state of nature) manusia telah mempunyai hak-hak kodrat yang
tidak dapat diganggu Bugat, yaitu hak hidup, hak bebas, hak milik
dan hak atas kebahagiaan.

Berlainan dengan Hobbes yang mengemukakan di dalam
keadaan alam itu terdapat keadalm seperti rimba belantara, maka
menurut John Locke di dalam keadaan alam terdapat keadaan
yang arniu1 damai dan saling mengerti antara perseorangan.

Di dalam keadaan ini manusia telah memiliki hak-hak se-

bagaimana diberikan oleh kodrat alam kepadanya.l2 Hak-hak
individu yang dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas kehi-
dupan, kebebasan dan harta yang merupakan hak milik mereka

sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.
Hakikat hak-hak kodrat yang dikemukakan oleh Iohn Locke

berawal dan adanya perjarrjian sosial yang dilakukan individu-
individu yang kemudian terciptanya negara Qtactum unions).

Oleh karena itu, negara bertugas untuk melindungi individu,
anggota-anggota masyarakat. Anggota-anggota masyarakat me-
nyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, tetapi dengan syarat
bahwa kekuasaan penguasa terbatas pada hak-hak kodrat itu.

]ika pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaannya sampai
melanggar hak-hak kodrat tadi, anggota-anggota masyarakat

LZ Mariam Darus Badrulzaman, Hak-Hok Asosi Monusio Menurut Undang-Undang Dasor 7945 don
Penjaboronnyo di Dolom Hukum Perjonjion Nasionol, Majalah Hukum dan Pembangunan, No 1Th
Ke Xl, 1991, hlm 16.
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,l,rgrirt merecall pemerintah; menarik kembali kekuasaan yang
l,'l.rlr cliberikan oleh rakyat kepada pemerintah.

A jaran Iohn Locke telah menunjukan bahwa kekuasaan

I','nr('rintah terbatas, pemerintah merupakan wakil rakyat dalam
rrr,'l.tksanakan kepentingan umum harus berada dalam batas-batas
lr,rk lsasi, dan yang diutamakan oleh ajaran Iohn Locke ini adalah
I' r' g 11'11 [ingan individu.

l)i samping itu sekalipun satu aliran dengan John Lockg
l.!,uriscou memiliki pandangan yang berbeda dengan Iohn Locke
,l.rl.un hal hak kodrati yaitu dengan menjelaskan bahwa hukum
l',rtlral tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan
nrrnllanugerahi kedaulatan yang tidak dapat dicabut pada warga

'r(.li;rra sebagai safu kesafuan.
liclanjuhrya perbedaan pandangan dengan Iohn Lockg jugu

, I rlrt'plifiatkan oleh Soepomo dengan mengemukakan bahwa:

Di dalam hukum adat, manusia sama sekali bukan
individu yang terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-
rnata hanya ingat keuntung€m sendiri, melainkan terutama ia
adalah anggota masyarakat. Di dalam hukum adat yang primer
hukanlah individu, melainkan masyaraka! suatu makhluk
yang hidup bersama untuk mencapai tujuan masyarakat.l3

Ilcrdasarkan rumusan di. atas, Soepomo menjelaskan bahwa
,l.rl.rrn hubungan individu dan masyarakat elemen yang primer
, lrh'lakan pada kepentingan individu, sedangkan Notonagoro
, l. r l.r m nnelaksanakan kepentingan-kepentingan individu dan
, r,rsyarakat, kedua kepentingan didudukan dalam keseimbangan.

J ika kepentingan yang dilaksanakan adalah kepentingan
rrrtlividu maka kepentingan individu tadi mengandung kepen-

I t 5rrPomo, Hubungon lndividu don Mosyarakat dolam Hukum Adat, Cetakan ke 2, pradya paramita,
t,rkarta, 1g70, hlm 10.
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tingan lunum dengan pengertian bahwa pelaksanaannya terbatas,

tidak melanggar dan dalam dalam batas-batas yang dapat ditolerir

oleh kepentingan umum. Iika yang dilaksanakan kepentingan

umum maka didalamnya dilindungi kepentingan individu. ]adi

kepentingan individu di dalam kepentingan umum ini tetap dapat

berkembang dan dikembangkan, sehingga tidak ada kepentingan

yarlg tebih diutamakan.
Pandangan-pandangan teori hukum kodrat kemudian pada

awal abad L9 mulai mendapat tantangan dari paham positivisme

hukum, yang dipelopori oleh David Hume, dan )eremy Benthan.

Positivisme hukum memandang bahwa teori hak kodrati

adalah teori yang tidak bisa diperiksa kebenaran ilmiahnytu karena

hak-hak kodrati tidak mungkin ada secara obiektif.

Sebagaimarta dikemukakan oleh ]eremy Benthan sebagai

berikut:
...hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil

tetapi dari hukum imaiiner, dari hukum kodrati, lahfu hak imajiner...

hak kodrati adalah omong kosong, hak yang kodrati dan tidak bisa

dicabut adalah omong kosong retorik omong kosong yang diiuniung

tingg-ti.8gi".

Akibat pandangan demikian, maka menurut positivisme

HAM fidak ada seandainya tidak ditetapkan melalui hukum. Ke-

lemahannya adalah bahwa positivisme ini tidak menemPatkan

kendala moral pada aturan-aturan yang disahkan negara, dan

individu hanya menikmati hak-hak yang diberikan negara'

Oleh karena itu keunggtrlan individu dapat menuniuk pada

norrna dan peraturan yang konkrit, sehingga mereka dapat

Tbori-teori Pen&tkung HakAzasi Manusia I 2l

"r,'rrrbcla hak-haknya. Dengan demikian, hakikat hukum ifu dan
'. r r, I r r I lt.crri hukum kodrat adalah keadilan (iustice).14

Mt'skipun formalisme hukum adalah kepastian dan sering kali
in''n1,,(rkibatkan begifu hukum ifu diterapkan pada suafu peristiwa
I ,r r 1.. rit kadang kala menimbulkan rasa tidak adil sehingga kadang
,1r1,,'rlunak dengan nilai kepatutan (equity) yang berpangkal pada
rrrl.ri rnoral. Oleh karena itu hukum yang berlaku pada suatu
,,'l'.rra merupakan suafu sistem hukum yang menguasai dan
rrrrrrll.rhrr semua aspek kehidupan unfuk mencapai tujuan negara.

l)irri uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa taat hukum
I ,r,lr':rl.i telah berjasa dalam menyiapkan landascu:t bagi suatu sis-
t.rrr lrukum yang dianggap superior ketimbang hukum negara.

( )rang bisa mengajukan bandirg kepada sistem hukum ini
,'l,.rlrila hukum negara ternyata tidak adil, sewenang-wenang
,rl.rrr bersifat menindas. Bahkan dapat diargumentasikan bahwa
, l,krrrnen-dokumen konstitusi evolusioner terdahulu adalah
,l,rktrmen-dokumen "hakkodrat" dan setelah kebiadaban luar biasa
lr'r'f ,rrli menjelang maupun selama Perang Dunia II gerakan untuk
, r r,'r rghidupkan kembali hak kodrati menghasilkan dirancangnya
rrr:;lrurmen internasional yang utama mengenai HAM.

Kuntjoro Purbopranotols dalam hubungan dengan teori ini
,'r,'rrgatakan bahwa hak kodrat yang paling asasi adalah hak
I rrt lu p sebagai manusia.

'l'uhan Y*g Maha Kuasa mentitahkan m€uxusia di muka bumi
,.r rrntuk menunaikan fitrahnya terhadap kehidupan dan unfuk
rtrr traginya disediakan alat-alat perlengkapan yang diperlukan,
l'.rik badaniah maupun alamiah.

14 Teori Keadilan lTheory of lusticel bahwa keadilan merupakan suatu cara pendistribusian hak,
kewajiban, manfaat dan beban diantara individu-individu di dalam masyarakat.

l', Kuntjoro Probopranoto, Hok Asosi Monusio dolom Poncosilo, terpetik dalam Koesparmono lrsan,
polisi dan HAM, Majalah Sanyata, Sespim Polri, No.26/th.XlV 2000. Hlm 31-32

I.
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Semua hak yang berakar dalam kodrahrya sebagai manusia

adalah hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan

merupakan konsekuensi hakiki dan kodratrya. Oleh karena itu
HAM lebih bersifat universal sehingga keberadaan manusia harus

dihargai dan dijurrjung tirrggl."
Selanjuhrya kerangka konseptual HAM irrg" ada kaitannya

dengan teori kettrhanan yang menjelaskan bahwa hak dasar se-

seorang (manusia) yang ada dan merupakan karunia dari Tuhan

Y*g Maha Kuasa. Oleh karena itu HAM tidak dapat dilanggar

ataupun dicabut oleh manusia lainrrya sesama makhluk hidup.

]angankan mencabut sesama manusia mencabut hak hidup

makhluk lainpun dilarang, misalnya hubungan dengan lingkungan
dan sebagainya.

Sebagai makhluk yang semPurna di muka bumi ini, manusia

diberikan akal-budi dan hati nurani, melalui akal-budi ini martabat

manusia itu dapat ditenttrkan. Tuhan telah menciptakan manusia

sama dan dengan sebaik mungkin, dan yartg membedakan antara

satu manusia dengan yang lainnya adalah akal-budi berupa

ketaqwaannya kepada sang pencipta (Tuhan Y*g Maha Kuasa).

Oleh karena itu unhrk memungkinkan manusia dalam kebe-

basanrrya di muka bumi ini dan mewujudkan martabahya sesuai

dengan akal-budi, maka Tuhan melengkapi manusia dengan

sejumlah hak dasar atau hak azasi ya g tanpa hak tersebut manusia

akart kehilartgan martabat kemanusiaanya.

Manusia akan kehilangan martabatnya jika akal-budi itu tidak

digunakan, karena melalui akal budi itu membedakan manusia

dengan malchluk lain (binatang), sehingga Tuhan telah menjelaskan

dalam Al-Quran manusia akan lebih hina dari binatang sekalipun
jika akal-budinya tidak digunakan lagi.
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Dalam konsep alamiah teori ketuhanan berkaitan e:,rt dengan
" ttrtturAl rights" ytrtg menjelaskan bahwa setiap manusia adalah
r,una di hadapan Tuhan, dan dalam hal ini juga dapat bermakna
lrirhwa setiap manusia adalah sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu hak atas persama€rr di depan hukum, atau
pt'rlindungan yang sama oleh hukum merupakan landasan pokok
lrngi masyarakat yang adil dan demokratis.

Kaya dan miskin, mayoritas ehrik atau minoritas, sekutu
politik negara atau lawan semuanya berhak atas perlindungan
yilng sama di depan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dengan berpijak pada konsep teori
htrkum kodrat dan ketuheutan di atas sebagai teori dasar @rand
lheory), bagi bangsa Indonesia tentunya juga mempunyai tempat
It.rsendiri untuk melihat perkembangan HAM dalam khasanah
hangsa Indonsesia.

Seperti halnya pandangan rakyat Indonesia dalam Pembukaan
UUD 1945 yang didasarkan pada aliran hukum kodrat. Hal ini
tcrlihat dari pemilihan para pendiri negara di dalam konsideran
yang mencantumkan kalimat yang berkaitan dengan asas HAM,
berupa hak titipan dan anugerah dari Tuhan Y*g Maha Kuasa
yang secara kodrati telah dimiliki manusia sejak dilahirkan.lT

Demikian juga halnya dengan arti kemerdekaan bangsa
Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945,
yang dari segi hukum adalah tindakan bangsa hrdonesia dalam
memperjuangkan hak-haknya berdasarkan hukum kodrat seperti
yang tertuang di dalam alinea ke L dan alinea ke 3 Pembukaan
UUD 1945 yang tersirat dengan tegas bahwa kemerdekaan itu
hak segala bangsa dan merupakan karunia dari Tuhan Y*g Maha
Kuasa.18

17 Hak untuk menentukan nasib sendiri lself determinotionl.
18 Alinea ke l Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa:

"Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa....."

lI

16 Gunawan Setiardla, Hok Asasi Monusio Berdosorkon ldeologi Kanisius, Jakarta, 1993, hlm 75.
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Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang kemudian

melekat pada konsep Indonesia, berupa HAM yang bersifat me-

lekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan.

Hak-hak ini tidak dapat diingkari sekaligus juga tidak meng-

ingkari martabat kemanusiaan dan manusia dengan kebebasan

dasar dan hak-hak asasinya yang dimiliki.
Dengan demikiarU Penggunaan teori hukum kodrat dan ke-

tuhanan dalam membahas kerangka teoretis tentang konsep HAM
tepat dan dapat dijadikan sebagai teori dasar (grand theory) yang

selanjuhrya melahirkan teori-teori lain seperti teori konstitusi, teori

negara hukum dan seterusnya.

Selanjulnya Alinea ke 3 yang menyatakan:
'Atas beikat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur,

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat lndonesia menyatakan dengan ini

kemerdekaanya."

BAB I!

HAKAZ/ASI MANUSIA DAN
PERKEMBANGANNYA

,.\ l'crkembangan HAM

lir.bagai makhluk ciptaan Tuhan Y*g Maha Esa manusia
, lr.rt rr rgerrahkan hak-hak asasi yang melekat dalam rangka menjalin
l,'l'r'r'udaan harkat dan martabat kemuliaan diri-Nya serta
l. ,.1 r.r rrnonisan lingkungannya.

l)alam perwujudannya manusia wajib menghormati hak-
lr.rl.. yang melekat pada dirinya dan orang lain dengan penuh
l.,'t.rrlwaan dan tanggungjawab menuju keharmonisan kehidupan
,rrl.u' umat manusia dan manusia dengan lingkungannya.

I IAM dalam artian yang sangat mendasar sebenamya per-

'''r r;r rtlan dari perlindungan bagi pihak yang lemah terhadap

t,,'rrurdasan pihak y*g kuat, karena di dalam kehidupan manusia
,l.rr r yang paling awal selalu ada antagonisme semacam itu, maka
I ln M sebenarnya sudah ada sejak manusia ini ad4 seperti saling
I'rrrrrrh pada anak Adam, adalah bukti dari hal tersebut.

M;riunya sistem peradaban manusia, melahirkan sistem ke-
I rr,r:;.ran yang penuh dengan problema HAM, pihak yang kuat

25
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bukan saja berarti kekuasaan fisik badani, tetapi juga berarti
kekuasaan yang bersifat memaksa.

Lalu timbul penindasan majikan atas budak, antara yang

dianggap melanggar aturan dengan penegak hukum, antara raja

atas rakyat sebagainya.le

Penindasan dan pemaksaan seperti itu berkembang dan hidup
selama berpuluh dan beratus tahun bahkan beribu tahun, seperti

tanpa ada kekuatan yang mamPu melawan atau mencegah dan

menghentikannya.
Mengingat masa lalu paham HAM tidak populer dan bahkan

tabu untuk dibahas dan dipelajari.2o

Namun, berkembangnya kesadaran masyarakat atas hukum,
ditambah kenyataan bahwa banyak perilaku menyimpang dari tata

hidup yang manusiawi, mengalirkan pemahamiul baru tentang

HAM, yang dipandang sebagai hak yang melekat pada harkat

dan martabat kemanusiaan tanpa memandang ras, etnik, jenis

kelamin, wama kulit, status soial mauPun pekerjaan seseorang.

Oleh karena itu upaya untuk menggali makna dan arti HAM serta

implementasinya menjadi cukup intens.

Menurut sejarah lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan

dan perlindungan terhadap HAM diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan Peme-
rintah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh A.]. Milne dalam

tulisannya:

"T'he ldea of Human Rights' antara lain sebagai berikut "A regime

which protects human rights is good, one which fails to protect them or

u)orse still does not acknowledge their existence is bud"21

19 Kunarto, HAM don Polri,Cipta ManunggalJakarta, 1997. hlm 11

ZO Dijaman Orde Baru (Orba) Persoalan HAM kurang mendapat perhatian dan masih tabu untuk
dibicarakan.

2L A.J. Milne, The tdea of Humon Rights, dimuat dalam F.E. Dewrick, ed., Human Rights problem,

perspectives ond terc, Saxon House, University of Durkham, 1979, hlm 23.
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HAM sebagai hak dasar yang melekat pada dirinya bersifat
tuniversal dan abadi, sehingga harus dilindungi dihormati, diper-
tahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh
Hiapapun kecuali oleh undang-undang atau pufirsan pengadilan.z

Kembali pada penjelasan pengertian 'l:ral<' (rights) yang
r*endirinya telah lama menjadi perdebatan baik dikalangan filsuf
hukum maupun politik. Banyak istilah yang diberikan misalrrya
elalam bahasa Ingris "natural" atau "fundamental" yang kemudian
dalam bahasa Indonesia desebutkan sebagai " Asasi manusia",
"kodrat" dan "dasa{'.

Namun pengertian hak (rights) tidak didefinisi secara konkrit
tutapi inti yang terkandung di dalam hak, yaitu adanya suatu
ttrntutan (claim), sehingga berbicara tentang hak, maka akan
lerbayangkan bahwa di dalamnya ada suatu "claim" atau tuntutan.

Pengertian HAM seperti telah dijelaskan di atas dapat menjadi
nuatu pemahamlu:r dalam bagian selanjuhrya sebagaimana halnya
rumusEul HAM dalam Teaching Human Rights, United Nation yaitu:

"Humnn rights could be generally defined as those rights width are
inherent in our nature and without which we cannot lhte as human being".

Pengertian yang dirumuskan tersebut sangat luas maknanny+
Hecara urnum HAM dirumuskan sebagai hak yang melekat
Hecara kodrati pada diri manusia, yang apabila tidak ada, kita
tidak akan hidup sebagai marrusia, namun rumuscrr:t itu masih
helum mencakup makna dan pengertian HAM yang lebih rinci,
rne'ngingat masih ada hak-hak dasar lain yang belum tercakup di
tlnlam rumusan terebut.

Dari rumusern di atas, rnaka dapat dijelaskan arti HAM sebagai
htrnsep yang bermakna sebagai common standard of achieoment for

) ] Hasballah M. Saad, Sambuton Menteri Negara don HAM Tentang Buku Ponduon HAM bogi TNt
don Polri, Edisi Perdana Proyek P4S2PH, Jakarta 2000, hlm 2.
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all people f,nd all nation, atav sebagai standar yang harus dicapai
dan dipedomani oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa-
bangsa di dunia, yarrg dalam implementasinya selalu harus di-
pertimbangkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum bahkan
kepentingan antarne gara.

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan
Maha Kuasa berupa hak-hak yang bersifat kodrati, karena manusia
sebagai makhluk yang paling sempuma di muka bumi ini. Oleh
karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat
mencabubrya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan
hak-haknya itu dapatberbuat semannya. Sebab apabila memperkosa
hak asasi orang larn, maka ia harus mempertanggungjawabkan
perbuatannya.

Pada sisi yang larn, sejarah HAM lebih tua daripada alasan

yang diberikan untuk diyakini sampai saat ini. Pembahasan asas

kemanusiaan dalam rangka penegakan, perlindungan dan pe-
majuan HAIvI, berupa tindakan negara pada tatanan nasional,
internasional dan dalam konteks Islam akan menjadi bahasan
tersendiri dalam penjelasan berikut ini.

Sehubungan dengan uraian di atas, sejarah HAM sudah
berlangsung lama sepanjang sejarah keberadaan manusia. Namun
umumnya para pakar di Eropa masih berbeda pendapat tentang
Lahirnya HAM, yang sebagian besar masih berpendapat bahwa
lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun
1215 di Inggris.

Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang
tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menjadi dibatasi
kekuaasaannya) dan mulai dapat dimintai pertanggungjawabnya
di muka hukum.

Dari sinilah lahir doktrim raja tidak kebal hukum lagi dan
mulai bertanggungjawab kepada hukum.
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Sementara para pakar menganggap keliru jika Magna Charta
,lianggap sebagai cikal bakal lahimya HAM, karena piagam ini
st'sungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara
liaia lohn dan para bangsawan, dan baru belakangan kata-kata
,lalam piagarn ini memperoleh makna yang lebih luas seperti
:;ckarang ini.

Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus
rliadili dan harus mempertanggung-jawabkan kebijaksanaannya
kt'pada parlemen. ]adi sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat
kcpada hukum dan bertanggungsawab kepada rakyat, walaupun
l,.ckuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak
lrcrada di tanganrrya.

Kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya
rrronarki konstifusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai
,;irnbol belaka. Lahimya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh

trcrkembangan yang lebih konkret, dengan lahirnya Bill of Rights
,li Inggris pada tahun L689.

ftevolusi Gemilang (Glorious Reoolution) dan Bill of Rights telah
rrrclembagakan adanya penegasan naiknya kelas bangsawan dan

lrcdagang di atas monarki.
Revolusi ini jrgu penting, kerena revolusi ini menjadi suatu

l,reseden yang menunjukkan bahwa para penguasa dapat
tlisingkirkan atas kehendak rakyat jika mereka gagal mematuhi

; 
rcsyaratan legistimasi konstitusional.

Dalam pandangan Iotur Locke, filsuf politik abad ke L8

yilng berusaha menemukan dasar teoretis bagi revolusi-revolusi
konstitusional pada abad 17 dan L8, pemerintahan yang buruk
rrrclanggar kontrak sosial antara para penguasa dengan or€u:rg-

orilng yang diperintahkannya dan dengan demikian mendorong
yang terakhir ini untuk menyingkirkan mereka.

Dari sisi yang lain salah satu ketetapan yang terpenting tentang
I IAM pada saat itu adalah Deklarasi Kemerdekaan (Declaration of
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lndependence) Amerika yang lahir tahun L776. Deklarasi ini memuat

asas persErrnaan antara sesama mat:tusra (egalitas) dan memberikan

kepada rakyat hak hidup, kemerdekaan dan hak untuk menikmati

kebahagiaan.

Iuga memandang bahwa negara berkewajiban meniamin hak-

hak ini berdasarkan kehendak rakya! dan rakyat mempunyai hak

untuk memberontak kepada negara, iika negara menyeleweng dari

tujuan ini. Setetah deklarasi tersebut lahirlah Deklarasi Konstitusi

Amerika Serikat tahun 1787.

Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah

bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Ada-

gium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan

demokrasi. Bill of rights melahirkan asas Persamaan.
Para pejuang HAM dahulu sudah berketetaPan bahwa hak

persamaan harus diwujudkan betapun berafinya risiko yang

dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada

hak persamaEln.

Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau

tentang cantr act so ciaU perj anjian masyarakat. Montesquieu dengan

Trias Politikanya yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna

mencegah tirani, Iotun Locke di hnggris dan Thomas ]efferson
di Amerika Serikat (AS) dengan hak-hak dasar kebebasan dan

persamaan yang dicanangkannYa.

Perkembangan HAM selaniutnya ditandai muncuhrya

The American Declaration of Independence yang lahir dari paham

Rousseau dan Montesquieu. ]adi walaupun di Perancis sendiri be-

lum dirinci apa HAM itu, tetapi AS lebih dahulu menceulangkan

secara lebih rinci. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah

merdeka sejak di dalam kandungan ibuny+ sehingga tidaklah

logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu"

Selanjuhya pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration

(FD), di mana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasat The

HakAzasi Manasia dan Perkembangannya I 31

ll.ule of Law. Antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan
clan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa
ulasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan
oleh pejabat yang sah.

Dinyatakan pula presumption "f innocence, artinya orang-
r)rang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak
dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

Dipertegas juga dengan Freedom of erpression (bebas mengeluar-
kan pendapat), freedom of religion (bebas mengtu:rut keyakinan/
ugama yang dikehendaki), the rights of property (penindungan
terhadap hak milik) dan hak-hak dasar lainrrya.

ladi, dalam FD sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak
yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum
yang asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya.

Dengan terjadinya revolusi Perancis tersebut pada tahun
1789 "Deklarasi tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara"
(Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen).

Deklarasi yang kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi
tahun 1791, ini menegaskan bahwa manusia dilahirkan, dan
scnantiasa berad.a, dalam keadaan merdeka dan memiliki hak
yang sama menurut hukum.

Tujuan dari setiap lembaga negara (organisasi politik) adalah
melindungi hak-hak dasar manusia yang tidak boleh diganggu
gugat yaitu kemerdekaan, hak pemilikan, keamanan dan perla-
wanan terhadap penindasan rakyat adalah sumber kedaulatan.

Dari sisi yang lain juga diketahui The Four Freedoms dari
Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada tanggal 5 |anuari 1941

nntara lain menyebutkan:
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"The first is fteedom of speech and erpressian eaerywhere in the world.

The second in lreedom of eoery Person to worship God in his own way-

eaerywhere in the world. The third is freedom fro* want which, translated

into world terms, ffteans economic understandings which will secure to

eaery nation a healthy peacetime life for its inhabitant-eaery where in the

world. The fourth is freedom fro* fear-which, translated into world terms,

means a worldwide reduction of armaments to such n point and in such

a through fashion that no nation will be in a position to commit an act of
physicat aggression against any neighbor anywhere in the world".ts

Dari uraian di atas, maka sesudah Perang dunia II (PD II)

dijadikan dasar pemikiran untuk melahirkEu:I rumusan HAM yang

bersifat universal yang kemudian dikenal dengart The Unfuersal

Declaration of Hufnan Rights (UDHR) yang dibentuk oleh PBB pada

tahun 1948.

Berkaitan dengan uraian di atas, pada prinsipnya konsep

HAM dapat dikelompokkan dalam empat pandangan yang dapat

dirumuskan sebagai berikut :

t. Mereka yang berpandangan Universal absolut, yang

melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana

dirumuskan di dalam the lnternational Bill of Human Rights.

Mereka tidak menghargai sama sekali profil budaya yang

melekat pada masing-masing bangsa.

Z. Mereka yang berpandangan Universal-relatif. Mereka ini
memandang persoalan HAM sebagai masalah universal,

ntunun demikian perkecualian (exeptions) yang didasarkan

atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keber-

adaanrrya.

3. Mereka yang berpandangan partikularistik-absolute, yang

melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangs4

tampa memberikan alasan kuat, khususnya dalam me-
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lakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen inter-
nasional.

4. Mereka yang berpandangan Partikularistik relatif, yang
memandang persoalan HAM di samping masalah universal
jugu merupakaul masalah nasional masing-masing bangsa.

Berlakunya dokumen-dokumen intemasional harus disela-

raskan, diserasikan, diseimbangkan serta memPeroleh
dukungan dan tatanan (embedded) dalam budaya bangsa.

Bagi bangsa hrdonesia dari ke empat uraian di atas. Pandangan

yang terakhir yang lebih cenderung dianut, dengan berusaha

mencari titik dialogis dari ketiga pandangan lainnya. Dianuhrya
pandangan yang terakhir dikarenakan Indonesia memiliki suatu

latar belakang sejarah, sosial, budaya dan politik yang berbeda.

l{al ini mengingat asas-asas nasionalitas ytrLg berupa asas keber-

$ama€u:r, dan nilai ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang harus
dipertimbangkan selalu.

Penegakan HAM yang dilakukan Indonesia dengan pertiku-
laristik relatif sering menimbulkan kecaman masyarakat Inter-
nasional, yang seolah-olah hndonesia sering menutup-nutupi dan
bahkan tidak pemah memproses para pelaku pelanggarttn HAM
melalui proses peradilan (impunity).

Hal ini dikarenakan alasan stabilitas nasional (national

stability) dan menjaga ketertiban atau kepentingan umum (public

interest) selalu menjadi alasan. Oleh karena itu konfrontasi antara

kekuatan aparat keamanem negara TNI/Polri di satu pihak, dengan

masyarakat sipil atau mahasiswa/LsM di lain pihak tidak bisa

clihindarkan.za

?4 Jawahir, Thontowi, Hukum lntemosional di lndonesia, Dimaniko don lmplementasinya Dolarn
Eeberapa Kosus Kemanusioon, Medyan Pres Yogyakarta,20O2, hlm 11.23 Robert J Wright. Encyctopedio Americono "USA: Corporation, 1978, hlm 654.
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Di lain pihak, negara-negara modern mencantumkan perlin-
dungan hak-hak dan kebebasan asasi dalam undang-undu.g yang

menjadi hukum positif tertulis dari negara yang bersangkutan.s
Perlindungan HAM yang menyangkut hak hukum dapat

dipisah-pisahkan lagi menjadi:

L. Hak hukum pada umumnya
2. Hak perlindungan terhadap pelanggran HAM yang dijamin

oleh Undang-undang dasar

3. Hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan

pengadilan, dan perlakuan hukuman yang berkaitan dengan

perkara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep perlindungan
hukum HAM merupakan bagian dari konstitusi dan UUD dalam
bentuk terttrlis dari hukum positif dari negara yang bersangkutan.

Namun demikian meskipun perlindungan HAM merupakan
bagian yang tercantum dalam konstitusi atau UUD dalam negara

yang bersangkutar; tetapi konsep HAM universal tidak dapat
diabaikan, sehingga instrumen-instrumen HAM intemasional
salah satu bagian yang perlu diperhatikan.

B. Perkembangan Instmmen HAM Internasional (The

International Bill of Hutnnn Rightsl

Pada dasarnya hukum internasional HAM mempunyai latar
belakang sejaratr di beberapa dokumen hukum internasional.25

Dokumen penting tentang hukum internasional HAM ini antara

25 Monoppo H.A. Sepintos Tinjouon Mengenai Adonya Hak-hok Asosi monusia di Dolom Hukum
Acora Pidono Negoro lndonesio, Hukum dan Keadilan No. 1. Tahun Vl, Mei-Juni 1978, hlm 58.

Terpetik dalam Hanafi, Proses Peradilon Pidono dan Penegokan HAM, Jumal keadilan Vol2 No 2
tahun 2002, hlm 28.

26 L Henkin, The Ages of Rights, lnternotional [ow, Cases and Materials, Third Edition, West
Publishing Cq St. Paul, Minn, 1993, Hlm 625
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lirin adalah mengenai intervensi humaniter, tanggungjawab negara
It'rhadap individu perlindungan terhadap kelompok minoritas,
, lan hukum humaniter internasional.

Berkaitan dengan uraian di atas, instrumen HAM intemasional
yang merupakan induk dari seluruh instrumen lainnya disebut
st'bagai The lnternational Bill of Human Rights, yang terdiri dari tiga
tlokumen pokok yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR
1948) dan dua lnternational Coaenant on Human Rights (International
('oaenant on Cioil dan Political Rights (ICCPR) dan lnternational
('oaenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) tahun
1966) serta sebuah optional protokol.

C. Universal Declaration of Human Rights 1948

Sebagaimana telah diketahui bahwa HAM mempunyai sejarah

yang paniang dalam usaha menegaskan hak-hak individu terhadap
ncgara. Sejarah ini dapat ditelusuri sejak Magna Charta (12L5),

rnelalui masa reformasi abad ke-16 di Eropa, kemudian Perancis

tlcngan 'Declaration des Omits de I'homme et du citoyer tahun 1789'

rlan setanjutnya ke Amerika dengan 'Bill of Rights tahun 1791',
karena itulah sering dikatakan bahwa HAM adalah Konsepsi
llatat.27

Perjanjian antarban gsa (multilateral treaty) yang pertama yang
siccara umum menyebut pentingnya HAM adalah Charter PBB

yang ditandatangani pada tanggal 26 Juru 1945 di San Fransisco.

Dalam Charter ini terdapat kalimat tujuan PBB, yaitu dikata-
kan antara lain: untuk meningkatkan "respect for human rights
tnd fundarnental freedams for all, without distinction as to rflce, sex,

lnnguage or religion".

)'l Lihat Mardjono Rekodiputo, Pemontouon Pelaksonaon Hukum tentong HAM' Majalah Hukum
dan Pembangunan, No 5 Tahun XXl, 1991, hlm 545.

I
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Selanjubrya Pasal 56 Charter menyatakan pula bahwa semua

anggota PBB berikrar untuk rnasing-masing mauPun bersama-

sEuna bekerja mencapai tujuan organisasi PBB, sebagaimana

dikatakan Sieghart28

"it is therfore now beyond dispute that eaery state which is a member of

the lIN.. is beyond...as matter of international law, to respect and obseroe

human rights and fundamental freedom for all, without distiction as to race,

sex, languflge, or religion".

Namun dikatakannya bahwa:

"it lacks only one thing: it altogether fails to define what are the human

rights and fundamental freedoms concemed".

Sehubungan dengan hal di atas, lahirnya Human Rights Day

(hari HAM), sering dikatakan bahwa UDHR 1948 bukantah suatu

'treaty'(perjanjian Intemasional) dan karena itu tidak dimaksudkan

untuk mengikat secara hukum (legal binding obligation) negara-

negara anggota PBB. Adapun yang menyebabkan kewajiban ne-

gara anggota PBB mentaati UDHR hanya bersifat moral (moral

obligation), hal ini berkaitan dengan proklamasi dalam mukadimah

(Preambule) ymg menyatakan antara lain :

"...as a common standard of achieament for all peoples and all nAtion.."

eoery indioidual and erery organ of society.striaeby teaching and education

to promote respect for these rights and freedoms and by progressiae

tneasttres, national and international, to secure their unittersal and ffictiae
recognition and obseruAnce" .

Berdasarkan rumusan mukadimah di atas, maka sudah se-

wajarnya sebagai suatu negara anggota PBB, melihat UDHR ini

tidak semata-mata sebagai suatu "stAtement of obiectioes", tetapi j,$a

sebagai bagian dan ikrar negara-negara anggota untuk mewujud-

kan tuiuan PBB, sebagaimana dicantumkan dalam Charternya.
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Tujuan PBB yang disepakati arttara lain memuat:

"respect for human rights and fundamental freedoms for all".

Pengertian tentang HAM sebagaimana diikrarkan berstuna

anggota-anggota lain, adalah yang dimuat dalam UDHR L948,

yang selaniuhya dalam tahun 1968 melalui suatu konferensi
internasional yang diadakart di Teheran yang diselenggarakan
yang menyatakan antara lain bahwa UDHR 1948 "constitutes an

obligation for the members of the international community" (setidak-
lidaknya untuk para anggota PBB).

Oleh karena itu dapat dianggap bahwa UDHR 1948 ini me-

rupakan bagian dari hukum Internasional (setidak-tidaknya
bagian dari "costumary international law") dan karena itu pula
dapat dimasukkan sebagai bagian pertama dari "the international

Ilill of Humatn Rights'.
Watak hukum dari UDHR L948 adalah sebagai hukum ke-

hiasaan (intemasional) dan dengan demikian negara Republik
lndonesia sebagai anggota PBB terikat kepada deklarasi tersebut.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa UDHR 1948 tidak
tlipersiapkan dalam bentuk perjanjian dan tidak terdapat ketentuan
yang secara tegas yang mengharuskan adarrya persetujuan.

Namun UDHR 1948 telah menjadi standar minimum Peng-
irturan HAM, sebagaimana tercermin dalam beberapa dokumen

I

28 Paul Sieghart , The Lowful Rights of Mankind, Oxford, i986, hlm 63'
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hrternasionaL Regional dan Nasional.2e Oleh karena itu sebagai
standar minimum pengaturan HAM maka UDHR 1948 memiliki
kekuatan moral, dan hal ini telah dibuktikan oleh bangsa hrdo-
nesia dalam penyusunan KRIS 1949 dan UUDS 1950 yang meng-
akomodasikan penegakan dan pemajuan HAM dalam kedua
konstitusi tersebut.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa dengan adanya UDHR
1948 telah memberikan suatu pandangan tentang norrna yffirg
menetapkan kewajiban manusia terhadap masyarakat dan negara-
frya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 deklarasi tersebut.

Ketentuan pasal ini dengan tegas mengisyaratkan suatu ke-
harusan dihormatinya tatanan masyarakat dan negara terhadap
pengakuan HAM.

Di samping itu lebih dari sekedar mengakui adanya tanggung
jawab negara setiap individu terhadap masyarakat dan negara di
manapun ia berada.

Tanggungjawab penegakan HAM itu sendiri justru dipertang-
gungjawabkan kepada negara-negara nasional anggota PBB seperti
tertuang dalam Pasal 29.30

29 lan Brownlie, Bosic Dokument on Human Rights, hlm 93, terpetik dalam Rukmana Anwnwinata,
Op-Cit, hlm 252-253.

30 Pasal 39 meyebutkan "Everyone has duties to the communities in which olone the free and full
development of his personality is possible" yang artinya Setiap orang mengemban kewajiban
terhadap masyarakat, merupakan satu-satunya wadah yang memungkinkan pengembangan
jatidirinya secara bebas dan sepenuhnya. Selanjutnya ayat (2)nya menjelaskan "ln the exercise
of his rights and fredoms, everyone sholl be subject only to such limitations os om determined by
low solely for the purpose of securing due recognition ond respect for the rights and freedoms of
others ond meeting the just requirement ol morolity, public order ond the generol welfore in a
demouotic society" yang artinya Dalam melakanakan hak serta kemerdekaannya, setiap orang
hanya dapat dibatasi menurut (batas) yang ditentukan oleh hukum, dengan maksud tunggal
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang pantas untuk hak dan kemerdekaan orang
lain serta untuk memenuhi secara adil tuntutan kesusilaan, (keamanan dan) ketertiban umum
serta kesejahteraan masyarakat yang demokratis. Uraian lengkap ini juga dapat dilihat dalam
United Nation. Studi Series No 3, 199Q Centre For Human Rights, Geneva 1990.
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Oleh karena itu pengakuan terhadap deklarasi ini melekat

pada anggota PBB, meskipun tidak dilakukan ratifikasi atau aksesi,

tapi negara anggota PBB harus tunduk Pada deklarasi tersebut.

Dari beberapa konvensi maupun optional yang telah diratifikasi
tli atas, masih terlihat bahwa Pemerintah Indonesia memerlukan
rrntuk meratifikasi ketentuan konvensi internasional lainnya. HaI

ini berkaitan dengan adanya berbagai sorotan dunia terhadap

lndonesia, yang merasa masih belum sePenuhnya menegakkan

llAI\{ yang universal int sePerti ada beberaPa konvensi hrter-

nasional yang sangat prinsipil y*g belum diratifikasi, di antaranya

ICCPR 1966.

l). International Covenant on Human Rights

Dokumen intemasional ini rnerupakan perianjian-perjanjian
intemasional (treaty) di mana negara-negara yang menandatangani

lrerjanjian ini meniadi salah satu pihak dalam treaty (state Party)
yang akan tunduk pada afuran-aturan mengenai HAM.

Adapun perjanjian internasional itu antara lain: ICCPR 195631

rlan ICESCR 1966 serta satu instrumen tambahan yang dikenatr

r-lengan Optional Protocol 1966.

Ketiga dokumen di atas telah diterima oleh sidang umum
I'BB dan dibuka untuk ditandatlrngani dan diratifikasi oleh Para
irnggota PBB, L8 tahun setelah UDF{R 1948.

Adapun isi dari kedua Covenant dan satu Optional Protocol

adalah penjabaran lebih lanjut dari UDHR dengan disertai pe-

31 ICCPR 1955 terdiri dari 53 Pasal yang substansinya mencakup jaminan terhadap hak-hak

manusia perorangan, baik pria maupun wanita, dewasa maupun anak-anak, masyarakat, bangsa

serta kelompok-kelompok minositas etnik, agama ataupun bahasa yaitu antara lain mencakup

hak hidup, meniknnati hak milik, larangan perbudakan, jaminan terhadan penangkapan dan
penahanan secara sewenang-wenang hak untuk berpergian, jaminan terhadap orang asing yang

kebetulan berada di suatu negara, hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama serta hak

atas perlindungan hukum dan hak-hak lain yang berkaitan dengan sosial dan politik.

\I.
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rurnusan tentang kewajiban negara-negara (State Party) mentaati
perjanjian yang bersangkutan.

Optional protocol adalah memberi hak kepada Human Rights
Committee untuk menerima dan memeriksa pengaduan (istilah
yang dipergunakan adalah "Communication") dari individu terha-
dap pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan dalam ICCPR 1966.

Keberadaan ICCPR 1965 sangat penting mengrngat dokumen
ini menegaskan dan mendefinisikan secara lebih terperinci (more
detail) pelbagai pemahaman HAM yang telah diatur dalam UDHR
1948. ICCPR 1966 jrgu mengatur hak-hak tambahan (additional
rights) dan mekanisme pengaturan yang memungkinkan badan-
badan PBB mengawasi pelaksanaan perlindungan atas hak-hak
sipil dan politik tersebut.

Selanjubrya kewajiban negara-negara peserta ICCPR 1955
adalah segera menyesuaikan peraturan perundang-undangan
dengan ketenhran dalam ICCPR 1956 atau membuat peraturan
perundang-undangan baru apabila ada pengaturannya.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal L ayat 1 dan 2
ICCPR L966:

1. Each State Party... undertakes to respect and to ensure to all
indioidual within its territory...the rights recognized in the

present cooenant

2. to adop such legislatioe or other meflsure as may be necessary to
giae ffict to the rights recognized in the present Cooenant.

Dari uraian di atas, maka pemenuhan yang timbul dari
ICCPR 1966 bug negara peserta adalah absolute arrd immediate
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(rrrutlak dan segera). Salah satu hal yang dipertegaskan kembali

,l.rlam ICCPR 1966 adalah menyangkut dengan penegakan HAM
y;rng dapat dibatasi berdasarkan Undang-undang (determined by

/rrro) dengan tujuan untuk melindungi hak orang larn, moralitas,

l.t.tertiban umum dan kesejahteracu:r umum di dalam masyarakat

r lt'mokratis.
Selanjuhrya dalam ICCPR L965 ditegaskan bahwa pembatasan

l,t'rdasarkan Undang-undang dapat irgu dilakukan atas dasar

kcamanan national (national security), sebagaimana diatur dalam

l'asal 19 ayat (3)b yang mengatur tentang:

"the rights to freedom of expression"

dan Pasal L2 ayat (3) yang mengatur tentang:

"the rights to liberty of moaement and fredom to choose his residence".

Hal ini irgu berkaitan dengan Pasal 22 ayat (2) yang mengatur

Ir.ntang:

"the rights to freedom of association".32

Hal ini berbeda dengan ICESCR 1965 di mana kewajiban yang

rnuncul pada negara-negara peserta diakui bahwa pemenuhan

hak-hak yang dijamin oleh dokumen mungkin adanya dapat di-

capai setelah jangka waktu tertentu, karena diperlukan fasilitas-

fasilitas yang dapat mendukung tercapainya hak-hak ini.
Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 ICESCR 1966 menyatakan:

Each State party...undertakes to talces steps.. to the maximum of rts
aoailable resources, with a oieut to acieaing progressittely the full realization

of the rights recognized in the present cottenant..".

32 Muladi, Hok-hak Sipil don Politik di lndonesio, dalam HAM, Makalah Senyata Polri Sespimpol, Edisi

Khusus No 25 Tahun XllL997, hlm 55.

I
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]adi Pasal 2 ayat 1 ini menjelaskan akan pemenuhan kewajiban
yang timbul dari ICESCR 1966 adalah relatiae and progressiae (relatif
dan progresit).

Berkaitan dengan uraian di atas, secara formal dan jika dilihat
dari berbagai kandungan hukum positif kita terlihat bahwa hak-
hak tersebut sudah banyak tercanfum dalam berbagai perafuran
perundang-undangan yang ada.

Meskipun kovenan internasional ini banyak yang belum
secara resmi diratifikasi maupun diaksesi. Hal ini mengingat ke-
pada negara peserta yang menanda tangani covenant ini negara
yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan
laporan berkala kepada The Human Rights Commission pBB serta
kesediaan untuk ditinjau bila per1u.33

Selanjutnya dari uraian di atas, secara garis besamya ide HAM
yang dikenal sejak jaman stoika (kuno) sampai modern merupakan
ide yang dikembangkan baik secara filosofis maupun teologis.

HAM berasal dari status kita sebagai manusia di dalam alam
dan masyarakat. oleh karena itu apabila HAM dibenarkan atas
dasar sistem etika maka hak-hak itu sering disebut hak-hak moral;
bila hak-hak ilu diwujudkan dalam hukum maka hak-hak itu
disebut hak-hak hukum, dengan demikian HAM itu akan bersifat
universal.

HAM tidak hanya mencakup hak-hak politik dan sipil seperti
kebebasan berbicara dan kebebasan dari penyiksaan, akan tetapi
hak-hak itu meliputi hak-hak sosial dan ekonomi seperti hak-hak
untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan dan juga hak atas
pembangunan. oleh karena itu HAM mengalami perkembangan

33 Seperti telah tersebut di atas sebelumnya. lndonesia teian meratifikast oeberapa kovenan
internasional antara lain: Konvensi tentang Hak-hak politik Kaum wanita (UU Nomor 5g tahun
1958), Konvensitentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadapwanita (UU Nomor 7
Tahun L9841, Konvensimenentartg penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yangkejam, Tidak
Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya ( uu Nomor 5 Tahun issil aan tain
lain.
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dari waktu kewaktu, dan jika melihat pada konsep HAM universal
rnaka HAM berkembang dalam tiga tahap atau generasi.il

li. Pengesahan Instrumen-Instrumen HAM

Salah satu hal yang terpenting dalam pemajuan dan perlin-
dungan HAM saat ini adalah pengesahan atas instrumen-instru-
rnen internasional tentang HAM oleh negara-negara yang telah
rnengakui adanya bill ofhuman rightstersebut. Pengesahan instrumen
internasional HAM akan memperkuat dan mengembangkan
perangkat-perangkat hukum pada tingkat nasional sebagai upaya
tuntuk menjarnin pemajuan dan perlindungan HAM secara lebih
baik.

Pengesahan instrumen tersebut juga akan menunjang kebijakan
pembangunan hukum nasional yang dapat menyesuaikan diri
dengan nonna-nonna yang diterima secara internasional.3s

Proses pengesahan berbagai instrumen HAM perlu dilaksana-
kan secara arif dan bijaksana dan bertahap serta sesuai dengan
dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Lrdonesia.

Demikian pula hahrya dengan prioritas pengesahan instru-
men-instrumen internasional HAM yang telah ditetapkan dapat
disesuaikan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masya-
rakat Indonesia.

Pengasahan instrumen-instrumen hukum internasional di
bidang HAM adalah prosedur hukum yang akan mengikat secara

hukum Indonesia sebagai negara pihak.

34 Perkembangan HAM meliputi tiga tahap; Tahap I : Hak-hak politik dan sosial, Tahap ll Hak-hak
Ekonomi dan keadilan sosial, dan Tahap ke lll meliputi hak-hak kultural, hak berkembang dan
lingkungan serta pembangunan.

35 Nugroho Wisnumurti, Rencono Aksi Nasionol HAM lndonesio,7998-2003, Strategi Pemajuon Don
Perlindungon HAM Di lndonesio, Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional lV HAM, Jakarta,
1-3 Desember 1998, hlm 8

I
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Konsekuensinya adalah bahwa Pemerintah Indonesia harus
melaksanakan ketentuan-ketenfu an dalam instrumen tersebut. Hal
ini menjadi suatu tarttangan yang cukup berat karena pernerintah
harus dapat memastikan pemahrhan dan pelaks€uraan ketentuan-
ketentuan perangkan hukum termaksud, dan dalam hal ini findak-
an penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan.

Selain itu, Pemerintah juga perlu melakukan langkah-lang-
kah diseminasi instrumen-insbrrmen HAM, dan melakukan
harmonisasi hukum di Indonesia dan secara teratur memenuhi
kewajiban pelaporan tentang pelaksanaan instrumen-instrumen
internasional HAM yang telah disahkan tersebut kepada badan
pemantau (treaty bodies) yang terkait.

Di lain pihak mengingat proses pengesahan perangkat-pe-
rangkat internasional HAM memerlukan waktu dan pemikiran
secara matang, maka upaya pemajuan dan perlindungan HAM di
Indonesia tidak harus memrnggu rampungtya proses pengesahan
tersebut. Oleh karena itu Indonesia yang telah melakukan pemaju-
an dan perlindungan FIAM seperti yarrg tertuang dalam konstitusi
perlu menyusun skala prioritas kegiatan pelaksanaan, pemajuan
dan perlindungan HAM.

Skala prioritas pemajuan dan perlindungan HAM tentunya
d.isesuaikan dengan kebutuhan perkembangan kehidupan sosial
masyarakat Lndonesia. Upaya pelaksanaarl, pemajuan dan perlin-
durtgan HAM, khususnya yang berkaitan dengan beberapa jenis

HAM yang merupakan hukum memaksa (non-derogable rights)
maupun karena pelanggarannya mudah digolongkan sebagai

pelanggartur HAM berat yang mudatr mencoreng bangsa perlu
ditetapkan sebagai prioritas.

Dengan demikian, pemajuan dan perlindungan HAM saat ini
diarahkan pada prioritas atas beberapa kasus pelanggarEu:t. HAM
berat yang dapat membawa bangsa Indonesia dalam perhatian
ciunia dan bangsa-bangsa lain.
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Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia pengesahan beberapa

instrumen internasional baik melalui ratifikasi maupun aksesi

perlu dilakukan, khususnya instrumen-instrumen yang menjadi

prioritas tersebut.
Secara garis besar Instrumen HAM internasional yang telah

diratifikasi hrdonesia adalahs:

1. Konvensi Jenewa 1.2 Agustus 1949 (diratifikasi dengan UU
Nomor 59 Tahun 1958)

2. Konvensi tentang Hak Politik kaum Perempuan -Con-
aention on the Political Rights of Women (diratifikasi dengan

UU Nomor 68 Tahun 1958)

3. Konvensi tentang Penghapusem segala bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan -Conaention on the Elimination ,f
Dis:qimination Against Women (diratifikasi dengan UU
Nomor 7 Tahun 1984)

4. Konvensi Hak Anak -Conaention on The Rights of the Child

(diratifikasi dengan Keppres Nomor 35 tahun 1"990)

5. Konvensi Pelarangan, Pengembang.rn, Produksi dan Pe-

nyimpanan Senjata Biolagis dan Beracun serta Pemusnahan-

nya -Conoention on the Prohibition tf the Dettelopment,

Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and

Toxic Weapon and on Their Destruction (diranfikasi dengan

Keppres Nomor 58 Tahun L99L)

6. Konvensi hrtemasional terhadap anti Apatheid dalarn

Olah Raga -International Conaention Against Apartheid in

Sport (diratifikasi dengan UU Nomor 48 tahun 1993)

7. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau

36 Komnas HAM, Foctsheet-Komnos HAlvi.7999
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Merendahkan Martabat Manusia -Turture Comtention
(diratifikasi dengan UU Nomor 5 Tahun lggg).

8. Konvensi organisasi Buruh Internasional Nomor g7 tahun
L998 tentang Kebebasan Berserikat dan perlindungan hak
untuk Berorganisasi -ILo conoentian No. 87 concrning
Freedom of Association and Protection on the Rights to organize
(diratifikasi dengan UU Nomor 83 tahun 1998)

9. Konvensi Internasional tentang Penghapus€ul semua
bentuk Diskriminasi Rasial -Conoention on the Elimination
of Racial Discrimination (diratifikasi dengan uu Nomor 29
tahun 1999)

1-0. optional Protocol Konvensi Tentang Penghapus€ur Segala
Benttrk Diskriminasi rehadap Perempuan -Conoention on
the Elimination of Disuimination Against woment (ditanda-
tangani tahun 2000 merurnggu untuk diratifikasi).

BAB III

ARKEOLOGI PEMBANGUNAN

A. Peta Pembangunan

Berbicara pembangunar1 erat kaitannya dengan ideology
Developmentalisme, karena keduanya memiliki rumpun yang sama

baik faktor ideologis maupun sebagai paradigma pembangunan
itu sendiri (Sadrs,L995). Sebuah istilah yang dilontarkan sekitar
tanggal 20 ]anuan 1949.

Ketika Presiden Hurry S. Truman untuk pertama kalinya
memperkenalkan kebijakan pemerintah Arnerika Serikat (AS),

yakni dengan melontarkan istilah yang baru diciptakan yaitu
"keterbelakangan" (underdanelopment). Ungkapan tersebut jrgu
dikaitkan dengan konteks perang dingln, dalam rangka mem-
bendung pengaruh komunisme dan sosialisme di negara-negara
dunia ketiga (Fakih,l 996:71).

Untuk menyebarkan gagasan pembangunan masyarakat ke
dunia ketig+ pada tahun 1.950-an dan 1050-an para ahli ilmu
sosial, terutama pakar ilmu sosial yang tergabung dalam Center for
lnternational Studies di Massachusetts Institute of Technology MIT),
berperan dalam rnembanfu menyelenggarakan lokakarya yang
berhasil menciptakan diskursus resmi dan akademis tentang
pembangunan.

47
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Sepanjang periode itu, para ahli ilmu sosial sangat produktif
menciptakan pengetahuan dan teori tentang pembangunan ma-
syarakat. Dalam masa itulah, pakar ekonomi seperti W.W. Rostow
menciptakan "Teori Pertumbuhan" dan ahli ilmu sosial lairmya
seperti David McClelland dan Inkeles mulai mengembangkan
teori "N'adl" (need for achhieaement) dau,:t teori tentang modernisasi,
yang kemudian menjadi landasan utama bug teori pembangunan.

Teori pertumbuhan yang dibangun Rostow merupakan suatu
bentuk teori yang melihat perubahan sosial sebagai proses evolusi
perjalanan dari tradisional ke modern. Asumsiry, adalah bahwa
semua masyarakat termasuk masyarakat barat pemah mengalami
"tradisional" dan akhimya menjadi "moden:r".

Sikap manusia tradisional (bukan struktur dan sistem) dianggap
sebagai masalah. Dengan demikian, pembangunan masyarakat
akan berjalan secara hampir otomatis melalui akumulasi modal
(tabungan dan investasi) dengan tekanan bantuan dan hutang luar
negeri. Dia memfokuskan pada perlunya "elite wirasutasta" yarrg
menjadi motor proses itu. Pandangan Rostow tentang perubahan
sosial tersebut diuraikan dalam bukunya yang berjudul The Stage

of Economic Growth.

Dalam buku tersebut Rostow menjelaskan lima tahapan pem-
bangunan masyarakat, yakni, masyarakat tradisional, kemud.ian
berkembang menjadi prakondisi tinggal landas, lantas diikuti
masyarakat ti.ggd landas, kemudian masyarakat pematangan
perfumbuhan, dan akhirnya mencapai masyarakat modern yang
dicita-citakan, yakni masyarakat industti y*g disebuhrya sebagai

masyarakat konsumsi massa tinggi (high mfrss consurruption).

B. Konsep Pembangunan

Dalam Tap MPR RI No. tV Tahun 1999 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2A04, disebutkan bahwa Visi
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bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia

yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing. maiu, dan

sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik hrdonesia yang

didukung oleh manusia brdonesia yang sehat, mandiri, beriman,

bertakw+ berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum
dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknotogl
memiliki etos kerja yang tingtr serta berdisiplin (Setyadl 2000).

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka salah situ misinya adalah

melakukan gerakan pembangunan secara berkelanjutan.
Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai proses Pence-

rahan sosial, saling hubungan dalam bentuk ikatan pertemanan

atau perkawanan antara pendamping dengan masyarakat me-

lalui musyawarah kritis dan pendidikan berkelarrjutan (sustain-

able) dalam rangka menggali dan pengelolaan zumberdaya

guna memecahkan persoalan kehidupan secara bersama-s€una

mendorong tumbuhnya keberanian masyarakat untuk mengunS-

kapkan realitas yang meminggitk* (marginalized) dan melaknkan

aksi untuk merombaknya (Chirzin, 1995; 40).

Pandangan tersebut, pendapat Edi Suharto bahwa pemba-

ngunan masyarakat memiliki fokus terhadap uPaya menolong

anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat bekerja sarna,

mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melaktrkan

kegiatan bersama untuk memenuhi kebuhrhan dicita-citakan

bersama (Suharto, 2003).

Menurut Compton dan McClusky (1930; 229\ pembangunan

dapat jrga diartikan ;

Danelopment a ?rocess wh*eby community membqs carne tageth* to
identify their problems and needs, seek solution among thetnseloes, mobilize

the necessary resources, and execute a plan of action or learning or both.

Pembangunan adalatr suatu proses di mana masyarakat secara

bersama-sama mengidentifikasi masalah dan kebutuhanny+ men-
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cari pemecahan di antara mereka sendiri, memobilisasi semua
sumberdaya yang ad+ menyusun rancangan tindakan unfuk
meningkatkan taraf hidup atau kehidupannya.

Pembangunan memiliki tujuan untuk membangun masyarakat
melalui interaksi sosial dan membawa kekuatan bersama,

komunikasi sattr sama lat1 musyawarah atau dialog, memaharni
tind.akan sosial, dan bekerja sama dalam mencari jalan keluar dari
masalah yang dihadapi (Iim lfe,1997; L91).

All community danlapment irutoloes strengthening the social

interactions within the community, bringing people together, and helping
them to communicate with each other in a way that can lead to genuine
dialogue, understanding and social action.

Dari uraian di atas, konsep pembangunan dapat dirumuskan
sebagai upaya membantu meningkatkan kemampuiln masyarakat
sebagai suatu sistem sosial sehingga secara mandiri mampu meng-
arahkan d.an mempercepat perubahan-perubahan sosial menuju
ke suatu kondisi yang di cita-citakan (Rahmat. 2003).

Batasan tersebut mengemd*g makna sebagai berikut:

Pertama, membantu peningkatan kemampurm masyarakat
artinya adalah memperlakukan masyarakat sebagai subjek,
(bukan obyek) yarrg ditekati kebutuhan untuk selalu mening-
katkan kemampuan, kapasitas, dan kapabilitasnya.

Kedua, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem
sosial artinya bahwa kebutuhan perubalran mengand*g
konsekuensi terhadap aspek-aspek struktural, kultural, dan
dinamika proses-proses sosial lainrrya yang multi dimensional.
Sifat multidimensional berarti bahwa yang dimaksudkan
penrbahan sosial adalah perubahan societal (societal change)

yang di dalamnya mengandr.g banyak bidang seperti tata
nilai budayo ekonomi, politik, dan hukum; yang saling terkait.
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Ketiga, kemandirian merupakan nilai intrinsik dalam
proses perubahan yang terarah dan terencan& artinya tidak
membenarkan setiap perubahan yang menumbuhkan keber-
gantungan. Di samping itu kemandirian satuan sosial harus
dimaknai secara kontekstuaL sistemik dan sinergik, artinya
ada keharuslr:r. untuk terjadi kesesuaian dengan posisi dan
perarlannya di dalam sistem yang lebih besar, dan terjadi
keterpadutu:r, minimal pada tingkat konsep dengan peran dari
berbagai segmen sosial lainrrya.

Keempat, ungkapan menuju kondisi yang dicita-citakan
mengand*g makna bahwa pembangunan bersifat normatif
sarat nilai. Kondisi yang di inginkan dan bagaimana cEra

pencapaiannya sangat bergantung pada apa yang dianggap
baik dan benar oleh masyarakahrya, dengan aculrn perangkat
nilai inti dan instrumental yang jelas serta teruji bermanfaat
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi
oleh masyarakabrya.

C. Pembangunan di Indonesia

Secara teoritis ada empat cara orang memand.ang praktek
pembangunan, yaitu suafu proses, metodologL program dart suatu
gerakan (Zulmin arni,l997 ; 78).

Pembangunan dilihat sebagai proses karena dalam konsep
ini ada unsur pergerakan dari suatu tingkatan kondisi ke ting-
katan kondisi lain yang lebih baik (Moeljarto,l995;3). Titik berat
pembangunan sebagai proses adalah adanya perubahan yang
terjadi pada manusia dan struktur sec.ra sosial maupun psi-
kologika.

Malcolm Knowles (1979 ; 7) menjelaskan gerakan pembangunan
sebagai proses adalah,
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.....Learning as ?rocess which emphasizes what happens during the
course of a learning erprience in attaining a gfuen learning product or
outcome.

Sebagai metodologi pembangunan merupakan kerja suatu
ttrjuan tertentu akan dicapai. Penekanan metodologi adalah ga-
bungan dari segala lrnsur, teknik, cara penyajian, bentuk, serta alat
penunjang yang diolah sebagai cerrnn dari filsafat dan paradigma
yang dianut (Muhadj tu, 2000; 104).

Alhir yang ingin dicapai dari proses sangat ditekankan
dalam konsep ini. Di lain pihak pemblrngunan jrgu dapat dilihat
sebagai suatu program. Arti.ya pembangunan juga ditekankan
pada kegiatan atau pada aktivitas yang diterapkan. Yang terakhir
pembangunan jrg, merupakan suatu gerakan yang dinamis dan
terprogram. Konsep ini memandang pembangunan sebagai suatu
"peperangan" di mana orang rnempunyai suatu tekad unfuk men-
capai tujuan tertentu. Konsep pembangunan tidak netral tetapi
"keberpihakan".

Bagi Indonesia, negara yang telah memproklamasikan
kemerdekaarurya sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu menurut
Erani Yustika (2000), berbagai upaya telah dilakukan oleh para
pelaku sejarah hndonesia untuk memajukan dan mensejahterakan
tingkat kehidupan rakyahy+ baik pada arah kebijakan,
perencanaan maupun tindakan di lapangan.

Upaya-upaya peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut,
yang populer disebut dengan istilah pembangunan, merupakan
jembatan bagi pengambil kebijakan untuk menunaikan mandat
yang sudah diprolehnya sekaligus impian masyarakat untuk men-
jemput kualitas kehidupan yang lebih baik di kemudian hari
(Moeljarto;1995).

Pertemuan dua kepentingan itulah yang membuat pelaksanaan
pembangunan di hrdonesia mendapatkan tempat yang begitu
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terhormat. National and Character Building seperti terflrang dalam

Preambul UUD 45 seolah-olah akan terwujud dengan jargon

pembangunan. Sehingga tidaklah mengagetkan di antara aspek-

aspek lain yang sudah dicapau pembangunan menjadi begittt
menonjol di tengah kemandegan bidang-bidang lainrrya.

Di Indonesia, pembangunan (community deoelopment) telah

berpuluh-puluh tahun didambakan. Serangkaian aksi kolektif
untuk menggal*g pembangunan didengungkan dan digunakan
secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti oleh pembuat
kebijakan, kalangan praktisi, pelaksarta Program atau proyek,

petugas sosial, dan kelompok profesional (Santo so, 2A02;56).

Mereka melakukan pengembangan dan pendampi.g* secara

terus menerus fidak pernah berhenti melibatkan diri secara aktif
di dalam kegiatan pembangunan dengan kekentatan bahasa dan

simbolisme yang khas berdasarkan persepsi, filsafat sosial, serta

pandangan hidup masing-masing (Chirzin, L995:42). Dalam rangka
membangun masyarakat, bangsa dan negara, Indonesia pernatr
melibatkan aktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila
merujuk kepada suatu masa yang dikenal dengan j*nar, "Orde
Lama" (L945-L955), terdapat rencana-rencana pembangunart yang
digulirkan oleh pemerintah Indonesia; seperti terdapat rencana

dari 'Panitia Siasat Pembangunan Ekonom{ y^g dibentuk OIeh
Kabinet Sjahrir pada tahun 1947, 'Rencana Urgensi Ekonomi' pada
tahun 1957,'Rencana Djuanda' tahun 1955, dan 'Pembangunart

Nasional Semesta Berencana' pada tahun 1961 (Siahriql9S5).

|argon yang dipakai waktu itu adalah revolusi, arrti nekolim
(neokolonialis dan imperialis), arrti kabir (kapitalis birokrat), dan

dikendalikan dengan sistem demokrasi liberal hingga demokrasi
terpimpin (SaefuddfuD L996). Namun demikian, hampir seluruh
program-program di atas tidak meninggalkan jejak di lapangan
akibat sifirasi potitik yang tdak menentu.
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Digambarkan oleh Anee Booth dan Peter McCawley (1990;L),

pada masa Orde lama tingkat produksi dan investasi di berbagai
sektor menunjukan kemunduran semenjak tahun 1950. Pendapatan
riil per kapita dalam tahun 1966 sangat mungkin lebih rendah dari
pada tahun 1938. Sektor industri menyumbangkan hanya sekitar
L0 persen dari GDP dan dihadapkan pada masalah pengangguran
kapasitas yang serius. Dan defisit anggaran belanja negara
mencapai 50 persen dari pengeluarall total negara, penerimaan
ekspor sangat menunrn, dan selama tahun 1964-1966 hiperinflasi
melanda Lrdonesia dengan akibat lumpuhnya perekonomian.

Pemilu pertama pada tahun 1955 yang diikuti oleh 26 parpol
(partai politik) dinilai oleh banyak kalangan sebagai kebangkitan
pembangunan yang paling demokratis. Hasil-hasil pembangunan
model Orde Lama cukup lumayan yakni menghasilkan kemiskinan
ekonomi dengan tingkat inflasi mencapai 650%.

"Terima Kasih" kepada Orde Lama karena telah menjadikan
lahimya Orde Baru, Yakni Orde yang sadar dan tobat akan
kesalahan masa lalu untuk maju ke depan melaksanakan Pancasila

dan UUD-45 secara murni dan konsekuen.
Pemerintah Orde Baru secara cerdik dan strategis segera

menciulangkan program pembangunan jangka pendek yang
diikuti dengan program jangka paniang (Repelita). Program jangka
pendek meliputi program penyelamatan (JuliDesember 1966),

program rehabilitasi (]anuari-Iuni L967), program konsolidasi
()uli-Desember 195n, dan program stabilitasi (]anuari-|uli 1968).

Keberhasilan memulihkan stabilitas diikuti dengan program
yang bersifat jangka paniang dalam waktu 25 tahun yang
dilakukan melalui tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun
(Repelita) dimulai L April 1969 (Baswir,t999;2).Konsentrasi dan
para teknokrat Orde Baru yang dipercaya oleh Presiden Soeharto

adalah bagaimana secara dini mecukupi kebutuhan dasar rakyat
menekan angka inflasi, rehabilitasi infra struktur fisrk, meletakan
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landasan yang tepat bagi pemulihan ekonomi yang menyeluruh

rlan membangun hubungan baik dengan kelompok donor

t nternasional (Yustika 2000;7).

Penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ortodok untuk

mengendalikan infl asi secara mengeiutkan berhasil mengendalikan

inflasi yang ada. Komitmen pemerintah Indonesia dengan kon-

sorsium kelompok donor Internasional menghasilkan resPon yang

kuat dari investor domestik dan investor asing. Perekonomian

tumbuh rata-rata tiap tahun 6,6o/o; tahun L968 menandai permulaan

tahap pemulihan, dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai

I 0,9"/" (HilL 199 6;23).

Arah kebijaksanaan pemerintah Orde Baru tersebut dilandasi

oleh dua hal yakni: pertama, pentingnya masalah kesediaan infra-

struktur ekonomi sebagai landasan pemulihan mauPun akselerasi

pembangunan ekonomi. Dengan bahasa sederhana pemerintah

menempatkan mekanisme Pasar sebagai instrumen untuk menge-

lola perekonom ian. Kedua, menialin interaksi yang baik dengan

dunia internasional dalam rangka memPeroleh dana, baik dalam

wujud utang luar negeri mauPun investasi asing'

Strategi yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru pada

waktu itu menghasilkan beberapa kemaiuan pembangunan yang

cukup signifikan; pendapatan per kapita misalrrya, padatahun 1969

ketika awal Repelita I dimulai pendapatan per kapita masyarakat

hanya sekitar Rp 20.000,- maka pada tahun 1997 (sebelum krisis

ekonomi terjadi) pendapatan per kapita tersebut sudah mendekati

angka Rp 2.700.000 pertahun atas dasar harga berlaku (Badan

Pusat Statistik).
Demikian halnya dengan akselerasi nilai investasi di hrdonesia.

Pengeluartrn investasi naik dari 5 persen GDP tahun 1966 meniadi

20 persen dalam tahun 1973. Keadaan ini mencerminkan naiknya

modal asing dan bantuan luar negeri yanS masuk ke Indonesia.
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Untuk pembangunan masyarakat, Pemerintah iugu secara

nasional telah melakukan aksi seperti program inpres desa ter-

tir,ggul (IDT), program Takesra/Kukesra, Program kelompok
usaha bersama (KUBE), program kredit lunak, Program jaringan

pengaman sosial (IPS), dan program Penanggulangan kemiskinart

di perkotaan (P2KP). Di daerah, berbagai aktivitas yang menamakan

gerakan, program, proyek dan kegiatan pengembangan masya-

rakat telah dilaksanakan, seperti gerakan rereongan sarumqi di
Kabupaten Sukabumi, ]awa Bara! dan progrElm pemberd'ayaan

masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga sosial masyarakat

(LSM) dalam penangan€u:t masalah kemiskinan di pedesaan dan

perkotaan (Hikmat 200'1,; 1,49\.

Dalam waktu singkat pembangunan berhasil memainkan

peranan yang cukup besar dalam panggung sejarah pembangunan

brdonesia. Menurut Mansour Fakih (1996;70) pemb,Ingunan

telah menjadi semac€un agama baru ataupun ideologi baru bugr

berjuta-juta rakyat Indonesia. Pembangunan meni aniikan harapan

untuk perubahan nasib bugr mereka, serta diyakini sebagai satu-

satunya jalan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan keter-

belakangan. Dengan demikian, pembangunan tidak saja "sudah

diterima" tanpa pertanyaan, nEunun juga telah menjadi dasar

sistem formasi sosial masyarakat [rdonesia.

D. MengukurPembangunan

Menurut Arief Budiman (2000;2) terdapat beberapa indikator
untuk mengukur keberlangsungan pembEuxgun€ul, antara lain:

1. Kekayaan rata-rata
Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan

ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan

pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat ter-
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sebut cukup tingg. Dengan demikian yang diukur adalah

produktivitas negara setiap tahun. Produktivitas ini diukur

oleh Produk Nasional Bruto (PNB atau Gross National Product,

GNP) dan Produk Domestik Bruto (PUB atau Gross Domestic

Product, GDP). Dengan demikian, pembangunan era Orde

Baru diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan bangsa

atau negara.

2. Pemerataan
Pemerataan dalam ukuran pembangunan dapat dilihat

melalui berapa Persen dari PNB diraih oleh 40% penduduk

termiskin, berapa Persen dari PNB diraih oleh 40% penduduk

golongan menengah, dart berapa Persen dari PNB diraih oleh

20% penduduk terkaya. |adl bangsa atau negara berhasil

melakukan pembangunan ketika mencapai produktivitas yang

tir,ggu makmur dan sejahtera secara relatif merata.

3. Kualitas kehiduPan
Salah satu untuk mengukur kesejahteraEul penduduk

adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (Physical Quality

of Life Inilex). Tolak ukur PQLI ini diperkenalkan oleh Moris

dengan mengukur tiga indikator, yakni: L) rata-rata haraPan

hidup sesudah umur satu tahun. 2'1 ruta-rata jumlah kematian

bun, dan 3) rata-rata persentase buta dan melek huruf.

4. Kemsakan lingkungan
Kerusakan tingkungan adalah akibat dari pembangunan

yang berkelanjutan (sustainable). Hu int terjadi dalam Pem-
bangunan yang senantiasa tinggi produktivitasnya dan merata

pembagian kekayaannya tetapi kehilangan sumber daya yang

menjadi impuls utama pertumbuhan pembangunan.
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Keadilan sosial dan kesinambungan
Faktor keadilan sosial berkaitan dengan kelestarian pem-

bangunan untuk menghindari kesenjangL aur, ketimpangan
pada objek pembangunan itu send.iri. Dentan demikian, masalah
kerusakan alam yang dapat mengganggu kesinambungan
pembangunan, juga faktor keadilan sosiui merupakan sema_
cam kerusakan sosial yang bisa mengakibatkan a-amprt yang
sama.

E. Pembangunan dan Masyarakat Madani

Cioil society atau dalam bahasa Indonesia dan jrgu digunakan
dalam penelitian ini - sering disebut masyarakat madani memang
merupakan konsep dinamis (Rahardjo 1999: 21). rabisa dimaknai
dan dit#sirkan oleh pelbagai kalangEul secara bebas, tergantung
konteks, setting, dan kepentingan setiap subyek.

Kecendemngan tersebut merupakan inaikasi adanya dinamika
intelektual yang sehat di dalam tubuh masyarakat. Bahkan,
Proses semacam itu akan mendorong terjadinya kristalisasi ,,nilai-
nilai madani" sehingga bisa ditemukan suatu sintesa baru bug,
perkembangan berikuhrya.

Demikian pul+ adanya keragaman pemahaman dapat men-jadi pijakan untuk menemukan praksis yang plural sehingga
eksperimen-eksperimen empiris akan terus bermunculan.

sampai kini, upaya unfuk melakukan teoretisasi tentang
masyarakat madani masih terus berlangsung. Dan tampaknya
fidak akan muncrrl suatu penjelasan yang mengkraim memiliki
kebenaran (claim of truth) paling akhir. k"r,aru ,"Iu* empiris dan
historis term masyarakat mad.ani, baik sebagai wacana' teoretis
mauPun praksis lahir di Barat, namun tidak berarti bahwa ia
menjadi monopoli Barat atau bila dikembangkan di tempat lain
harus memiliki atribut dan penampakan serupa dengannya.
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Sebagai sebuah wacana, masyarakat madani adalah produk
r*cjarah dan masyarakat Barat modern. Ia muncul bersamaan de-

ngan proses modernisasi, terutama pada saat terjadi transformasi
dari masyarakat feodal menuju masyarakat industrial kapitalis.

Masyarakat madani (cioil society) sebagai gagasan adalah anak
kandung filsafat Penceratran (Enlightenment), ym9 meretas j"lun
bug;, munctrLrya sekularisme sebagai pandangan-dunia (world-

airu) yang menggantikan agama, dan sistem politik demokrasi
sebagai pengganti sistem monarki.

Adalah para pemikir penceralran seperti Adam Ferguson yang
seperti akan dijelaskan di bawah, mula-mula berbicara tentang
masyarakat madari (ciail society) dalam konteks Eropa abad ke-
t8 berkaitan dengan tumbuhnya sistem ekonomi pasar (Hikam:
1995; 224). Demikian pula Rosseau dan Locke adalah pemikir-
pemikir Penceratran yang mencoba memberikan landasan filosofis
bugr muncrrlnya sistem politik yang memberi posisi sentral pada
kedaulatan individu, kesetaraan manusia dan persaudaraan umat
manusia.

Kemudian, selanjuhya konsep masyarakat madani tersebut
mengalami pelbagai model pemakna:u1 sejalan dengan keragam-
an dan dinamika pemikiran serta konteks sosio-hitoris tempat pe-
mikiran itu dirumuskan. Perbincangan mengenai konsep masya-
rakat madani, dari klasik hingga kontemporer, pada hakikahrya
berporos pada lima model pemikiran.

Prtama, masyarakat madani (cioil society) dipahami sebagai

sistem kenegaraan. Artiny+ masyarakat madani identik dengan
negara (Iohn Keane (ed.l: 1988; 35).

Pemahaman demikian dikembangkan oleh Aristoteles (38+
322 SM), Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), Thomas Hobbes
(1588-1679) dan Iohn Locke (1.632-1704). Hanya saj+ Aristoteles
tidak memakai istilah cioil society, tetapi koinoniapolitike, yakni
sebuah komunitas politik ternpat warga dapat terlibat langsung

5
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dalam pelbagai pertandi.g* ekonomi-politik dan pengambilan
keputusan.

Berbeda dengan Aristoteles, Cicero menamakannya dengan
societas ciailis, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi sejumlah
komunitas lain. Sedangkan Thomas Hobbes dan Iohn Locke
memahaminya sebagai tahapan lebih lanjut dan evolusi natural
society, sehingga masyarakat madani (cioil society) sama dengan
negara (Iean L Cohen dan Andrew Arato: L992;84).

Bagi Hobbes, kemunculan masyarakat madani (cinil society)

bertujuan untuk meredam konflik dalam masyaraka! sehingga
masyarakat tidak jatuh dalam chaos atau anarki. Karenanya,
menurut Hobbes, masyarakat madani harus memiliki kekuasaan
mutlak a9ar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi
secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga
negara (Deliar Noer. 1997:105).

Sementara bagi Locke, kehadiran masyarakat madani dimak-
sudkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga
negara. Akibabrya masyarakat madani tidak boleh absolut. Ia
harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola
masyarakat dan memberi ruang yang manusiawi b"gr warga
negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional
(Deliar Noer: 1. 997 ; L27 -130).

Kedua, versi Adam Ferguson (176n. Dengan mengambil
konteks Skotlandia, Ferguson memberi tekanan terhadap makna
masyarakat madani (cioil society) sebagai sebuah "visi etis dalam
kehidupan bermasyarakat" (Hikam: L998; 5). Ia menggunakan
pemahaman ini untuk mengantisipasi perubahan sosial yang
diakibatkan oleh revolusi industri dan muncuhrya kapitalisme.
Keduanya bertanggungjawab atas bertambah mencolok y, pem-
bedaan antara yang publik dan privat.

Menurut Fergusory sebagaimana ditegaskan Muhammad AS
Hikam, munculnya ekonomi pasar bisa melunturkan tanggung-
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jawab publik dan warga karena dorongan Pemuasan kepentingan

pribadi.
Dengan masyarakat madani, ia berharap kembalinya semangat

publik ,rr,tot mlnghalangi munculnya despotisme' Sebab dalam

masyarakat madarri itulah solidaritas sosial murtcul yan8 diilhami

oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi serta saling

kepercayaan antar-warga secara alamiah'

IadupemaknaanFergusonterhadapmasyarakatmadani
did,asarkan atas kekhawatiran akan lunturnya tanggungiawab

sosial masyarakat dan menguahrya individualisme (baca: egoisme

individu).
Ketiga, Thomas Paine (L7g2) mulai memaknai masyarakat

madani dalam posisi diametral dengan negara, bahkan ia dinilai

sebagai antitesis negara. Negara, dengan demikian, harus diba-

tasi sampai sekeci-kecihya, karena keberadaanrrya hanyalah ke-

niscayaanburukbelaka(IohnKeane:1988;45).
Sesuatu negara yang absah, menumhyA adalah perwuiudart

dan delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi

terciptanya keseiahteraan umum. semakin semPurrla sesuatu ma-

,yuruk"t madarri, semakin besar pula peluangnya unhrk mengatur

kehidupErt mereka sendiri.

Pandangan Paine ini, sebagaimana dikatakan Rasyi{ sesung-

guhnya ingin mene8askan tentang adanya batas-batas yang mutlak

L"rqrai wilayah otonom masyarakat dalam mana negara tidak

sepantasnya masuk (Rasyid: 1997; 323)'

Dengan d.emikian, masyarakat madani adalah ruan8 di mana

warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang

bas pemuasan kepentin8annya secara bebas dan tanpa paksaan'

Ia mengidealkan terciptanya suatu ruan8 gerak yanS meniadi

domain masyarakat, di malla intervensi negara ke dalamnya

merupakan sesuatu yang tidak sah. Karena itu, tentu sai+
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masyarakat madani mesti lebih kuat dan mengontrol negara demi
kebutuhannya.

Keempat, masyarakat madani (ciail society) dimaknai sebagai
"elemen ideologi kelas dominan" (Hikam: 1998;5-9). Pemikir yang
bisa dikelompokkan ke dalam kategori keempat ini ialah Hegel,
Marx, Gramsci, dan sebagainya.

Pemaknaan tersebut muncul sebagai reaksi keras terhadap
model pemahaman seperti dilakukan Paine.

Model demikian memancing reaksi Hegel untuk mengembang-
kan masyarakat madani yang subordinatif terhadap negara.

Menurut M. Ryaas Rasyid, pemaham€rr Hegel atas masyarakat
madani sangat kuat hubungannya dengan fenomena masyarakat
borjuasi Eropa (burgerlische Geselischafl yang pertumbuhannya
ditandai oleh perjuangan melepaskan diri dan dominasi negara
(Rasyid: 1997: 4).

Menurut Hegel, struktur sosial terbagi atas tiga entitas,
yaitu keluarga, masyarakat madani (cioil society\ dan negara
(Hikam: L996; 224). Keluarga adalah ruang sosialisasi pribadi
sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan.
Masyarakat mad ani (ciail society) merupakan lokasi atau tempat
berlangsungnya pertarungan pelbagai kepentingan pribadi atau
kelompok, terutama kepentingan ekonomi.

Hegel tidak memandang masyarakat madani sebagai arena

untuk praksis politik. Praksis politik menurufryu, hanyalah mono-
poli negara. Sementara negara adalah representasi ide universal
yang bertugas melindungi kepentingan politik wargtmya dan
berhak penuh untuk intervensi terhadap masyarakat madani.

Dengan demikian, bagi Hegef masyarakat madani (ciail

society) ialah entitas yang cenderung melumpuhkan dirinya sendiri
(self criypling entity) dan karenanya memerlukan santunan negara
lewat kontrol hukum, administrasi, dan politik (Rasyid: 1997;5).
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Ia secara konstan membututrkan kontrol dan supervisi dari

negara. sebab, kebebasEul mengembangkan aspirasi dart kepen-

tinlan yang berbed+ yang menjadi ciri fundamental masyarakat

madani, dilihat oleh Hegel sebagai sesuatu yang dapat menciptakan

kerawanan terhadap kohesi masyarakat'

Di sini sangat tampak bahwa Hegel sesungguhnya melakukan
,,idealisasi terhad"p rr"g* {' sebagai pemegang kekuasaan publik

tertinggi.
Masih menurut Hege! intervensi negara dalam wilayah

masyarakat bukanlah tindakan illegitimate. Karena ne8ara. sekali

l"Sr, adalah pemilik ide universal dan hanya pada dataran negara

politik bisa berlangsung mumi serta utuh'

Kecuali ihr, masyarakat madani modern pada kenyataannya

tidak mamPu mengatasi kelemahannya sendiri, serta tidak mamPu

mempertahankan keberadaannya bila tanpa keterattrran politik

dan ketertundukan pad.a institusi lebih tioggr, yakni negara (Kami:

1998;20).
Dalam pada itu, Hegel menegaskan bahwa ada dua kondisi

yang *"r,gubsahkan intervensi negara dalam masyarakat bisa

berlangsung.

(1) bila terjadi situasi ketidakadaan (injustices) dan ketidak-

sed.erajatan(inequalities)dalammasyarakat.
(2) iika terjadi sesuatu yang mengancam terhadap kepentingan

universal masyarakat, sehingga tindakan perlindungan

atas kepentingan dimaksud perlu dilakukan.

Tentu saj+ dalam benak Hegef negaralah yang berhak me-

nentukan definisi dan kriteria tentang aPa yang dimaksud dengan

kepentingan universal itu. Mengomentari konsepsi Hegel tersebut'

Manfred Leningsen menilai bahwa dalam tradisi pemahaman

politik ]erman, daerah asal Hegel, negara memang merupakart

piisat dan proses dan praktek Penguasatrn. Sementara masyarakat
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dinilai sebagai realitas yang tidak teratur dan penuh kontradiksi
sehingga memerlukan domestikasi dan pengendalian dan negara
(Rasyid: 1997; S).

sementara itu, K.H. Mi.g menilai bahwa dalam rekonstruksi
dialektika Hegel atas konsep terbentuknya lingkungan kelu arga
dan masyarakat madani dipandang sebagai sesuatu y*s bersifat
derivatif, dan karena itu, wajar bila keberadaan dua entitas tersebut
sangat bergantung kepada proteksi negara. (K.H. Ring: l9g4;1L).

selanjufrrya, Ilti^g mengemukakan, dalam konsepsi Hegel
tujuan aktivitas negara dan masyarakat memang berbeda. Akti-
vitas negara berfujuan memenuhi kepentingan umum dan
semua warga. sedangkan aktivitas masyarakat madani berfujuan
memuaskan pelbagai kepentingan individu atau kelompok.

Pandangan masyarakat madani yang pesimis ini juga dikem-
bangkan Karl Marx (1818-1893). Marx memahaminya sebagai
"masyarakat borjuis" dalam hubungan produksi kapitalis, keber-
adaannya merupakan kendala brs pembebasan manusia dan
penindasan.

Karena ifir, ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masya-
rakat tanpa kelas (Gelhrer r99s; 59). Memang, Marx tampak
mengikuti asumsi Hegel tentang masyarakat madani. Baginy+
masyarakat madani adalah lembaga yang melayani kepentingan
kelas borjuis (bourgeois society). sedangkan negara adalah lembaga
yang melayani kepentingan kelas borjuis.

Tetapr, pandangan Marx itu menjungkirbalikkan visi Hegel
tentang negara. Dalam visi Marx, justru negaralah yang suatu
ketika akan lenyap (withering away of state). Dengan lenyapnya
negara - yang dalam teori Mancis sering juga disebut sebagai
"negara kapitalis" - maka masyarakat madani dengan sendirinya
akan lenyap jugu karena negara kapitatis mengandaikan adanya
masyarakat madani. Dengan runfuhnya negara kapitalis dan
masyarakat madani, mula-mula akan muncul negara sosialis.
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Tugas negara sosialis adalah melakukan rekonstruksi masya-
rakat, dan masyarakat berkelas menjadi masyarakat tanpa kelas.
Setelah tugas sejarah ini selesai maka negara akan lenyap karena
masyarakat yang tarrpa kelas tidak memerlukem negara lagi unhrk
mengurus kepentingan kelas yang dominan, yakni kelas yang
sudah lebur itu (Rahardjo: L998;77).

Sedangkan Antonio Gramsci (Noberto Bobbio dalam Iohn
Keane [ed.]; 1988; 77; Bellamy: L990; LM; Fakih: 1996;58), meski
penganut Marx, dengan latar belakang rezim fasisme di Itali
dan dengan polesan teori Hegemoni yang dicetuskannya, tidak
memahami masyarakat madani dan relasi produksi, tetapi lebih
pada sisi ideologis.

Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis ma-
terial, Gramsci menaruhnya pada superstmkfur, berdampingan
dengan negara yang ia sebut sebagai political society. Masyarakat
madani adalah tempat perebutan posisi hegemonik di luar
kekuatan negara. Di dalamnya, aparat hegemoni mengembangkan
hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat.

Proses semacEun ifu tentu memungkinkErn munculnya kontra-
hegemoni dari luar kekuatan negara. Drama akhir dan semua
proses itu adalah terserapnya negara dalam masyarakat madani,
sehingga kemudian terbentuklah apa yang disebut masyarakat
teratur (regulated society) (Noberto Bobbio: 1998;94).

Dengan demikian, bila Hegel dan Marx cenderung pesimis
dengan kemartdirian masyarakat madani maka Gramsci lebih
optimis dan dinamis.

Kelima, sebagai reaksi atas model Hegelian, Alexis de Tocquiville
(Iohn Keane: L988; 55-62; Hikam: 1996; 84-85), yang belakangan
juga didukung oleh Robert Wuthnow (lihat Tabel 4.) berdasarkan
pengalaman demokrasi di Amerika mengembangkan teori ma-
syarakat madani yang dimaknai sebagai entitas penyeimbang
kekuatan negara.
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Di Amerika pada awal pembentukarurya demokrasi dijalankan
lewat masyarakat madani, berupa pengelompokan sukarela
dalam masyarakat termasuk gereja dan asosiasi profesional, yang
concern membuat keputusan pada tingkat lokal dan menghindari
intervensi negara.

Tidak seperti kaum Hegelian, paradigma Tocquivillian ini
melihat masyarakat madani sebagai sesuai yang tidak apriori
subordinatif terhadap negara. Ia bersifat otonom dan memiliki
kapasitas politik ctrkup ti"gg sehingga mampu menjadi kekuatan
penyeimbang (balancing force) untuk menahan kecenderungan
intervensionis negara.

Tidak hanya itu, ia bahkan menjadi sumber legitimasi negara,

dan pada saat yang s.una mampu melahirkan kekuatan, kritis
reflektif (reflectioe force) untuk mengurangi derajat konflik dalam
masyEuakat sebagai akibat proses formasi sosial modern.

Masyarakat madani fidak hanya berorientasi kepada kepen-

tingan sendiri, tetapi jugu sensitif terhadap kepentingan publik.
Y*g terakhir ini, sebagaimana dikatakan Hikam, terutama perlu
urrtuk mencegah akibat-akibat negatif dan sistem ekonomi pasar

serta instihrsionalisasi politik yang dapat mengakibatkan terjadinya
proses formalisme dan kekakuan birokratis (Hikam: L996;85).

Dengan demikian, masyarakat madani mengandaikart pula
sebuah masyarakat politik @olitical society) di dalamnya. hi jelas

berbeda sekali dengan konsep-konsep masyarakat mad*i y*g
dikenal dalam konsepsi Hegelian dan Mandan (Hikam: 1996;85).

Y*g pertama melihahrya sebagai sebuah wilayah pribadi, di mana

orang secara egoistik memperjuangkan dan mempertahankart
kepentingan sendiri tanpa menghiraukan yang lain.

Pada Marx, seperti telah disinggung di muk+ kendati ia
dengan tepat menekankan dimensi politik masyarakat madani,
tetapi tetap melihat pembentukanrrya ditentukan oleh model
produksi dan perjuangan kelas. Iadr, Marx dengan sendirinya
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telah mengabaikan Peran yang dimainkan oleh rumah tangg4

organisasi bebas, media massa, dan sebagainya dalam Proses

penguatan masyarakat madani.

Dalam pandangan Islam, masyarakat madarri merupakan

sebuah masyarakat yang berperadaban ti.gp yang berpiiak

dalam sebuah sistem sosial Ilahiah. Masyarakat madani bercirikan

egalitarianisme, penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi

(bukan prestise seperti keturunan, kesukuEul, ras, dan lain-l"it ),
keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan Pe-

nentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan

keturunan, selalu menjuniung tingp nilai etik moral yang islami,

dan selalu mensyukuri segala yang diberikan Tuhan.

Pembangunan yang bervisi masyarakat madani fidak Pernah

membedakan antara satu sama lain dart tidak meniadik.ul ma-

syarakat sebagai obj ek pembangunan (Madiid 1999 ;172).

Rasulullah Muhammad SAW pernah menegaskan bahwa

hanorrnya bangsa-bangsa di masa dahulu karena hukum tidak

ditegakkan dengan adil, karena itu Nabi iuga menegaskan, bahwa

seandainya Fathimah pun, putri kesayangan beliau, melakukan

kejahatan, maka beliau akan hukum dia sesuai dengan ketenfiran

yang berlaku (Hadits Bukhari, Muslim).

Imam )alalud-din Al-Mahally dan Imam Jalalud-din As-

Suyuthi, dalam karya terkenalnya T#sir ]alalain, mengingatkan kita

dengan menerangkan keindahan dan keharuman sebuah negeri

yang dinamakan Saba' yang berakhir tragis karena kekufuran

kaumnya sendiri. Masyarakat atau kaum saba' adalah ntuna dari

suatu kabitah bangsa Arab yang diambil dari nenek moyang

mereka di negeri Yaman.

Secara geogfafis masyarakat Saba' terletak antara dua buah

bukit yang sangat subur, air yang sangat segar, dan kebun yang

menghijau. Dalam Tafsir ]alalain dijelaskan, tidak ada tanah yang

tandus, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat penghisap darah, tidak
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ada kalajengking dan tidak ada ular. Seandai.y" ada orang asing
lewat ke negeri itu dan pada bajunya terdapat kutu, maka kutu
itu otomatis akan mati karena harum dan bersihnya udara negeri
Saba'.

Itulah gambaran karunia Allah SWT yang dianugerahkan
kepada negeri Saba'.

"Sesungguhnya bug kaum Saba' ada tanda (kekuasaan lirhan)
di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan
dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu
dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-
Nyu. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah
Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami
datangkan kepada mereka baniir yang besar dan kami ganti kedua
kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon)
yang berbuah pahit, pohon atsi dan sedikit pohon sidr. Demikianlah
kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka.
Dan kami tidak menjatuhkart azab (yang demikian itu) melainkan
harrya kepada orang yang sangat kafir." (QS. Saba'; 15-17).

Begitulah keadaan negeri Saba' yang digambarkan Al-Qur'an
supaya menjadi perhatian dan contoh bagi rakyat kebanyakarr "
termasuk brg negeri tercinta kita hdonesia".

Apa yang ingin kita saksikan dalam proses pembangunan
adalah munculnya pemikiran radikal dan kreatif dalam memahami
pesan-pes€m kemanusiaan secara benar dan realistik. Benar karena
ia tetap berada dalam kawalan iman, realistik karena ia berpijak di
atas bumi kenyataan pada abad informasi ini.

Untuk mendekati tujuan ini, gerakan pembangunan secara

bertanggung jawab terus menerus dikembangkan untuk memper-
oleh konsepkonsep kunci bug penyelesaian masalah-masalah
mendasar yang sedang kita hadapi.

Paralel dengan itu kerja pembangunan, seperti y*g dijabarkan
dalam ajaran Islam adalah kerja menggarami kehidupan umat
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manusia dengan nilai-nilai Iman, Islam dan Takw+ demi ke-

bahagiaan kita kini dan nanti.

Kerja ini adalah keria yang tak pernah selesai. Selama denyut

nadi kegiatan duniawi manusia masih dibiarkan berlangsun&

selama ihr pula umat Islam berkewajiban menyampaikan Pesan

risalah kenabian dalam kondisi dan situasi yang bagaimana Pun
coraknya. Isi pesam itu pada hakekatnya merupakan tuntutan

abadi nurani manusia sepanjang zaman.

Di mata Al-Quran, ucaPan yang terbaik adalah ucaPan orang

yang menyeru kepada Allah, beramal saleh dan memproklamasikan

dirinya sebagai orang yang berserah diri, sebagai salah satu

anggota dari komunitas muslim (Fushilat 33).

Komunitas Muslim adalah suahr komunitas yang ditegakkan

atas sendi-sendi moral iman, Islam dan Takwa yang difahami

secara padu, utuh dan benar. Ia adalah suafu komunitas yang

tidak eksklusif, karena ia berfungsi sebagai komunitas teladan di

tengah-tengah arus kehidupan yang penuh dinamika, tantangan

dan pilihan-pitihan yang kadang-kadang sangat dilematis.

Hanya dengan ketaiaman iman dan kecerdasan sajalah kita

akan dapat menetapkan pitihan yang tepat dalam masyarakat dan

sekaligus memberikan arah moral kepada perubahan itu.

Ide tentang satu Tuhan dan satu kemanusiaan yang begitu

sentral dalam Al-Quran telah memberikan keaman€ul ontologis

bugr bangunan masyarakat dan peradaban yang hendak kita

tawarkan ini.
Di atas landasan ontologis yang kuat, maka pembangunan

yang bervisi masyarakat madani y*8 hendak dibangun itu harus-

lah terbuk+ demokratis, toleran, dan damai.

Empat ciri utama ini, harus diiadikan acuill bug semua

gerakan pembaharuan moral dalam pembangunan di Indonesia.

Dalam masyarakat tersebut, perbedaan agama, ideologi dan nilai-
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nilai budaya tidak boleh diiadikan penghambat tercapainya cita-
cita di atas.

ciri keterbukaan berangkat dari sifat Al-euran sebagai
kitab suci yang terbuka. Ia terbuka untuk diterima atau untuk
ditolak, sudah tenfu dengan argumen-argumen yang kuat, yang
menolak AlQuran fidak harus dikucilkan dari masyarakat. Islam
menerima hakikat pluralisme agama dan budaya. Sikap yang
harus dikembangkan bukan sikap "Monopoli,, kebenaran, tapi
sikap saling menghargai dan menghormati.

Keterbukaan adalah watak dari sebuah peradaban yang per-
caya diri. sikap terbuka inilah pada masa lampau yang mendorong
umat Islam unfuk berkenalan secara bebas dengan warisan rohani
Hellenisme, Persia dan India.

Adapun pada saat umat Islam telah kehilangan rasa percaya
diri, sifat keterbukaan ini menjadi semakin redup. Dunia lalu
menjadi amat sempit.

Kemudian, paharn persamaan pasti prrnya dampak politik.
Bagr saya, pembangunan masyarakat madarri haruslah sebuah
masyarakat yang demokratis. Dalam sistem demokrasi yarrg
diinginkan, nilai-nilai intelektual dan nilai-nilai spiritual haruslah
saling menopang dan melengkapi. Masyarakat terdidik tidak
boleh tercabik-cabik oleh dampak pertarurgan antara postulat
'cogito trgo sum" (saya berpikir maka saya ada) Rene Descartes
dan spiritualisme Al-Ghazali.

Setiap kecenderungan ke arah ekstremitas harus dicegah.
Demokrasi mesti punya orientasi moral, inilah barangkali yang
dimaksudkan Iqbal sebagai demokrasi spiritual yang menjadi
tujuan tertingi Islam dalam kehidupan korektif.

Di bawah Pa)rung demokrasi spiritual ini, masalatr keadilan
fidak lu$ menjadi isu politik karena lawarurya-ketidakadilan-
dinilai masyarakat sebagai budaya yang amat rendah dan tidak
patut dilakukan oleh manusia beradab.
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Demokrasi memerlukan toleransi, tanpa toleransi sosial
manusia tidak mungkin dapat hidup amlul dan damai. Dalam
masalah toleransi ini, Islam boleh bangga dirt khususnya terhadap
kelompok non Muslim. Dalam kasus ini, Islam sejarah seakan-

akan telah menyatu. Hanya pada peristiwa-peristiwa sejar"h y*g
tidak punya dampak besar sajalah umat Islam boleh jadi kurang
menghiraukan budaya toleransi ini.

Buku-buku sejarah banyak melukiskan ketingsan budi umat
Islam dalam masalah tenggang rasa ini. Tapi yung ironis justru
terletak pada kenyataan betapa sukarnya pengembangan sifat
toleransi internal di kalangan umat Islam sendiri, khususnya
dalam politik. Di kawasan ini, iklim psikologis umat memang
sering rawan. Sudah cukup banyak darah yang terhrmpah di
kalangan sesama umat Islam, demi kekuasaan.

Alangkah idealrrya bila dalam masalah politik ini dibudayakan
prinsip : " B erb e da dal am p er s au d ar fl an d an b er s au d ar a d al am p ub e d aan. "

Bila umat Islam benar-benar mau membangun dalam makna
yang kompherensif, prinsip yang baru saja saya kemukakan harus
dijadikan landasan dalam perilaku politik. Dalam taman sari
demokrasi spiritual, tidak ada ruang untuk saling menjegal dan
menggunting dalam lipatan.

Sebab, ini pasti akan merobek-robek prinsip-prinsip moral
yang merupakan manifestasi iman dalam kehidupan masyarakat.
Kemudian untuk menjadikan masyarakat hrdonesia sebagai

komunitas ilmu (ummah al-'ilm) tidak ada pilihan lain kecuali
budaya toleransi internal diwujudkan secara mantap sebagai

kemestian sejarah, agar energi kita dapat diarahkan untuk meraih
tujuan yang lebih bermakna.

Ciri penting terakhir dari pembangunan bervisi masyarakat
madani ialah selalu mem;r:r.carkan wajah damai selaras dengan the

oery root (dasar akar-red) sebagaimana ungkapan dari perkataan
islam: s-l-m, bermakna ciamai, sejahter4 selamat.

il



72 | Hex Asesr Menusre DALAM Dpnrornesr

wajah-wajrh y*g mengerikan yang berlindung di balik label
pembangunan adalah suatu pengkhianatan dan pencerobohan
terhadap maksud pembangunan itu sendiri. Memperbaiki citra
diri ini perlu dijadikan program utama oleh seluruh gerakan
pembangunan.

BAB IV

PROSPE K PEM BERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pemahaman Dasar

Empowerment, yarrg dalam bahasa Indonesia berarti "pember-
dayaan," pada akhir-akhir ini merupakan kata yang sartgat populer
karena seringnya kata itu diucapkan oleh para pemimpin dan
cendekiawan dalam wacana pembangunan. Tema pemberdayaan
tersebut dikaitkan dengan tunhrtan akan keterbuka€u:r, demo-
kratisasi, penegakkan akan hak-hak asasi, dan muncutrya
kekuatan masyarakat sivil (ciail society) yang dihadapkan, secara

diametral dengan kekuatan negara (state) atau pemerintah.
Konsep pemberdayaan mulai nampak di sekitar dekade 70-

an, dan kemudian berkembang terus separ{ang dekade 80-an dan
sampai pada dekade 90-an pada akhir Abad ke-20. Konsep ini
mrrncul bersamalu:r. dengan aliran Eksistensialisme, Phenomenologl
Personatsme dan kemudian lebih dekat dengan Neo-Marxisme,
Freudianisme, aliran-aliran Stmkturalisme, dan Sosiologi Kritik
Sekotah Frankfurt, serta konsep-konsep seperti elit, kekuasaan,
gerakan populis, ideologi, pembebastu:r dan konsep ciuil society.

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau
sejiwa dengan aliran-aliran pada paruh kedua Abad ke-20, ytrrg
dewasa ini banyak dikenal sebagai aliran post modernisme, dengan
titik berat sikap dan pendapat yang orientasinyu adalah antisistem,

73
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antistruktur, dan antideterminisme, yang diaplikasikan kepada
dunia kekuasaan (Pran arka,l99 6:45).

Dehumanisasi eksistensi kemanusiaan yang menyelimuti
alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barai menjembatani
munculnya proses pembangunan yang manipulattf., termasuk
sistem pengetahuan, politik, hukum, ideolos, dan religi. Akibat
dari proses ini tersisa hanya "manusia yang berkuasa menghadapi
manusia yang dikuasai."

Dehumanisasi bersifat ganda, dalam pengertian, terjadi atas
diri mayoritas rakyat tertindas dan juga atas diri minoritas kaum
penindas. Keduanya menyalahi kodrat sejati (Freire:2000).

Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena
hak-hak asasi mereka dinistakan, mereka dibuat tak berdaya dan
dibenamkan dalam "kebudayaan bisu" (submergeil in the culture
of silence). Adapun minoritas kaum penindas menjadi tidak ma-
nusiawi karena telah mendustai hakikat keberadaan dan hati
nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi sesamanya.

Fitrah manusia sejati (the man's ontological oocation) menurut
Freire (2000) adalah menjadi pelaku atau subjek, bukan penderita
atau objek. oleh karena itu humanisasi satu-satunya pitihan brs
kemanusiaan.

secara dialektis, jika kenyataan menyimpang dari keharusan,
maka menjadi fugas manusia unfuk merubahnya sesuai dengan
apa yang seharusnya. Dunia dan realitas atau realitas dunia
ini bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya dan karena itu
manusia harus menggeluti dunia dan rearitas dengan penuh sikap
kritis dan daya-"ipt+ dan hal itu berarti mengandaikan perlunya
sikap orientatit y*g merupakan pengembangan bahasa pikiran
(thought of language), yakni bahwa pada hakikatnya manusia
mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungan dunianya
yang dengan bekal pikiran dan tindakan "praxis,, nya ia merubah
dunia dan realitas.

Prosfek Pemberdayaan Masyarakat I 75

Konsep pemberdayaan syarat dengan istilah kekuasaan
(konsep dasar tentang kekuasaan) dan bagaimana kekuasaan
itu menjadi bagian serta fungsi dari aktualisasi eksistensi dan
koeksistensi manusia dan kemanusiaan.

Penempatan konsep pemberdayaan ini tidak hanya secara

individual akan tetapi juga secara kolektif (indiuidual self enryo-

werment maupun colectiae self empowerment). Dengan kata lain,
pemberdayaem sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi
pribadi, keluarga masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan
tata dunia di dalam kerangka proses liberasi, humanisasi dan
spirihralisasi kemanusiaan yang adil dan beradab , yffiB terwuiud
di berbagai medan kehidupan; politik, ekonomi, agarna, hukum,
pendidikan dan lain sebagainya.

Proses pemberdayaan menurut Pranarka (1996:56) mengan-
d*g dua kecenderungan, yaitu:

Pertama, proses pemberdaya.m yang menekankan pada proses

atau mengalihkan sebagian kekuasatu:r, kekuatan, atau kemampuan
kepada rakyat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih
berdaya (suraiaal of the fittes).

Proses ini lebih dilengkapi dengim upaya membangun aset

material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka
melalui organisasi. Kecenderungan atau proses yang pertama
tadi dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna
pemberdayaan.

Kecenderungan kedua, pemberdayaan yang menekankan
pada proses menstimulasi, mendoron& atau memotivasi agar
individu mempunyai pilihan hidupnya melalui proses dialog
secara bersama-sEuna merembuk persoalan dan saling mengisi
kekurangan-kekurangan masing-masing dalam pemahamannya

sejalan dengan makna sebenarnya prinsip musyawarah (" saling

memberi isyarat", yakni isyarat tentang hal yang sekiranya benar
dan baik untuk semua).

t
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Menurut Abdul Rahmat (2003:61) kecendenrngan kedua me-
ngandung muatan pemikiran mengenai kemampuan individu
mengontrol lingkungarlnya. Praktek pemberdaya.m harus mampu
melahirkan suatu pemahaman baru, bukan sekedar rakyat
menyadari dirinya yang miskin, tetapi memberi pemahaman

bahwa kemiskinan yang dia alami bukan takdir atau nasib. ]ika
rakyat merasa menjadi miskin, fidak punya lahan, berupah rendah,
harrya punya gubuk reot, rakyat menerima itu sebagai takdir/
nasib, maka dapat dikatakan rakyat itu masih dalam kesadaran
palsu atau kesadaran mistis.

|ika masyarakat miskin merasakan ada penind,asan, tetapi
diam saja tidak berani bicara, maka rakyat telah dibungkam dalam
budaya bisu (submerged in the culture of silence), yakni kondisi
kultural sekelompok masyarakat yang ciri utamanya adalah
ketidakberdayaan dan ketakutan urmun untuk mengungkapkan
pikiran dan perasaan sendiri (Paulo Freire, 2000).

Dalam ajaran Islam, budaya bisu sering diungkapkan Rasu-

lullah SAW sebagai bentuk lemahnya iman seseorang (Taimiyyah,-
2000:80), beliau bersabda:

"Barangsiapa melihat kemunkaran, maka hendaklah ia men-
cegahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya iika tidak kuasa, dengan
lisannya. Dan iika Udak kuasa dengan lisannya, dengan hatiny+ dan
ini iman yang paling lemah." (HR.Muslim)

Ibnu Mas'ud dalam Ibnu Tai*iyyah (2000:40) meriwayatkan
dari Nabi SAW, beliau bersabda:

"Siapa yang sen rng (atau diam karena takuQ perbuatan
suatu kaum, maka ia terrnasuk golongan mereka; dan siapa yang
membiarkan (memperbanyak) mayoritas suatu golongan, maka ia
tennasuk golongan mereka".

Untuk menuju suatu praktek pembebas,ul, maka pemberdayaan

berfungsi sebagai penyadaran (conscientization). Penyadaran
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merupakan cara menolong rakyat menandai penindasirn aPa yanS

terjadi padanya bukan sebagai suatu nasib/takdir, tetapi sebagai

bagian dari pemberdayaan yang dia terima'

Cara penyadaran harus bekerja dalam cara dialog, di mana

antara rakyat dan pendamping terjadi perbincangan untuk mema-

hami penindasan Yang teriadi.

Dalam penyad.aran yanS berlangsung secara dialog, maka

akan terjadi suatu peningkatan pemahaman secara terus-me-

nerus, sehingga te4adi suattr perbaikan teori yang berdasarkan

pengalaman.
secara utuh inilah yarr8 disebut praksis (praxis).

Rasulullah SAW bersabda:
,,Siapa melakukan musyawarah (yaog memenuhi syarat) tidaklah

akan kehilangan kepintaran. siapa meninggalkan musyawarah

(yang benar) belum tentu teriamin dari kesalahan' (HR Bukhari dan

Muslim)

Gerakan-gerakan pemberdayaan bertujuan unttrk menemukart

alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat' Pada

hakikabry+ proses pemberdayaan dapat dipartdang sebagai

ilepouterment ian sistem kekuasaan yang mutlak absolut (intelek-

tual religius, pottik, ekonomi dan militer)'

Konsep ini merupakan sistem baru yang berlandaskan idiil

manusia dan kemanusiaart (humanisme)'

orang-orang yang telah mencaPai ttrjuan kolektif diberdayakan

melalui kemardirianrry+ bahkan merupakan "keharusan" untuk

lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dart akumulasi

pengetahu*, k"t.rampilan serta sumber lairurya dalam rangka

mencapai tujuan mereka tarrpa berganttrng pada pertolongan dari

hubungan eksternal (Hikmat, 2001:3)'

Dalam pelaksartaanya pemberdayaan tersebut terdapat lima

dimensi yang harus dilakukan secara holistik dan integratif'
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Kelima dimensi itu antara lain; dimensi kesejahteraEuil, dimensi
kekuasaan akses, dimensi kesadaran kritis, dimensi partisipasi,
dan dimensi pembagian kekuasaarl.

B. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam rumusan di atas, memiliki prinsip-prin-
sip sebagai berikut:

a) Trjru., pemberdayaan tidak saja diarahkan untuk me-
nolong suafu komunitas dalam upaya memecahkan
kehidupan rakyat keseharian, namun lebih jurh mengarah
kepada upaya untuk mewujudkan suatu perubahan sosial
y trLg p ro duktif -trans f ormatif .

b) Memberdayakan rakyat mestilah dengan menginsyafi dan
menghargai, bahwa masyarakat berperEul utama dalam
melaksanakan transformasi sosial. Berarti secara tidak
langsung menghargai kemampuarl mereka menghadapr,
memahami akar perrnasalahan mereka sendiri, serta upaya
mereka membangun visi terhadap wujud dari masyarakat
alternatif.

c) Memberdayakan rakyat mestilah dengan menginsyafi,
bahwa transformasi yang murni hanya dapat terbangun
melalui kebersamaan yang kuat dari anggota masyarakat
itu sendiri.

d) Memberdayakan rakyat dilakukan dengan cara menserta-
kan cara belajar lewat praksis, yaitu menyempumakan
secara terus-menerus (berulang-ulang) pemaham€u:r lewat
pengalamEu:t.

Dalam rumusern pikiran itu jrgu. upaya memberdayakan
masyarakat tambah Ginandjar Kartasasmit a (1996;LM) pertama-
tama harus dimulai dengan menciptakan suas€u:ra atau iklim
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yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini
titik tolak^y" adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap
masyarakat, memiliki potensi yung dapat dikembangkan.

Allah berfirman dalam QS 2:30

Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadilun seorang kkalifah di bumi." Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan
darah..." Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang
tidakknmu leetahui."

Menurut Dhakiri (2000), kepercayaan terhadap potensi indivi-
dual sebagai determinan pemberdayaan memberi tekanan
khusus pada pentingnya (pemunculan) kesadarart kritis, sebagai

penggerak emansipasi kultural sehingga individu dapat mema-
hami realitas objektifnya secara benar. Artinya tidak ada masyara-
kat yang sEuna sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan
sudatr punah.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu,
dengan mendoron& memotivasi, dan membangkitkan kesadaran
akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengem-
bangkanrrya.

Murtadha Muthahhari (1998) mmjelaskan kelebihan potensi
yang dimiliki manusia dalam mewujudkan peran-perannya
dibanding makhluk lainnya.

Keluasan lingkup potensi yang bertujuan pada pembentukan-
diri ini, mencuat dari tiga karakteristik inhem yang ada dalam
sifat manusia, artatara lain:

(a) Keluasan dan kesadaran manusia. Manusia mampu me-
ngembangkan dan cakupan wawasannya menukik ke
inti terdalam dari hakikat alam melalui perangkat penge-
tahuanny+ mereka jrg" mampu mempelajari hukum-

L,-
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hukum dan aturan-aturan alam, sehingga memungkinkan
mereka untuk menempatkan alam semesta dan kehidupan
manusia pada suatu masyarakat yang lebih tingg.

(b) Keluasan wilayah yang dapat dicakup oleh kehendak-
kehendak manusia.

(c) Kemampuan atau skill inhem untuk membentuk dan
memberdayakan diri.

Malik Fadjar (1995) menambahkan bahwa manusia memPu-
nyai potensi kemerdekaan untuk meraih dan melakukan berbagai

macarn tindakan sesuai dengan pilihanrrya. Manusia juga mamPu
melakukan distansiasi dengan lingkungan eksternal,*y+ serta

manusia jrrga mampu melakukan banyak perubahan sesuai

dengan cita-citanya.
Pemberdayan individu manusia dalam Islam dipahami bahwa

perubahan individual harus bermula dari peningkatan dimensi
intelektual (pengenalan akart syari'at Islam), kemudian dimensi
ideologikal (berpegang pada kalimat tauhid).

Dimensi ritual harus tercermin pada dimensi sosial. Selan-

jutny4 upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau

daya yang oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi basis

yang maju dan kokoh (Tzen Po T+ 2000:31).

Diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya

menciptakan iklim dan suas€u:ra. Penguatan ini meliputi langkah-

langkah nyata, dart menyangkut penyediaan berbagai masukan

(input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (oppor-

tunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

PemberdayaEm bukan hanya meliputi penguatan individu
anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya, menEu:Iamkan

nilai-nilai budaya modern-seperti kerja keras, hemat keterbukaarl,
kebertanggungjawaban- adalah bagian pokok dari uPaya pember-

dayaan ini. Demikian jugu pembaharuasan lembaga-lembaga
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sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan
serta peranan masyarakat di dalamnya.

Peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut diri dan masyarakabrya merupakan
unsur yang sungguh penting dalam hal ini. Dengan dasar pandang
demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya
dengan pemantapffi, pembudayaEul, dan pengamalan demokrasi.

Friedmann (1992) dalam tulisannya Ginandjar Kartasasmita
(199 6:1,45) menyatakan:

"The emPowerment approach, which is fundamental to an alternatioe
dettelopment, places the emphasis on autonomy in the decision-marking of
territorially organized communities, tocal self-reliance (but not autorchy),
dir e ct (p articip at ory ) demo cr acy, and exp erimential social learnin g. "

Jim Ife (L997:182) menjelaskan:

Empowerment means prooiding people with the resources, opportunities,
knowledge, and skills to increase their cnpacity to determine their own
future, and to participate in and aff ct the tife of their community.

C. Bias-bias Ketidakberdayaan Masyarakat

Dalam diskursus pembangunan, salah satu analisa mengenai
bagaimana rakyat menjadi miskin, sesungguhnya justru dimiskin-
kan dan dipinggirkan (marginalized) oleh pembangunan itu sendiri
(Fakih,l994.

Mansour Fakih secara lebih spesifik berpandangan bahwa
proses pemiskinan dan nnarginalisasi rakyat justru karena adanya
berbagai bias atau kekeliruan sistematis yang diderita oleh para
peneliti, perencana, maupun pelaksana pembangun€u:r..

Selain ingin menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan justru
dipersulit oleh jauhnya jarak antara rakyat yang menjadi objek
pembangunan dan para ahli sebagai subjek pembangunan (yung
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Bias ketiga, bahwa pembangunan masyarakat barryak di tingkat

bawah lebih memerlukan material daripada keteramPilan teknis

manaierial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborostln

sumber daya dan dana, karena kurang memPersiapkan keteram-

pilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya

manusia, dart mengakibabrya semakin tertinggalnya masyarakat

di lapisan bawah.
Bias keempat, bahwa teknolos yang diperkenalkan dari atas

selalu jrrrh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari

masyarakat itu sendiri. AttgguPan demikian dapat menyebabkan

pendekatan pembangunan yffi9, di satu Pihak, tertalu memaksa

dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan

pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap

perkembangannya ini. Di lain Pihak, pendekatan pembangunan

terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan

sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien

dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan

teknologi impor.
Bias tcelima, bahwalembaga-lembaga yang telatr berkembang di

kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan

menghambat proses pembangunan. Anggapan ini membuat

lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah itu kurang diman-

f aatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat

serta memberdayakanrrya. Bahkan justru terdapat kecenderungan

untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan

tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Bias keenam, bahwa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu

apa yang diperlukannya atau bagaimarta memPerbaiki nasibnya.

Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk
dan tidak perlu dilibatkan dalam PerencanaErn meskipun yang

menyangkut dirinya sendiri. Ini tercermin pada reaksi pertama

terhadap program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang meragukan
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bekerja dalam organisasi maupun lembaga pembangunan). Fakih
sesungguhnya ingin mengatakan bahwa teori dan analisa sosial
tidak pematr bebas nilai dan objektif.

Bias terhadap rakyat miskin yang diyakini oleh para pemikir
dan praktisi pembangunan sesungguhnya tidaktah sekedar
kecelakaan atau'kesalahan belaka melainkan refleksi dan struktur
dan keterlibatan ideologi perencana pembangunan dalam teori
dan praktelg sebagai warisan pendidikan formal mereka.

Penyakit bias kelas yang diderita oleh para perancang pem-
bangunan tersebut seringkali sulit dilihat maupun dirasakan,
bahkan oleh pelakunya sendiri. Akan tetapi, akibat bias tersebut
sangat besar dampak negatifnya terhadap nasib dan jutaan orang
miskin.

Dalam praktek pemberdayaan, bias pemberdayaan sangat
sulit diidentifikasi, karena sangat berakar dalam ideologi dan ter-
sembunyi di bauk keyakinan tentang apa yang dianggap formal
dan dialami.

Ginandiar Kartasasmita (1996:145-149) menjelaskan bias-bias
pemberdaya.u:r masyarakat sebagai suatu paradigma pemba-
ngun.u:t, sebagai berikut:

Bias y*tArnA, adalah adanya kecendemngan berpikir bahwa
dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi
moralny+ dimensi material lebih penting daripada dimensi
kelembagaannya, dan dimensi ekonomi lebih penting dari di-
mensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah, alokasi sumber
daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang
demikian.

Bi*s lccdua, bahwa pendekatan pembangunan yang berasal
dari atas lebih sempurna dari pada pengalaman dan aspirasi pem-
bangunan di tingkat bawah (grass-roof). Akibahrya kebijaksanatu:r-
kebijaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang
mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.
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apakah tepat masyarakat miskin dipersilahkan memilih sendiri
bagaimana memanfaatkan dana bantuan yang diperolehnya. Akibat
dari anggapan itu banyak proyek-proyek pembangunan yang
ditujukan untuk ralryat tetapi salah alamat, tidak memecahkan

masalah, dan bahkan merugikan rakyat. Bias ini melihat masalah

sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.
Bias lcctujuh, berkaitan dengan di atas, adalah bahwa or:mg

miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara

menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memper-
lakukan orang bodoh dan malas, dan bukan memberi kepercayaan.
Denga anggapan demikian, masalah kemiskinan dipand*g lebih
sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

Biaslccdelapan, adalah ukuran efisiensi pembangwran yang salah
diterapkan. Misalnya ICO& diartikan bahwa investasi harus selalu
diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.
Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan
perttrmbuhar; batrkan merupakan sumber pertumbuhan yang
lebih lestari (sustainable'1, tetapi umumnya dalam kerangka waktu
(time frame) yffig lebih paniang. Anggupan yang demikian beranjak
dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak
mematrami sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi yang
ada pada ralsyat sebagai kekuatan pembangunan.

Bias 'lcesembilan, adalah anggapan bahwa sektor pertarriarr
dan pedesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif,
dan memiliki masa investasi y*g panian& karena itu kurang
menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor
itu. Berkaitan dengan itu, bermitra dengan petani dan usaha-
usaha kecil di sektor pertanian dan pedesaan dipandang tidak
menguntungkan dan memiliki resiko tingg. Anggupan ini jugu

telah mengakibatkan prasangka dan menghambat usaha untuk
secera sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha
kecil di pedesaan.
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Bias kesepuluh, berkaitan dengan di atas adalah ketidak

seimbangan di dalam akses kepada sumber dana' Kecenderungan

menabung pada rakyat, yang cukup tingtr di Indonesia seperti

tercermin pada perbandingan taburtgan masyarakat dengan PDB

(di atas go%, termasuk satah sahr tingkat tertinggi di dunia)'

acapkali terasa ddak terimbangi dengan kebiiaksanaan investasi

melalui sektor perbankan yartg lebih terpusat pada investasi besar'

dan sebagian cukup besar di antaranya untuk investasi di sektor

properti yang bersifat sangat spekulatif'

Kegatan investasi makin cenderurtg terpusat di perkotaan,

di sektor industri yang iustru barryak disubsidi dan diproteksi,

yang akibabrya iuga mendoromg urbanisasi. Pengalaman Taiwan

(dar,Iepang sebelumnya) menuniukkan bahwa investasi di wilyah

pedesaan lapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus

pemerataan yElng menyebabkan ekonominya meniadi kukuh.

Adanya bias dari pemberdayaan di atas dalam pandangan

AM Saefuddin (2001) menimbulkan dampak ketidakberdayaan

masyarak at (mustadhafin) dalam hasil-hasil pemberdayaan, yakni:

1. Terciptanya masyarakat dhuafa'

Yakni kelompok masyarakat yang tidak memPeroleh hak-hak

azasinya, baik hak sipil, hak politik, hak kebudayaan mauPun

hak keberagamaan. Mereka adalah kelompok yutg tertindas' atau

ditindas oleh rezim,dan ini sering muncul pada kasus-kasus seperti

pemerkosaan hak-hak azasimanusia (FIAM), PenggusurErn tanah/

rumah unhrk/atas nalna pembangunan, pemuhrsan hubgngan

kerja sepihak, dan lain-lain kasus ketidakadilart.

orsospol, orrnas, dart LBH serta LSM terpanggrl untuk

melakukan aksi pemihakan dan pembelaan (adoolusi) terhadap

kaum dhuafa ini, meski selalu harus berhadapan dengan pihak

rezim, yang ditempuh secara konstitusi/peraturan Perundangan

yang berlaku, aksi stmkt*ral, dan kegiatart-kegratan kultural
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lainrrya. ormas lama dan baru, ratusiu:r LBI{, dan ribuan LSM
bangkit. Posisi tawar kaum tertindas ini dapat diperkuat
melalui peningkatan kesadaran hukum dan status kesejahteraan
ekonominya.

2. Merebakoy" masyarakat fugara.

Yakni kelompok masyarakat yang menderita juga karena
mereka tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki lapangan
kerja, baik kerja mandiri berwirausaha, atau menjadi buruh/
karyawan/pegawai di lembaga-lembaga pemerintah dan swast4
alias menganggur. Ada pengangguran penuh full unemployed) d,xr
setengah menganggur (disquished unemployed).

Menurut Bappenas (pembangunan dalam angka, 2004)
data separuh pengangguran masih tetap tinggu yakni g6,s%

(2001); 36,6Y" (2002); dan 393% (2009) dari total angkatan kerja.
Pengangguran terbuka pun makin meningkat, yakni '1,2"/o (2000)
menjadi 3,2y" (2003) dan 4,4"/" (2004) dari angkatan kerja, dan
bahkan menurut SAKEMAS terbaru telah naik lagi menjadiL2,3"/o.
Sedangkan pengangguran terdidik yakni para lulusan perguruan
tinsgr telah pula meningkat, yakni dari '!,,8"/" (1980) menjadi 6,2"/0
(1990). Apabila kita mengetahui adanya kebijaksEu:raan pemerintah
untuk tidak menerima pegawai negeri baru, (zero growth) kecuali
untuk mengganti yang pensiun atau meninggal.

3. Bertambahnya jumlah masyarakat miskin.

Yakni kelompok masyarakat yang tidak memperoleh disribusi
pendapatan secara adil, sehingga pelapisarl masyarakat menjadi
ada yang sangat kaya sampai yang sangat miskin atau di bawah
garis kemiskinan.

BPS menetapkan kriteria garis kemiskinan yang dipakai se-
bagai argumen untuk penanggulangan ialah sebagai berikut:

T
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a. Garis kemiskinan masyarakat 'rttral'yang tinggal di desa

yakni bila pendapatan per kapita per tahun sama denga

atau di bawah setara 2a0 kgberas'

b. Garis kemiskinan masyarakat 'suburban' yang di ke-

camatan yakni d.engan pendapatan perkapita per tahun

sEuna dengan atau di bawah setara 350 kg beras.

c. Garis kemiskinan masyarakat 'urban' yang di kota-kota

yakni dengan pendapatan perikapita Per tahun sama

dengart atau di bawah setara 480 kg beras'

Masyarakat miskin tersebut hidup di karttong-kantong ke-

miskinan sejak d,i desa terpencil hingga kota metropolitan, yang

dalam bahasa program dikenal sebagai desa-desa tertinggal.

Semua ketiga lapisan masyarakat tak berdaya di atas pada umuln-

nya terbentuk oleh 'keberhasilan' perhrmbuhan ekonomi, dan

disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:

(a) Penyebab struktural, yakni masalah ketidakadilan, di

m€ura para penguasa memihak pada yang kuat termasuk

Pasar.
(b) Penyebab kultural, yakni pasrah yang pasif'

(c) Penyebab natural atau alamiah, adalah keadaan alam dan

iklim serta geogr#is yang sulit'ditaklukkart' oleh IPTEK'

(d) Penyebab moral, yakni dekadensi moral manusia akibat

gencafirya arus komunikasi dan informasi negatif yang

membanjiri rumah-rumah mikro dart makro sampai ke

pusat-pusat media atau pelayanan urnum'

D. Prospek HAM dalam Otonomi Daerah

Runtuhnya rezim Orde Baru memunculkan semangat reformasi

sistem pemerintahan RI yu.g awalnya cenderung sentralistik ke

arah yang lebih desentralistik. Salah satu perubahan yang sangat
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strategis adalah adanya perubahan dalam sistem pemerintatran
daerah melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 tatrun
2004 tentang Pemerintatran Daerah, menggantikan Undang-
undang Nomor 22 tahun 1999 dan Nomor 5 tahun 1974 tentang
Pemerintahan di Daerah.

Pemberlakuan undang-undang baru tersebut memberikan
kepada daerah, kekuasaan penyelenggaraan urusEu:r rumah
tangga daerah secara ufuh dan bulat, khususnya kepada Daerah
Kabupaten dan Daerah Kot+ dengan berpedomEur kepada per-
aturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka
Negara Kesatuan RI.

Beberapa karakteristik legal yang tampaknya perlu dipahami
oleh masyarakat luas dengan adanya otonomi daerah antara lain
adalah:

L. Meletakkan otonomi daerah sebagai wujud pengakuan
kedaulatan rakyat sebagai kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas daerah tertentu dan memiliki kewe-
nangan untuk mengaftrr dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan
aspirasi masyarakat setempat.

2. Daerah Otonom Kabupaten dan Kota tidak lagi merangkap
sebagai wilayah administrasi pusat, sehingga tidak lagi
ada perangkapan jabatan Kepala Daerah dan sekaligus
Kepala Wayah.

3. Menempatkan seluruh kewenangan pemerintahan pada
Daerah Kabupaten dan Kota yang lebih dekat dengan
masyarakat, kecuali kewenangan-kewenemgan tertentu
yang ditetapkan sebagai kewenangan Provinsi dan ke-
wenangan Pusat. Kewenangan Provinsi terbatas pada
bidang-bidang yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/
Kot+ atau kewenangan yang belum dapat dilaksanakan
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oleh DaerahKota. Kewenartgan Pusat arttara lain meliputi

lima bidang strategis, yaiilr politik luar negeri, agama,

ekonomi mJneter, pertahalan dan keamartal, dan hukum/

peradilan.
4. Tidak ada hubungan hirarki antara daerah otonom Kabu-

paten dan Kota dengan daerah otonom Provinsi. Jadi

Daerah otonom KabupatenKota bukantah bawahan

daerah otonom Provinsi.

5. Kepala Daerah ditetapkan oleh DPRD setempat. Artinya

Kepala Daerah wajib mempertanggungjawabkan pelak-

sEulaan hrgasnya kepada DPRD pada setiap akhir tahun

anggaran, dan akhir masa iabatan'
6. Kedudukan keuangan daerah otonom meniadi lebih kuat

dengan adanya desentralisasi fiskal di mana daerah tidak

lutr mendasarkan pengelolaan keuanganrrya kepada

ketentuan alokasi dari Pusat, melainkan memiliki otonomi

penuh untuk mengelola keuangan daerah dengan kewa-

jiban melaporkannya kepada DPRD, sebagai bentuk

akuntabilitas.
7. stnrktur perangkat pemerintahan daerah tidak luEI

seragam, melainkan boleh bervariasi sesuai dengart potensi

dan keanekaragaman daerah. Sedangkart Kecamatan dan

Kelurahan tidak lagi meruPakan perangkat pemerintahart

wilayah tetapi menjadi perangkat daerah otonom.

8. Pengawasan oleh Pusat lebih bersifat preventif daripada

represif, sehingga terdapat keleluasaan bagi daerah untuk

melaksanakan otonominya tanpa camPur tangan Pusat,

kecuali iika ternyata terdapat kebifakan daerah yang ber-

tentangan dengan kebiiakart nasional atau yang lebih

tingtr.
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Beberapa kendala pelaksEulaarl HAM dalam otonomi daerah,
yang antara lain adalah :

1. Partisipasi masyarakat rendah.
Sebagian, besar masyarakat kabupatenlkota mempunyai

persepsi bahwa otonomi daerah merupakan persoalan pemerintah
daerah. Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi
masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah
meniadi rendah. Salah satu akibabrya adalah, dalam perenctrnaErn

dan persiapan pemerintah kabupaten sibuk sendirian, dan kurang
mendapat dukungan atau kontrol dari masyarakat.

Masyarakat tidak peduli pemerintah siap atau tidak, cenderung
menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah
daerah. Bugr masyarakat, yang penting ada perubahan pada
kinerja pemerintah sehingga masyarakat memperoleh pelayanan
yang lebih baik dan murah. Sikap menunggu ini akan sangat
mengganggu pelaksanaan otonomi daerah karena sesungguhnya
pelaksanaan otonomi daerah akan sangat diuntungkan dengan
adanya partisipasi masyarakat.

Permasalahan ini juga ditemukan oleh penelitian, yang antara
lain berbunyi:

"The implementation of regional autonomy must include the inaoktement

of widu circle of participation outside the boundary of gooernment and the

bureaucracy. The responsibility of locnl communities in each autonomous

region must also taleen into account, so that gozternment and the community
share responsibility for successful implementation of regional autonomy.

This implies that the implementation of regional autonomy will be a long-

term process, which must be widely understood not only by local gooemment

but also by cioil society."

2. Sikap dan mentalitas aparatur Pemda
Sikap mentalitas aparatur pemerintahan daerah merupakan

salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan
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otonomi daerah, karena merekalah uiung tombak dan eksekutor

program tersebut- 
eau gejala cukup menoniol pada hampir semua pemerintah

kabupatun Uutr*a sikap dan mentalitas aparatur baik eksekutif

*uut* legislatif masih menyisakan Pengaruh pemerintuh y*g
sentralistik, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang

berani mengambil inisiatif dan prakarsa unhrk melaksanakan

fungsi keotonomian d.aeralurya. Kondisi ini sudah tenhr tidak

menguntungkan pelaksanaart otonomi daerah, karena kepeloporan

aparatur pemerintahan daerah mutlak diperlukan.

Di samping itu, ada dua pandangeur lain yartg tampaknya irg,
rnendukung dua hasil penelitian tersebut di atas, yang datangnya

dari Muadim Bisri, SH, Sag. Dalam makalalrnya yang beriudut

"Melacak Problematilca Otoda" -

pertama, otonomi daerah dicurigai sebagai Proses transformasi

kolusi, korupsi, dan nepotisme ke tingkat daerah, ini iuga ternyata

terbukti. Banyaknya anggalan belarria daerah yang tidak ielas serta

melimpahnya permintaan fasilitas kesejahteraan Para eksekutif

maupun legislatif tingkat daerah merupakan bukti yang nyata'

I(edua, kendala yang muncul berikuhnya adalah rendahnya

kualitas dan kuantitas su:rrber Daya Manusia (sDM). Perda-

perd,a yang ditelorkan sebagai konsekuensi dari perubahan pola

anggaran proyek dan pro$am telah menimbulkart kekhawatiran

baru, karena ternyata di daerah tingkat I dan II masih minim staf

ahti di bidang keuangan dan manaiemen yang diperlukan (Bisrl

2002).

Mencermati permasalahan di atas, maka aPa yang sekiranya

harus dilakukan oleh daerah dalam menghadapi otonomi ini.

Adhitya Wardono dan Asep Mulyana dalam makalah yang yang

disampaikan di Frankfurt, beriudut "sumbetdoya Padat Otak dan

otonomi Daerah" mengutip buah pikiran seorEr:tg ekonom Friedridl

List yang mengemukakan konsep Pendekatan Tenaga Produktif-



T

92 | Hax Asesr Maxusra DALAM Dpnrorn.rsr

Rekomendasinya adalah kemakmuran suatu daerah (bangsa)
bukan disebabkan oleh akumulasi harta dan kek ayaan,merainkan
dengan cara membangun lebih banyak tenaga yang produktif.
Dengan pendekatan ini akan terjadi kekuatan swadaya setempat
yang mampu menunjang kemakmur€u:r ekonomi suafu daerah
atau bangsa.

Y*g dimaksud oreh Friedrich rzsf dengan Tenaga produktif
adalah karya kreatif, inovatif, pemahamEu:r atas kekuasaan dan
karya hukurn, hak dan kewajiban masyarakat, efektivitas penye-
lenggaraan pemerintah, ilmu dan keb,riuyuur, dan sikap terhadap
hak asasi mantrsia serta mentaati norma agama" (ward.ono dan
Mulyana,200L).

E. Kebebasan Manusia

Mengingat masa kelam orde Baru yang sering disebut ,,orde
pernbangrrnan", membuat pedih. Timbul pertanyaan mengganial
apakah pembangunan akan selalu membawa destabilisasi? Sebuah
Proses yang mengakibatkan disparitas sosial-ekonomi membesar
akibat laju modernisasi dan industrialisasi, serta mengunfungkan
sebagian kecil masyarakat? Timbul pula pertanyaan yang meng-
gelisahkan, apakah sebuah ketakterhindaran (ineait ab iiityl nistoris,
pembangunan selalu mengorbankan kebebasan manusia?

Rasanya masih seperti kemarin, jargon pembangunan begitu
"suci" sehingga atas narnanya menjadi ,,sahih,, *ur*pas hak-hak
asasi manusia. Tentu belum kering dari ingatan, bertagai kasus
yang mentorpedo rasa keadilan seperti Kedung ombo, Nipuh, a*
berbagai penggusuran yang mengatasnamakan "p"*burrgunan,,.
Berkecamuk pert*.yaan, apakah unfuk mencapai kesejahteraan
harus selalu ada "furnbal,,?

Pembangr.man bukanlah proses yang dingin dan menakutkan
dengan mengorbankan darah, keringat serta air nata, at ail cost.
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Pembangunan adalah sesuafu yang "bersahabat". Pemb:rngun.ln,

seharusnya merupakan proses yang memfasilitasi manusia
mengembangkan hidup sesuai dengan pilihanrrya (deoelopment as

a process of expanding the real freedoms that people enioy).

Bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya maka akan

bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraall bersama.
Dengan demikian, kemakmuran sebuah bangsa dicapai berbasiskan

kekuatan rakyat yang berdaya dan menghidupinya. Penyebab

dari langgengnya kemiskinan, ketidakberdayaan, maupun keter-
belakangan adalah persoalan aksesibilitas. Diakibatkan keter-
batasan akses, manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tak ada)

pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Akibatry+ manusia
hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat di-lakukan (bukan
apa yang seharusnya bisa dilakukan).

Dengan demikian, potensi manusia mengembangkan hidup
menjadi terhambat dan kontribusinya pada kesejahteraErn ber-
sErrna menjadi lebih kecil. Aksesibilitas yang dimaksud adalah
terfasilitasinya kebebasan politik, kesempatan ekonomi, kesem-
patan sosial (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), transparansi,

serta adarrya jaring pengaman sosial.

Penyelab kemiskinan adalatr akibat ketiadaan akses yang dapat
menunjang pemenuhan kehidupan manusiawi. Pada dimensi
ekonomi, akibat distribusi akses sumber daya ekonomi yang tak
merata menyebabkan rakyat miskin tak dapat mengembangkan
usaha produktifnya. Pada dimensi politik, akibat rakyat miskin
sangat sulit mengakses dan terlibat berbagai kebijakan pubtik,
maka kebijakan tersebut tak menguntungkan mereka.

Kesejahteraan akan tercapai, yaitu melaiui kebebasan sebagai

cara dan tujuan (Dwelapment frs Freedom). Freedom merupakan
kebebasan dari rasa tak berdaya, rasa keterganfung€rn, rasa cemas,

rasa keharusan untuk mempertanyakan apakah tindakan-tindakan
mereka diizinkan atau tidak diizinkan oleh yang lebih tingg



I
94 | Hnx Asesr Meuusre DALAM Denaornesr

ataupun adat kebiasaan (misarnya: patriarki, sikap nrimo,dan
lain-lainnya). untuk memecahkan hal tersebut, diperlukan aspek
emansipatoris- Yaitu aspek pembebasan masyarakat dari strukfur_
struktur yang menghambat, sehingga memungkinkan masyarakat
memperkembangkan kemampuan atas dasar kekuatan sendiri
(self reliance) - Dengan demikian, terfasilitasilah kemanusiaan yang
penuh dan sanggup mengungkapkan diri (humanitas expleta et
eloquens).

Pembangunaru dengan demikian berarti merangs€u:rg suatu
masyarakat sehingga gerak majunya menjadi otonom, 

-berakar 
dari

dinamika sendiri dan dapat bergerak atas kekuatan sendiri. Tidak
ada model pembangunan yang berraku universar. Dalam jangka
Panian& suatu pembangunan tak akan berhasil dan bertahan, jika
pembangunan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang
dianut masyarakat.

selama orde Baru, secara sadar maupun tak sadar, telah
terjadi "kesalahan" besar yang dibuat bersama-sama. Dan tahun
ke tahun, lembaran buku GBHN dan pelita yang dicanangkan
pemerintah makin tebal. Masyarakat profesi, para pakar maupun
berbagai organisasi masyarakat, berlomba-lomba merumuskan
berbagai persoalan, raru diserahkan pada pemerintah.

Dengan demikiary masyarakat telah ;*"r,yurahkan,, 
keman-

dirian yang dimilikl sehingga pemerintah semakin memiliki
kekuatan, legitimasi, dan kedaulatan unfuk merakukan berbagai
hal (bahkan menjadi reviathan). Tragisnla, masyarakat merasa rega
karena tak mengerjakan apa-apa, sebab semuanya telah diserahkan
pada pemerintah. Meski sebenarnya, telah ,,melumpuhkan,, 

diri
sendiri.

Pemerintah yang makin percaya diri, Iaru merumuskan
berbagai program dan proyek untuk dikerjakan. s (baca: penelitian
pesanan) lalu dikerjakan oleh para "intelektual tuk *rg,; maupun
konsultan asing, unfuk mengkreasi dai. menjustifikasi urgensi
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adarrya berbagai proyek. Lalu, utang pun digelontorkan. Berbagai

proyek tiba-tiba bertebaran. Masyarakat pun melalui desas-desus

akhirnya mengetahui dan matrfum, siapa di balik proyek. Tentu,

tak jauh dari lingkaran kekuasaan.
Sebagai sebuah proyek, tenttr mempunyai batas waktu. Dan

akhirnya, dengan berakhimya berbagai proyek dan usailah sudah
semuanya. Dalam waktu singkat, berbagai proyek yffig ada

terbengkalai. Rakyat yang tak dilibatkan dalam proses, meski
proyek tersebut "dituiukan" untuk mereka, n€unun akibat tak ada
rasa memiliki, rakyat pun tak peduli.

Begitulah, sec:ra umum kondisi rakyat hrdonesia menjadi
lemah, terlemahkan, dan dilemahkan. Keberdayaan rakyat (ciail

society),lalu tertinggal. Namun, apakah rakyat benar-benar meng-
alami kelumpuhan sepenuhnya? Agaknya tidak. Krisis ekonomi,
justru menunjukkan "ked igday aarf ' ralqyat.

Pukulan krisis, membuat pertumbuhan ekonomi merosot
-13,7o/o, padahal tahun sebelumnya tumbuh +4,9Y". Dengan kata
lain, dalam satu tahun ekonomi Indonesia anjlok -18,6"/". Namurt
tahun kemudian, ekonomi nasional telah tumbuh 4,8"/" (2005).

Anehny+ pada masa itu sedang terjadi capital flight sekitar $ 10

miliar per tahun, usaha-usaha besar ambruk, sedangkan investasi
asing tak mau masuk akibat situasi sosial politik yang belum
menenfu.

Fenomena ini tentu membingrrngkan pengtrrut ekonomi
ortodoks, sebab dalam hitungan makro ekonomi mereka, hal ini
tak mungkin terjadi. Dan akhirnya disada4 usaha-usaha eko-
nomi rakyat yang sering disebut usaha mikro, kecil dan me-
nengah (U[/ilC\{) ternyata telah menyelamatkan Indonesia dari
keterpurukan krisis. "Investasi ekonomi rakyat" (undrground
economy) yang kerap dipandang dengan sebelah mata, temyata

iustru menunjukkan kekuatannya.
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Babakan sejarah yang pahit itu, kini secara berangsur terah
ditinggalkan. setidaknya babakan itu menyadarkan bahwa
orientasi production centered deaeropment yang menekankan
perfumbuhar,, investasi asing dan haus akan utang luar negeri,
ternyata memiliki banyak kelemahan. Kue pembangunan ternyata
hanya dikuasai sebagian kecil masyarakat, sementara kesenjangan
melebar, dan pembangunan pun rapuh tak berakar (bubbre
economy).

Trjrrr, pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan ber_
sama, maka cara untuk mencapairyu pun seharusnya melalui
uPaya-uPaya pencapaian kesejahteraan bersama. Cara sudah
seharusnya konsisten dengan tujuan yang i.gi. dicapai. untuk
mencapai demokrasi, tak ada jalan lain kecuali memakai cara-
cara yang demokratis. Demikian pura untuk mencapai kehidupan
yang manusiawi, tenfu harus dicapai dengan cara yang manusiawi
pula.

Memfokuskan diri pada kesejahteraan rakyat, tentunya harus
melalui jalan dari pembangkitan kekuatan rakyat itu sendiri atau
dalam terminologi Korten disebut peopre centered deoeropment.
Produksi juga merupakan bagian penting dalam pendekatan ini,
namun bukan fujuan utama.

Ikhwal menetapkan tujuan utama @oat), merupakan har
strategis yang tidak netrar dan bebas nilai, sebab akan mempe-
ngaruhi paradigma (mindset) berpikir, metodologi dan peng-
organisasian pencapaian fujuan. pendekatan people centered deoe-
lopment, menekankan perfumbuhan manusia (akfuarisasi potensi
manusia), pemerata an, keberranj utan (s u s t ainab ility), dan semangat
kemandirian masyarakat sendiri.

Kini kita rnenghadapi persoalan konkret. usaha-usaha besar,
karena mendapat berbagai privilese tumbuh dengan cepa! namun
kemudian ambruk. usaha-usaha ekonomi rakya! *u*urg terbukti
mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis, namun
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tetap berjalan tertatih-tatih karena keterbatasan akses. Begitulah,
dengan segala kekuatan dan kelemahannya, setidaknya kedua
modal itulah yang kini kita miliki.

Menyadari ad.anya dua modal tersebut, perlu ada transforrnasi
agar kedua sektor usaha tersebut bisa berkemb ang (dual track),

yaitu melalui pemberian akses dan peluang yang s€una pada
kedua sektor usaha tersebut. Dengan cara demikian, sektor usaha
besar yang hidup dari kronisme, rente ekonomi dan fasilitas, mau
tak mau harus berkompetisi secara sehat, sebab bila tidak akan
j"t rh.

Sementara usaha besar yang berusaha secara wajar dan
kompetitif, akan bisa terus berkembang. Sedangkan untuk usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM), agar bisa memanfaatkan
berbagai akses dan peluang yang ada, diperlukan pula adanya
upaya peningkatan kapasita s (capacity building).

Perlu disadari, akibat adanya "dualisme ekonomi" sektor
kecil ini tak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan berbagai
institusi modern. Bahkan seringkali, sektor modem justru makin
memingsrkan mereka. Salah satu institusi modern yang sangat
sulit diakses oleh UMKM, adalah perbankan.

Meski memobilisasi tabungan dari masyarakat luas, ncunun

pelayanan pembiayaan bank lebih dimanfaatkan sektor besar.

Akibatny+ acapkali institusi modern ini justru meningkatkan
adanya kesenjangan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan berbagai
institusi modern yang dimodifikasi sedemikian ilpa, sehingga
dapat kompatibel dengan nilai-nilai dan budaya setempat agar
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak secara luas.

Dengan berbagai keterbukaan dan peluan& di mana masya-
rakat rnennpunyai kebebasan unfuk memilih, maka masyarakat
dapat mengembangkan berbagai potensi produktif mereka.
Dengan demikiaru pernbangunan akan berkembang secara dina-
mis berdasar kekuatan masyarakat sendiri. Bila masyarakat telah
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tumbuh dan berdaya, maka pembangunan akan berurat berakar
(rooted) pada ralryat, sehingga makin kuat dan kokoh menyangga
bangsa ini.

Ada berbagai cara bagaimana manusia memberikan makna
damai dalam hidupnya. Bus orang yang beriman pada Tuhan
dan kehidupan akhirat, tenfunya imanrrya akan memacu unfuk
berprestasi dalam melayani ruhan, yang antara lain berupa
pelayanan menolong hamba-hamba-Nya (Iqbal, LggL).

Dalam kajian spiritualitas, ada dua hal yang mengisi pikiran
damai marrusia dengan kekaguman dan kemasgulan yang selalu
bertambah besar jika kita semakin sering memikirkannya, yakni
langit yang penuh bintang di atas dan hukum moral di dalam hati
nurani (Hidaya! 1998;249).

Bintang di l*grt memberikan gairah dan cahaya pada
intelek unfuk merenungkan kebesaran dan keindahan alam raya,
sedangkan hati nurarri memberikan cahaya untuk menjalarri hidup
yarrg bermoral yang membedakan dunia manusia dan dunia
lainnya.

Allah SWT berfirman,

"Manusia haruslah suafu makhluk moral, atar mampu menunfun
dan memimpin kehidupan morar serta melakukan perjuangan
moral". (Q5,67-2 dan QS.11;4.

The post industrial society, suatu masyarakat yang telah men-
capai tingkat kemakmuran material sedemikian rupa dengan
perangkat teknologi yang serba mekanis dan otomat, mengapa
mereka tidak mendapatkan kebahagiaan hidup bahkan lebih
j"rh kian dihinggapi rasa cemas akibat kemewahan hidup yang
diraihnya adalah karena integritas kemanusiaanya tereduksi, lalu
terperangkap pada jaringan sistem rasionaritas teknologi yang
sarrgat fidak human (Arkoun, 1994;78). Akibatrya manusia dilanda
kehampaan spiritual yang mampu memenuhi kebutuhan pokok
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manusia dalam aspek nilai-nilai transenderu sahr kebutuhan vital
yang hanya bisa digali dari sumber wahyu ilahi.

Bagai cahay+ visi dan kesadaran spiritualitas keagamaan

mampu menembus kabut kegelapan yang menghal*S pandangan
mata sehingga realitas yang lebih jurh dan lebih hakiki tidak
tampak. Dalarn pandangan Al-Qur/an kesadaran spiritualitas
terhimpit erat dengan kesadaran kemanusiaan.

Makin ti.gg kesadaran keberagarnaan seseorang, mestinya
makin tinggi jrgu kualitas kemanusiaannya. Sebagaimana di-
contohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Mi'rajnya Mukmin
bukanlah sebuah upaya pendakian spiritual untuk berpaling dari
tanggung jawab kemanusiaan, melainkan justru agar bisa terjalin
kontak antara kehendak suci di langit dan orientasi manusia di
bumi.

Untuk memelihara dan mengintensifkan jalinan organik ini
salah satu cara yang ditempuh seorang mukmin ialah melakukan
shalat dan dzikir. Shalat dan dzikir bisa dilihat sebagai institusi iman
di mana sebuah keyakinan dan orientasi keilahian diterjemahkan
dan dikaitkan dengan orientasi praksis untuk menciptakan salarn

di antara sesama manusia"
Rasulullah SAW bersabda;

"Sesungguhnya kedudukan shalat itu dalam agama laksana
kedudukan kepala dalam tubuh" (Yafie 1997:203).

Dengan demikian, rentangan spektrum ilahi di satu sisi dan
spektrum kemanusiaan di sisi yang lain secara metafisis tidak-
lah tepat jika diletakkan dalam perspektif ruang sebagaimana

ruang yang kita pahami dalam hidup keseharian. Tetapi kedua-
nya menyatu datram sebuah kesadaran, sehingga perilaku kema-

nusiaannya memuat kualitas ilahi (Mulkhan, 1995).

Pada level itu menurut manusia barangkali kita bisa me-

namakannya 'kesatuan geraK, yaitu gerakan keilahian (sebagai

I
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substansi) dan sekaligus juga gerakan kemanusiaan (sebagai

simbolitas transenden).
Perilaku yang bersifat ilahi berakar pada kesadaran batin, se-

bagaimana disebutkan Al-Qu/an surat al-Ra'ad I 13;11, bahwa:

"Pertolongan Allah untuk mengubah nasib satu kaurn itu akan
tiba ketika mereka terlebih dahulu berhasil mengubah situasi
kejiwaan batin mereka."

Artinya tanpa adanya kesadaran, kesanggupan dan sikap
batin untuk meyakini dan meraih Realitas Tertinggt, yang gaib

dan berada di luar jangkauan indera dan rasio, maka betapa
pendeknya dan betapa kecil,ryu apa yang bisa diberikan dunia
materi itu terhadap ttrntutan manusia yang jangkauan hidupnya
menerobos dinding-dinding materi.

Menurut para sufi, jasad manusia hanyalah alat, perkakas atau

kendaraan bagi rohani dalam melakukan aktivitasnya. Marrusia

pada hakekabrya bukanlah jasad lahir yang diciptakan dari unsur-
unsur maten, akan tetapi roharri yang berada dalam dirinya yang
setalu mempergunakan fugasnya.

Karena itu, pembahasan tentang jasad tidak banyak dilakukan
dibandingkan pembahasEur tentang rtth (al-ruh), jiwa (al-nafs), akal
(al:aql) dan atau hati nurani atau jantung (al-qalb).

Bila ridla Tuhan tidak lagi menjadi pusat orientasi manusia,

kualitas motivasi kehidupan lalu menjadi rendah, dan bisa jadi
marrusia akan terperangkap dalam posisi bermusuhan melawan
alam, dan pasti manusia akan dalam posisi yang kalah.

]ustru dengan menjadikan Tuhan sebagai tujuan akhirny+
ia akan terbebaskan dari derita alienasi, karena Tuhan adalah

persona yang Maha Hadir (omnipresent) dan Maha Mutlak.
Eksistensi yang maha relatif akan lenyap ke dalam eksistensi

yang absolut. Keyakinan dan perasaah akan kemahadiran Tuhan

inilah yang akan memberikan kekuatan, pengendalian dan
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sekaligus kedamaian hati seseorang, sehingga yang bersangkutan

senantiasa berada d.alam orbit Tuhan, bukanrrya putaran dunia

yang tak jelas lagi ujung Pangkalnya'
spiritual s+ti adalah kekuatan yang dapat meningkatkan

energi lain secara sehat, sehingga tidak berbenturan dengan akal

pikiran, nurani, dan etika sosial. Sehingga ada korelasi antara daya

iusmuni (fisrk), daya nafsani (psikis) dan daya nurani (spiritualitas)'

Kesempurnaan hakikat manusia (nafs insaniyah) ditentukan

oleh hasil perjuangan antara hati nurani dan hati dhulmani. Inilah

yang dimaksud dengan firman Allah yang artinya:

"sesungguhnyaberuntunglahorang-orangyangmensucikan
jiwanya dan rugilah orang yang mengototittya'" (QS' 91:8-9)'

Hati nurani bagaikan cerlnin, sementara Pengetahuan adalah

pantulan gambar realitas yang terdapat di dalamnya. |ika cermin

hati nurani tidak bening, hawa nafsunya yang tumbuh.

Sementara ketaatan kepada Allah serta keterpalingan dari

tuntutan hawa nafsu itulah yang iustru membuat hati-nurani

bersih d.an cemeriang serta mendapatkan limpahan cahaya dari

Allah SWT.

Allah melimpahkan cahaya pada dada seseorEln8, tidaklah

karena mempelaiarinya mengkaii^yA ataupun menulis buku'

tetapi d.engan bersikap asketis terhadap dunia menghindarkan

diri dan hai-hal yang berkaitan denganrrya, membebaskan hati

nurani. dari berbagai pesonanya, dan menerima Allah se8enap

hati.
Danbarangsiapa memiliki Allah niscaya Allah adalah miliknya-

Setiap hikmair munctll dari hati nurani, dengan keteguhan ber-

ibadat, tanpa beiaiar, tetapi trewat Pancaran cahaya dari ilharn llahi'

Hati atau sukma dhuXmani selalu mempunyai keterkaitan

dengan nafs atau iiwa nabati dan hewani. Itulah sebabnya ia selaltr

menggoda manusia untuk mengikuti hawa nafsunya.
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Kesempumaan manusia (nafs nathiqah), tergantung pada
kemampuan hati-nurani dalam pengendalian dan pengontrolan
hati dhulmani manusia.

BAB V

IM PLEMENTASI KEBUAKAN PEMERI NTAH
TENTANG HAK AZASI MANUSIA

A. Kebijakan Pemerintah

Secara umurn pembangunan hukum terdiri dari dua bagian
yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum publik terdiri
dari: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi,
Hukum hrtemasional, Hukum Lingkungan, Hukum Sosial
Ekonomi. Sedangkan Hukum Perdata terdiri dari. Hukum Perka-

winan, Hukum Kewarisan, Hukum Perjanjian, Hukum Dagang
Hukum Perdata Internasional.3T

Dalam perkembangan negara menuju ke negara kesejahteraan
campur tangan pemerintah dalam kehidupan kemasyarakatan-
kenegaraan bertambah dalam dan irrh. Sehingga bagian-ba-
gian yang termasuk hukum perdata masuk kedalam hukum
administrasi, misalnya Hukum Agraria dan Hukum Perbumhan.$

Hukum perburuh;rn merupakan hukum yang mengafur antara
pihak buruh dan majikan.3e Sehingga sifat kaidah hukumnya

37 SF. Marbun. Perodilon Administrosi Negoro dan Upoya Administrative di lndonesio. Yogyakarta:
Liberty. 1997. Hlm 167.

38 Satjipto Raharjo. llmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1996. Hlm. 75. Lihat juga Bachan
Mustofa. Pokok-Pokok Hukum Administrosi Negora. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1990.

39 Dalam KUHP Perdata ketentuan mengenai kewajiban pekerja diatur dalam pasal 1503, 1503a,
1603b dan 1603c. KUHP Perdata yang intinya menjelaskan bahwa pekerja wajib melakukan
pekerjaan; mentaati aturan atau petunjuk majikan; dan jika pekerja melakukan perbuatan yang
merugikan wajib membayar ganti rugi dan denda. Sedangkan kewajiban majikan adalah untuk
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terutama bersifat keperdataan dan tertuang datam benfuk
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja.

Dengan perkembangan negara hukum dalam arti luas atau
negara kesejahteraEur semakin banyak turut campur tangan
negara dalam berbagai har, termasuk daram hubunjan industri
dan ketenagakerjaan. sejalan dengan campur tangan pemerintah
dalam hubungan industriar maka hukum perbunrhan blrkembang
pula menjadi hukum yang mengand*g banyak aspek publik atau
Hukum Administrasi Negara.

Dengan demikian, terjadi pergeseran hukum perburuhan
dari bagian hukum perjanjian kerja, perjanjian perburuhan atau
peraturan perusahaan. Aspek publiknya dapat dilihat pada ad.anya
pengaturan pemerintah dalam ketenagakerjaan, misalnya dalam
hal perlindungan terhadap pekerja aari kesewen*g-*"rrangan
pengusaha.

Terjadinya pergeseran hukum perburuhan dari sifat perdata
ke sifat pubtik (hukum administrasi) ini sangat dipengaruhi
oleh perkembangan konsep negara hukum ke- neguia hukum
kesejahteraan.

Dalam negara hukum kesejahtera€ul peranan pemerintah
dalam mengafur kehidupan sosial warga negara/masyarakat se_
makin besar. Peranan negara daram tesilahteraan selain menjaga
keaman.m pemerintah jugu mengafur bagaimana supaya warga
negara hidupnya makmur dan sejahtera.

Hal di atas tercermin dan pas al 27 ayat (2) LJUD Lg4s yang
menjamin warga negara unfuk mendapatkan pekerjaan dan ke_
hidupan yang layak. Ketentuan ini selanjutrya diaktualisasikan
dalam ketentuan-ketenfuan tentang Hukum Ketenagakerjaaan,
khususnya mengafur hubungan antara majikarVp"rrgrrrha dengan

memberikan cuti/istirahat secara teratur, mengurus, perawatan dan pengobatan bagi pekerjayang bertempattinggal di rumah majikan ipasat ieOZa tUnp perdata); majikan juga berkewajibanmemberikan surat keterangan (pasai rsoia KUHP Perdata); dan rewajiban membayar upah.
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pekerja di dalam hubungan kerja untuk melindungi para pihak,
dalam hal ini pekerja dan pengusaha.

Adarrya campur tangan pemerintah pada kehidupan warga
negara ini sudah merupakan keharusan karena di dalam negara

kesejahteraan kehidupan warga negara merupakan pangkal utama
dalam pembangunan.$

Pemerintah seyogyanya memediasi rakyatrya dalam menentu-
kan kesejahteraan dan kemakmuranrrya sehingga rakyat memiliki
pilihan rasional dalam memilih kehidupannya sendiri.

Sebagaimana dikemukakan oleh Syafrudin al bahwa penduduk
di negara manapun merupakan sentral fokus, merupakan perhatiart
utama dari pada negara dan lembaga masyarakat karena neglua
sendiri didirikan untuk manusia dan dipergunakan juga oleh
manusia dalam masyarakat. Jadi manusia itu merupakan sentral
fokus hukum, perhatian utama dari masalah pemerintahan dan
pembangunEul mErnusia seutuhnya yang dibang'in ialah manusia,
kita tahu bahwa pembangunan itu tidak hanya fisik.4

Dalam hukum Administrasi negara dikenal beberapa azas,

salah satu azasnya adalah alas kebebasan yaitu kebebasan yang
diberikan kepada badan-badan administrasi negara untuk

40 Dalam konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat Camer mengidentifikasitiga tema penting
yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan: 1) penekanan pada

dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-
kebutuhan mereka sondiri. 2) kesadaran bahwa kendatipun sector modern merupakan sumber
utama bagi pertumbuhan ekonomi nyang konvensional, tetapisectortradisional menjadisumber
utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin. 3) kebutuhan adanya kemampuan
kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang
miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya local.
Lebih jauh lihat, Harry Hikmat. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Bandung: Humaniora Utama
Press. 2001. Hlm.96

4L Koko Kosidin. Op. cit. Hlm. 10. Lihat juga Sri Soemantri M. dalam Bunga Rompai HIAI. Hlm 35.
42 Pembangunan adalah keniscayaan bagi setiap penduduk, lebih jauh adalah karunia yang diberikan

Sang Pencipta kepada makhluknya sebagai hak dalam menjalani kehidupannya sendiri dan orang
lain.

-
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menyelesaikan masalah yang menyangkut kepenting.ul umum,
bangsa dan negara yang di sebut ,,"guri Ermessen.6

Misalnya ketenfuan yang mewajibkan perusahaan memberikan
Tunjangan Hari Raya (T}ilt) pada *"ito Hari Raya kepada
pekerja ketentuan pelaksana upah Minimum Regional (LJMR)
tepat pada waktunya. Ditentukannya suatu Ketetapan tentang
UMR baru namun demikian ada kebijaksanaan yang dikeluarkan
unfuk penundaan pemberian uMR tersebut apabila perusahaan
mengajukan laporan bahwa perusahaan tidak mampu-membayar
UMR.

Pergeseran sifat hukum perburuhan tersebut berpengaruh pura
pada materi dan bentuk peraturan yang mengatur nuuunlan antara
pekerja dan pengusaha dalam proses produksi deng; tujuan
utama memberi perlindungan kepada pekerja a"r, 

"per,gusaha

unfuk menciptakan hubungan industriar yrr,g harmonis.
Hubungan tersebut meriputi seruruh isu termasuk kondisi-

kondisi kerja seperti upah, jam kerja, kesehatan pekerj+ serikat_
serikat buruh, dan sebagainya. salah satu contoh yang dapat
dikemukakan adalah kehadiran uU Nom or 2"r,Tahun tgsltentang
perjanjian perburuhan. undang-undang ini mengatur bagaimana
seharusnya perjanjian yang akan dibuat oleh p"rrgrruh" dan
pekerja.

Menurut susetiawan, terdapat tiga buah tipe hubungan_hu_
bungan ketenagakerjaan/perburuhan.a

Pertama, organisasi buruh adalah instrumen bagi negara dan
sebagian besar direstriksi dalam fungsi mereka unfuk *"rdororrg
produktivitas pegawai yang lebih tinggi. Ini dicirikan oleh
absennya kepemilikan swasta daram aat-alt produksi.

43 Ateng syafrudtn' Pemerintah di Doeroh.dgy eepklgnaonnyd. Kumpulan Tulisan hasil seminar"Kerjasama untuk pembangunan witayah l.uotiu"F i.;;;;, Tarsito. 1982. Htm 4144 susetiawan' Konflik sosiol: Kaiian soslgloois nuounioii-aiiruh, perusahaan Jan ruegara dilndonesia. yogyakarta: pustaka ielajar.2000. Htm. 174
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Kedua, serikat buruh menikmati kebebasan tertentu untuk
menikmati lingkungan politis. Gerakan buruh dapat menjadi
sekutu yang berguna brg;, seorang diktator dalam mendobrak
atau mengkonter kekuasaan aristokrasi yang memiliki tanah.
Gerakan bumh biasanya di bawah pengawasan sistem diktatorial.

Ketiga, serikat pekerja berfungsi sebagai instrumen tawar-
menawar secara kolektif maupun sebagai institusi politis.
Kontribusi serikat-serikat pekerja di dalam struktur masyarakat
industrial membawa kepada kondisi-kondisi kerja yang lebih baik
b"gr segmen-segmen yang lebih luas. Asosiasi-asosiasi pekerja
memiliki posisi yang ctrkup kuat dalam hubungan tawar-menawar
dengan para majikan.

Demikian j.rga dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerj+ Trans-
migrasi dan Koperasi RI Nomor 02 Tatrun 1978 yang mengatur
tentang peraturan perusahaan dan perundingan pembuatan
perjanjian perburuhan. Karena pada prinsipnya hubungan antara
pekerja dengan pengusaha merupakan hubungan perdata dengan
prinsip atas kebebasan berkontrak sebagaimana diattrr di dalam
pasal 1338 KUH Perdata.

Kebebasan berkontrak yarrg berkaitan dengan perlakuan
terhadap tenaga kerja perempuan tertuang dalam Pasal 1.1 yang
menyatakan bahwa menghapus diskriminasi terhadap perempuiul
oleh negara peserta guna menjamin hak yang sama atas dasar
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

a) Hak untuk bekerja sebagai hak azasi manusia
b) Hak atas kesempatan kerja yang sama

c) Hak untuk memilih bebas pekerjaan
d) Hak untuk menerima upah yang sarna

e) Hak atas jaminan sosial dan
f) Hak atas perlindungan kesehatan kerja termasuk usaha

perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.
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B. Sistem Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechts-

staat atau konsep rule of law dan hak-hak azasi manusia karena
lahirnya konsep rechtsstaat atau konsep rule of law dau,l hak-hak
azasi manusia tidak apat dilepaskan dari keinginan memberikan
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia,s
sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon bahwa perlindungan
hukum tertumpu dan bersumber pada pengakuan dan per-
lindungan hak-hak azasi manusia serta berlandaskan prinsip
negara hukum.tr

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
Pancasila, maka sistem perlindungan yang dianut oleh Negara
Republik Indonesia juga harus berpijak pada prinsip-prinsip
negara hukum berdasarkan Pancasila.s

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Wahiono berpendapat
bahwa "Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum,
dengan rumusill "rechtsstaat" di antara kurung; dengan anggapan
bahwa pola yang diambil ddak menyimpang dari pengertian

45 Hak azasi hakikatnya adalah suatu relasi moral antara manusia dengan dunianya. Relasi moral
tersebut terdiri atas empat unsur yang saling berkaitan sebagai suatu keseluruhan, yaitu:
1) Relasi moral dengan diri sendiri, artinya setiap individu mempunyaitanggung jawab untuk

mengembangkan fitrah yang dimilikinya, atau yang dikaruniakan Sang Pencipta kepadanya.
Dengan demikian, setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan
kemampuannya, agar dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk dirinya, orang lain, dan
masyarakatnya.

2l Relasi moral dengan orang lain, artinya pengakuan terhadap ekistensi dengan sesamanya
yang lain atau eksistensi kebersamaan yang saling mengisi satu dengan yang lainnya.

3) Relasi moral dengan dunia (fisik) sekitarnya, artinya keberdaan manusia juga mengakui
keberdaan lingkungan, dan

4l Relasi moral dengan sang Pencipta, artinya pengakuan terhadap spiritual manusia sebagai
adikodrati yang mengatasi ma khluk-makhluk la in..

Lebih jauh baca: HA.R Tilaar. Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif
Untuk lndonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Press. 2002. Hlm. 433-434

46 Philipus M. Harlon. Perlindungon Hukum hogi Rakyat di lndonesio. Surabaya: Bina llmu. 1987.
Hlm.38

47 Sjachran Basah. Ekistensi don Tolok Ukur Bodon Peradilan Administrosi di lndonesio. Bandung:
AlumniPress. 1985. Hlm. 147
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negara hukum pada umunnya (genusbegrip), disesuaikan dengan

keadaan di Indone sia." I
Di samping istilah negara hukum yang diidentikkan dengan

rechtsstaat,4s rc;dapat jrg, istilah lain yang iuga hampir identik

denganrry4 yaitu istilah the rule of law. Istilah rechtsstaaf mulai

populer di Eropa seiak abad 19 meskiPun Pemikiran tentang itu

sudah lama ada.

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu Pe4uanSan menentang

absolutisme sehingga sifatnya revolusioner sebaliknya konsep fhe

rule of law berkembang secara evolusioner' Hal ini nampak dari

isi dan kriteria rechtsstaat dan kriteria the rule of law. Konsep

rechtsstaaf bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut

Cioil Laat atau Modern Roman Law, sedangkan konsep the rule

of laut bertumpu atas sistem hukum yang disebut Common Laat'

Karakteristik iioil to* adalah administratif sedangkan karakteristik

common law adalah judisial.

Selanfubrya Hadion menielaskan bahwa baik latar belakang

yang menopang konsep rechtsstaaf maupun konsep the rule tf
law berbeda dmgan latar belakang negala Republik Indonesia'

Dengan demikian isi konseP negar hukum tidaklah begitu saia

dengan mengalihkan kons eP rechtsstaat mauPun konsep the rule

of law meskipun kehadiran negara hukum berkat pengaruh kedua

konsep tersebut.

Dalam Undang-Undang Dasar !945, kita tidak menemukan

suatu rumusEln yang ielas dan tegas tentang negara hukum, hanya

dalam penielasan umum uuD 45 point L (sattr) disebutkan bahwa

Indonesia Negara berdasar atas hukum (rechtsstaat).

4g Prdr" *.htr""" tndonesio Negoro Berdasorkon otos Hukum. Jakarta: Ghalia lndonesia' 1983'

Hlm.7
49 Demikian juga hal di atas telah ditemukan dari hash survai yang dilakukan oleh Fakultas Hukum

Ul pada tahun 1976.
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Namun demikian, Yamin mengemukakan bahwa dalam
konstitusi 45 tidak ditegaskan dengan pastt bahwa Republik
Indonesia adalah negara hukum: tetapi pengertian yang demikian
terdapat pada UUD 45 (kalimat empat): maka disusunlah kemer-
dekaan kebangsaan hrdonesia itu dalam suatu Undang-Undang
Dasar Negara Indonesia.so

Dengan uraian tersebut di ata+ jelaslah bahwa negara
hrdonesia menganut paham negara hukum, kendatipun tidak
mengambil begitu saja konsep rechtsstaat dan the rule of law.

Kekuasaan yang dilakukan pemerintahan Repubiik Indonesia
itu hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-
kali tidak berdasarkan kekuatan senjata, kekuasa.u:r sewenang-
wenang atau kepercayaarr, bahwa kekuatan badanlah yang boleh
memutuskan segala pertikaian.

Republik Indonesia ialah suatu negara hukum (rechtsstaat
gooerment of law) tempat keadilan yang tertulis berlaku; bukanlah
negara atau negara militer, tempat prajurit atau poiisi memegang
pemerintah dan keadilan: bukan pula negara kekuasaan tempat
tenaga, senjata dan kekuatan-kekuatan badan melakukan
sewenElng'wenang.

Republik hrdonesia ialah negara yang melaksanakan keadilan
yang dittrangkan dalam undang-undang dibuat oleh badan-
badan negara yang sah dan mendapat kekuasaan sementara dari
kekuasaan tertinggi dalam tangan rakyat hrdonesia.

Dalam negara hukum Indonesia itu, maka warga negara
diperintah dan diperlakukan oleh undang-undang keadilan yang
dibuat oleh rakyat sendiri, dengan jalan yang sah dan menurut
syarat-syarat yang dapat diselidiki dan diawasi oleh rakyat.

50 Muhammad Yamiri. Proklomosi don Konstitusi Republik lndonesia. Jakarta: Djambatan. 1954,
Hlm.54
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Gambaran tentang negara hukum yang berlaku di Indonesia,

oleh Basah dikemukakan pemikirannya yang berpijak pada amanat

alenia ke IV pembukaan undang-undang das ar 1945 i'8" aturan

pokok kesatu d,ari sistem pemerintahan negara dalam penjelasan

undang-undang 1945 iuga ketetapan MPRS no. XXMPRS|1966'

Selanjuhrya setelah menyimak pemikiran tentang negara

hukum berdasarkan Pancasila yang dikemukakan oleh Oemar Seno

Adii, Soediman Kartohadiproio, Padmo Wahfono, Notonagoro,

Muhammad Hatt4 Roeslan saleh, serta dikaitkan dengan teori

Hans Kelser; maka Siahran Basah berpendapat bahwa Peniabaran

Pancasila sebagai kaidah dasar (grundnorm) itu terdapat dalam

batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, terutama sebagaimlrna

telah ditetapkan dalam pasal-pasa|27,28,29,30 dan 34.

Hal ini berarti bahwa di negara hukum berdasarkan Pancasila

dikenal hak dan kewajiban azasi manusia, hak-hak Perseorangan

yang bukan hanya harus diperhatikan saja melainkan harus

ditegakkan dengan mengingat kepentingan umum, menghormati

hak orang larn, perlindungan/kepentingan keselamatan bangs4

moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan undang-

undang.
Karena itu negara hukum berdasarkan Pancasila hak-hak Per-

seorangan tetap diakui, diiamin dan dilindungi, walaupun dibatasi

oleh:

a.

b.

Untuk melindungi hak-hak azasi manusia, dalam konsep fhe

rule of taw mengedepankan prinsip equality before the law dan

adanya fungsi sosial yang dianggap melekat pada hak

milik;
corak masyarakat yang sejak dahulu kala membebankan

manusia perseorangan Indonesia dengan berb a gai kewaiib-

an terhadap kelu arga, masyarakahrya dan sesamanya.
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konsep rechtstaaf mengedepankan prinsip arctmaftgheid kemudian
menjadi r echtmatigheid.

untuk Negara Republik Indonesia yang menghendaki keserasi-
an hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepan
adalah azas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah
dengan rakyat.

Dari azas ini akan berkembang eremen lain dari konsep Negara
Hukum Pancasil4 yaitu: terjalinrrya hubungan fungsional yang
proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, menyelesaikan
sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan
sarana terakhir dan tentang hak-hak azasi manusia tidaklah
hanya menekankan hak atau kewajiban tetapi terjalinlah suatu
keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Dari uraian tentang hal yang menonjol dari ,,Negara Hukum
Pancasila" di atas dapaflah ditarik kesimputan bahwa elemen atau
ciri-ciri Negara Hukum pancasila adalah :

L. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat ber-
dasarkan azas kerukunan.

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasa-
an-kekuasaEul Negara.

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan
peradilan merupaktul sarana terakhir.

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum
bagi rakyat terhadap Pemerintah diarahkan kepada:

Pertama, usaha-usaha mencegah terjadinya sengketa atau seda-
pat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan
ini sarana perlindungan hukum yang preventif patut diutamakan
daripada sarana perlindungan hukum yang represif.

Kedua, usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa (hukum)
antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah.
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Ketiga, penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan

iul* terakhir, peradilan hendaklah merupakan "ultitum remedium"

dan peradilan bukan forum kon-frontasi sehingga peradilan
haruslah mencerminkan suasana damai dan tentram terutama
melalui hukum acarimya.

]elaslah bahwa dalam Negara Hukum (berdasarkan) Pancasila,

atas keseimbangan, keserasian dan keselarasan merupakan hal
yang sangat menonjol. Azas keserasian, keseimbmgaru serta

keselarasan tersebut di atas mengErndung pula adanya ide kese-

imbangan antara kepentingan individual dengan kepentingan
umum. Sehingga bukanlah semata-mata perlindungan individu
yang ditonjolkan, tetapi sebaliknya pula janganlah sampai alasan

kepenting;u:r umum menjadi dalih untuk menekan dan merugrk*
hak individu dalam masyarakat.sl

Begitu pula terhadap perlindungan hukum yang diberikan
kepada para pekerj+ juga harus berpijak pada prinsip seperti di
atas. Kebijakscu:racu:r pokok di bidang ketenagakerjaan sebagaimana

digariskan dalam Tap MPR Nomor IIMPR/1988 Bab IV tentang
Pola Umum Pelita Keenam yang berbunyi:

"Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya yang sifabrya
menyeluruh disemua sektor dan daerah menunjukkan pada per-
luasan lapangan kerja dan peningkatan mutu dan kemampuan serta
perlindungan tenaga kerja. Upaya perlindungan tenaga kerja perlu
terus ditingkatkan melalui perbaikErn syarat kerja termasuk upah,
gaji dan jaminan sosial, kondisi kerja serta hubungan kerja dalam
rangka peningkatan kesejahteraan para pekerja secara menyeluruh'.

Lebih jurh dijelaskan pula dalam Tap MPR Nomor II^\4P[VD93
sebagai berikut :

51 Paulus Effendi Lotulung. Peradilon Tato Usaha Negara Dalom Kaitonnyo dengan Rechtstoat
Republik lndonesra. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 6 Tahun XXl. 1991. Hlm. 583
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"Dalam pembangunan ketenagakerjaan perlq dibina dan di-
kembangkan perbaikan syarat-syarat kerja serta perlindungan
tenaga kerja dalam sistem hubungan industrial Pancisila menuju
kepada peningkatan keseiahteraan tenaga kerja dan diduk*g oleh
organisasi kerja........',

"Perlindungan tenaga kerja meliputi hak berserikat, berunding
bersama, keselamatan dan keserikatan kerj+ jaminan sosial tenagl
kerja yang mencakup jaminan hari tu?, jaminan pemeliharaan
kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan, jaminan kematian serta
syarat-syarat kerja lainrrya perlu dikembangkan seclya terpadu
dan bertahap dengan mempertimbangkan dampak ekonomi dan
moneternya, kesiapan sektor terkait, kondisi pemberi kerja lapangan
kerja dan kemamPuan tenaga kerja. ICrusus Uusr tenaga le4a wanita
perlu diberi perhatian dan perlindungan sesuai kodrat, harkat dan
martabatnya".

Dari kutipan di atas terlihat, bahwa perlunya penekanan
terhadap ekonomi dan moneternya, kesiapan sektor terkait, kondisi
pemberi kerja, lapangan kerja dan kemampuElrl tenaga kerja.

Khusus b"s tenaga kerja wanita perlu diberi perhatian dan
perlindungarx sesuai kodrat, harkat dan martababrya,,. perlunya
penekanan terhadap perlindungan tenaga kerja, karena merekalah
merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan.sz

Hal ini selaras dengan tujuan dan hakekat hukum perburuhan
yang dikemukakan oleh soepomo bahwa ,,Tujuan pokok hu-
kum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam
perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan
melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari
pihak majikan.s

52 Mansour Fakih. Merekontruki Realitas Dengan Perspekif Gender. yogyakarta: serikat Bersama
Buruh Perempuan. 1997.

53 lman Soepomo- Hukum Perburuhan Bidong Kesehoton Kerjo. Jakafta: pradya paramita. 19G6.
Hlm.1
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Menyadari akan pentingnya tenaga kerja brg perusahaarr,
pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikirarr
agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam mejalankan
pekerjaan.

Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan
pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diper-
hatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam
menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin.

Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan
pekerj+ yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat
mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahacu:r.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan jalan mening-
katkan pengakuan hak-hak azasi manusia, perlindungan fisik dan
teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam
lingkungan kerja itu.

Perlindungan terhadap pekerja-pekerja ini dijabarkan Asikin
sebagai berikutil

Pertama, nonna keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan

kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat alat-alat kerja bahan
dan proses pengerjaanny+ keadaan tempat kerja dan lingkungan
serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Kedua, nonna kesehatan kerja dan kesehatan perusahaan
yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan
pekerj+ dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan,
perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat
cara dan syarat kerja yang memenuhi kesehatan perusahaan dan
kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat
bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan

bugr perumahan pekerja.

54 Zainal Asikin. Dosar-Dasor Hukum Perburuhon. Jakarta: P r: Rajawali Press. 1993. Hlm. 75
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Ketiga, nonna kerja yang meliputi: perlindungan terhadap
tenaga kerja yang bertalian dengan waktu kerj+ sistem peng-
upahan, istirahat, crrtl kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah
menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh
pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya
guna memelihara kegairahan dan moral kerja yang menjamin
daya guna kerja yang tirgg serta menjaga perlakuan yang sesuai
dengan martabat manusia dan moral.

Keempat, kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan danl
atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan berhak atas

Santi rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau
penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti
kerugian.

Berkaitan dengan hat tersebut di atas, soepomo membagi
perlindungan peke4a ir,i menjadi 3 (tiga) mac€un, yaitu :

a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan
yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan
kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi
keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya,
termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekeija
karena sesuatu diluar kehendak yu. perlindungan ini
disebut dengan jaminan sosial.

b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang
berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuan-
nya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan me-
ngembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada
umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota
keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.

c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang
berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari
bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-
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pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang
diolah atau dikerjakan perusahaan. Di dalam pembicaraan
selanjutnya perlindungan jenis ini disebut dengan
keselamatan kerja.

C. Benhrk-Bentuk Perlindungan Hak Azasi

Dewasa ini banyak perempuan yang bekerja di pabrik.
Derasnya arus perempu€ur memasuki dunia kerja meninggalkan
sektor rumah tangga ada kaitan dengan meningkatnya pendidikan
yang diikuti perubahan sosial. Hal ini juga paralel dengan long-
garnya hambatan-hambatan sosial kultural yang ada selama

dunia kerja diharapkan dapat merubah nasib dan memperbaiki
kondisi kehidupan kaum perempuan. Perubahan peran dari sektor
domestik ke sektor publik akan membuka kesempatan untuk
mendapatkan penghasilan yang memungkinkan untuk melalcukan

pilihan-pilihan untuk menelusuri jalan kehidupan.
Namun demikian, sektor publik upah kerja PeremPuan

acapkali lebih rendah dan upah laki-laki. Perbedaan upah inilah
yang kemudian memunculkan pandangan bahwa ada diskriminasi
terhadap pekerja peremputu:t di pasar kerja. Hak PeremPuan
acapkali diabaikan di dunia kerja. Temyata dunia kerja sangat

berbeda dengan harapan.
Tidak jarang kondisi kerja memperihatinkan dan menyedihkan,

seperti masalah jam kerja panjang atau jaminan sosial yang serba

terbatas. Bahkan ada beberapa kasus pekerja perempuan diperkosa
mandor, disiks+ dipaksa melayani keinginan atau dijadikan
pelampiasan kekejaman majikan.

Pelecehan seksual dan periakuan semenamena di luar batas

prikemanuisaan merupakan kenyataan yang dihadapi oleh kaum
perempuan ketika memasuki dunia kerja (sektor publik).
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Kenyatan yang dihadapi di sektor publik mengisyaratkan
bahwa status dan nasib pekerja perempuan relatif fidak mengalami
perubatran. Hal ini karena pengaruh ideologi gender.ss Oleh
karena itu, pemahaman dan analisis gender sirngat diperlukan
dalam melakukan analisa untuk memahami persoalan-persoalan
ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempulur.

Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender dan
perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan. Faktor
yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketidakadilan gender
adalah akibat adarrya gender yang dikontruksikan secara sosial
dan budaya.

Ketidakadilart gender terrrarrifestasikan dalam berbagai
bentuk ketidakadilan, misalnya: subordinasi, marginalisasi, beban
kerja lebih b*yut, dan stereotipe.tr

Di bawah ini akan dibahas ketidakadilan gender (6eniter

inequalities) tersebut berdasarkan alat analisis gender. Bentuk
manifestasi ketidakadilan gender ini adalah dalam mempersepsi,
memberi nilal serta dalam pembagian tugas antara laki-laki dan
PeremPuan.

Uraian berikut ini akan menganalisis bagaimana manifestasi
ketidakadilan gender dalam benhrk diskriminasi terhadap
perempuan dan pekerjaan yang mereka lakukan.

Sesungguhnya perbedaan gend er (gender dffirences) tidaklah
menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender
@end* inequalitres). Namun persoalannya tidak sesederhana yang
dipikirkan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan
berbagai ketidakadilan baik bus laki-laki maupun perempuan.

55 Bhasin Khamla. Feminisme don Relevonsinya. Jakarta: Gramedia. 1993
56 Trisakti H & Sugiarti. Konsep dan Teknik Penelition Gender. Matang: Universitas Muhamadiyah

Press.2002. Hlm. 15
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a. Marginalisasi perempuan

Bentuk manifestasi ketidakadilan gender adalah proses

marginalisasi atau pemiskinan terhadap kaum perempuan.
Marginalisasi atau disebut jrgu pemiskinan ekonomi.

Ada beberapa mekanisme marginalisasi kaum perempuEul

karena perbedaan gender. Dari segr sumbernya bisa berasal dari
kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, keyakinan tradisi
dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender
adalah adanya program di pabrik misalnya yang memfokuskan
pada pekerja laki-laki. Sehingga hal ini menjembatani terjadinya
ekploitasi salah satu bentuk pemiskinan yang berakibat pada
ketidakadilan gender.

b. Subordinasi pekerjaan perempuan

Subordinasi adaluh *ggapan tidak penting dalam keputus-
an politik. Perempuan tersubordinasi oleh faktor-faktor yang
dikonstruksikan secara sosial. Hal ini disebabkan karena belum
terkondisikannya konsep gender dalam masyarakat yang meng-
akibatkan adanya diskriminasi kerja bugr perempuan.

Anggap€ur sementara perempuan itu irrasional atau emosional,

sehingga perempuan tidak bisa tampli memimpr+ dan berakibat
munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi
yang tidak penting.

Perempuan diidentikkan dengan ienis-jenis pekerj aan tertentu.
Diskriminasi yang diderita oleh kaum perempuan pada sektor
persentase jumlah pekerja perempuan/ penggajian, pemberian
fasilitas, serta beberapa hak-hak perempuan yang berkaitan
dengan kodrabrya yang belum terpenuhi.

Agar perempuan tidak tersubordinasi lugr, maka perempuan
harus mengejar berbagai ketertinggalan dari lelaki untuk mening-

I
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katkan kemampuan kedudukan, periuuu:r, kesempatan, dan ke-
mandirian, serta ketahanan spirituilnya. Dengan demikian
peremputul mampu berperan bersama laki-laki sebagai mitra
sejajar yang selaras, serasi, seimbang yang difujukan dalam ke-
hidupan nyata sehari-hari.

Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah
bahwa semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi
dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan
produksi yang dikuasai kaum lelaki. Hal ini menyebabkan banyak
lelaki dan perempuil:r sendiri akhirnya mengar ggap bahwa
pekerjaan domestik dan reproduksi lebih rendah dan ditinggalkan.

Subordinasi terhadap jenis pekerjaan perempu.ul ini ternyata
fidak hanya terjadi di nmah tangg4 iug, terproyeksi di tingkat
masyarakat dan tempat pekerjaan (pabrik). Keyakinan gender
ternyata ikut menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh
perempuan dalam stmktur perusahaan dan pabrik-pabrik.

Bahkan terdapat indikasi yang kuat bahwa bias gender dalam
bentuk subordinasi terhadap kaum perempuan ini juga terjadi di
kalangan organisasi kaum buruh dan gerakan buruh, meskipun
pada dasarnya merupakan gerakan unfuk menegakkan keadilan
sosial dan ekonomi.

c. Stereotipe atas pekeriaan perempuan

Stereotip adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau
jenis pekerjaan tertentu. Stereotip adalah bentuk ketidakadilan.
Secara umum stereotip merupakan pelabelan atau penandaan
terhadap suatu kelompok tertentu, dan biasanya pelabelart ini
selalu berakibat pada ketidakadilan, sehingga dinamakan pela-
belan negatif.

Hal ini disebabkan pelabelan yang sudah melekat pada laki-
laki, misalnya laki-laki adalah manusia yang kuat, rasional, jantar;
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dan perkasa. Sedangkan PeremPuart adalah makhluk yang lembut,

carttik, emosional, dart keibuan.

Dengan adanya pelabelan tersebut tentq saia akan mgncul

banyak stereotip yang oleh masyarakat sebagai hasil hubr:ngan

sosial tentang perbedaan lelaki dan perempu4n. Oleh karena itu,

perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah, maka

peluang PeremPuan untuk bekerja di luar rumah sangat terbatas,

Luf*"t ada juga yang berpendidikan tidak pemah menerapkan

pendidikannya untuk mengakhralisasikan diri'
Akibat adanya stereotip (pelabelan) ini banyak tindakan-

tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat. Misalnya:

karena secara sosial budaya laki-laki mulai kecil biasanya terbiasa

atau berlatih unhrk meniadi kuat. Dan PeremPuan yang sudah

terlaniur mempunyai label lemah lembut, maka perlakuan orang

tua mendidik anak seolah-olah memmg mengarahkan untuk ter-

bentuknya PeremPuan yang lemah lembut'

d. Kekerasan terhadaP PeremPuan

Kekeras an (oiolence) adalah suahr serangan (assault) terhadap

fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan

terhadap manusia ini sumbernya macern-mac€un, ncunun ada salah

satu iet is kekerasan ymgbersumber anggaPan gender' Kekerasan

ini disebut sebagai " gender-related oiolence", yang pada dasarnya

disebabkan oleh kekuasaan.

Berbagai macEun dan bentuk kejahatart yang dapat dikate-

gorikan kekerasan gender ini, baik dilakukan di tingkat rumah

tangga sampai di tingkat negarA bahkan tafsiran agama-

Dalam hampir semua kelompok masyarakat, terdapat Pem-

bedaan tugas dan peran sosial atas laki-laki dan PeremPuan.

Tanpa disadari, pembedaan hrgas dan Peran ini telah menghambat

potensi dasar laki-laki dart peremPuan dalam berbagai hal'

T
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Realitas ini menuniukkan bagaimana jenis kelamin telah
menghambat seseorang untuk mempelajari ilmu pengetahuan
tertentu, mengembangkan bakat dan minat dalam bidang tertentu,
dan sebagainya, semata-mata karena alasan bahwa hal itu lebih
pantas (secara sosial dan budaya) bug, jenis kelamin tertentu.

Iika diperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi pada pe-
rempu:rn merupakan kekerasan yang disebabkan adanya keya-
kinan gender. Benfuk kekerasan ini tidak selalu terjadi antara
laki-laki terhadap perempuan akan tetapi antara perempuan dan
perempuan atau bahkan antara perempuan dengan laki-laki.

Meskipun demikian perempuan menjadi lebih rentan karena
posisinya yang pincang di mata masyarakat baik secara ekonomi,
sosial, maupun politik. posisi perempuan pada umunrnya di-
anggap lebih rendah dibanding laki-laki.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahwa keyakinan
gender adalah keyakinan yang mempercayai bahwa laki-laki dan
perempu:rn secara sosial berbeda peran dan fungsinya. Mereka
iuga dibedakan dalam sifat dan karakternya. Konstruksi ini adalah
bentukan masyarakat, karenanya keyakinan ini dapat berubah
dari masa ke masa bahkan konsepnya bisa berbeda dari suatu
masyarakat ke masyarakat lainnya di berbagai belahan dunia.

Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena budaya
dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kekerasan digunakan
oleh laki-laki unfuk memenEu:rgkan perbedaan pend apat, unfuk
menyatakan rasa tidak puas, dan seringkali h*y, untuk
menunjukkan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. pada
dasarnya kekerasan berbasis gender adalah refleksi dari sistem
patriarki yang berkembang di masyarakat.

e. Beban kerja lebih berat

Dengan berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasar-
kan pendekatan gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka
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peran perempu:ln mengalami perkembangan yang cukup cepat.

Namun perlu dicermati bahwa perkembangan PeremPuan tidaklah

"mengubah" peral:t€u:t yang "lama" yaitu Peranan dalam rumah

tangga (peran reproduktif ).

Maka dari itu perkembangan Peranan PeremPuan ini sifatrya

menambah, dan umumnya PeremPuan mengerjakan Peran.ul
sekaligus untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Untuk itulah

maka beban keria PeremPuan terkesan berlebihan.

Karena adanya angSaPan bahwa kaum PeremPuan bersifat

memelihara, rajin dan tidak akan menjadi kepaia rumah tangg4

maka akibatnya semua pekeriaan domestik, menjadi tanggung

iawab kaum peremPuan. Sehingga PeremPuan menerima beban

Band+ selain harus bekerja domestik, mereka semua harus tetap

bekerja membantu mencari nafkah.

Mereka bekerj a berat, tanp a perlindungan dan kebij akan ne gara.

Selain tanpa perlindungan, hubungan mereka bersifat feodalistik

dan perbudakan, serta masalahnya belum bisa transparan dffiat
oleh masyarakat. Dengan demikian perlindungan termasuk Per-
lindungan terhadap tenaga keria PeremPuan menjadi hal niscaya

dilakukan.
Perlindungan terhadap PeremPuEln di samping yang telah

diberikan secara umum sebagaimana ketentuan yang berlaku

terhadap tenaga kerja laki-lakl diberikan iugu perlindungim secara

khusus.

Dalam hukum Perburuhan dapat diketahui bahwa perlin-

dungan terhadap wanita sudah diatur sedemikian ruPa walaupun

masih tersebar dalam berbagai peraturan. Namun secara umum

perlindungan wanita diaflrr dalam UU NO. L2 Tahun L948 dan
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UU Nomor'/..4 Tahun 1969 dan UU Nomor 25 Tahun 1997 tentang
ketenagakerjaan.sT

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga
keija wanita adalah :

a. Istirahat Haid dan Hamil

Di samping istirahat yang berlaku secara umum atau berlaku
bagi maupun perempuan. Masih terdapat ketentuan yang khusus
berlaku untuk pekerja wanit+ yakni tentang haid dan hamil',
sebagaimana diatur dalani Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 1948.

Seorang wanita boleh meminta kepada majikan cuti haid
pada pertama dan kedua waktu haid. Artinya jika pekerja wanita
tersebut tidak merasakan haid sebagai halangan unfirk melalukan
pekerjaan, ia juga boleh menjalankan peke4u*.

Akan tetapi majikan dilarang mewajibkan pekerja melakukan
pekerjaan pada hari pertama dan kedua waktu haid (Pasal 13

Ayat L). Pengaturan cuti ini diberikan dengan pertimbangan sifat
biologis yang berbeda dari laki-laki.

Cuti yarlg dimaksud bagi pekerja perempuan tersebut terdiri
hal sebagai berikut :

a. Cuti haid, yang diberikan pada hari pertama dan kedua
haid.

b. "1. Vzbulan sebelum dan L l/zbulan sesudah melahirkan.
c. Yzbulan untuk wanita yang mengalami keguguran (Pasal

13 UU Nomor 12 Tahun 1948).

d. Cuti tahanan yang pengahrrannya sesuai dengan crrti
yang berlaku bugr tenaga kerja secara umum sebagaimana

57 Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja merupakan tuntutan proses pembangunan. Lebih jauh
lihat Tadjuddin Noor Effendi. "Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Gender". Dalam Merekontruksi
Realitas dengan Perspekif Gender. Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta.
1997. Hlm.162
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diatur oleh Pasal L4 UU Nomor LZ Tahun 1948 yakni

kepada buruh diberikan cuti selama dua minggu setiap

tahun waktu keria. selaniutnya Pasal L4 ayat (1) PP

Nomor 2L Tahun 1954 disebutkan bahwa dengan ddak

membedakan ienis kelamin baik pekeria wanita mauPun

laki-laki. Pekerja berhak atas istirahat tahunan tiap-tiap

kali setelah ia memPunyai masa kerja L2 bulan berturut-

turut pada satu maiikan atau semajikan dan orang atau

organisasi maiikart.

e.Buslpekeriawanitayangmasihmenyusukanarraknya
harus diberi kesempatan sepatubrya untuk menyusukan

artaknya. Hal ini dipertegas oleh Intruksi Menteri Tenaga

Kerja RI Nomor g21VIenl199L tentang Pelaksanaan Pe-

ningkatan Penggunaart Air Susu Ibu bagi Pekeria wanita'

b. Wakhr dan TemPat Keria

Menurut Pasal 7lJlJ Nomor t2 Tahun L948 wanita tidak boleh

menjatankan pekeriaan pada malam han, kecrrali jikalau pekeriaan

ihr menurut sifat tempat dan keadaan seharusnya dijalankan oleh

orang wanita.
Perusahaan yang mempeke4.k* wanita pada malam hari

harus mendapat iiin dari Departemen Tenaga Keria R[ Nomor

Per.04 Merv1989 tentang Tata cara Mempeketi"kun wanita Pada

Malam Hari.
Menurut Pasal 8 wanita tidak boleh menialankan peke4aa

dalam tambartg, lobang di dalam tanah atau tempat lain untuk

mengambil logam dart bahan-bahan lain dari dalam tartah atau

tempat berbahaya bagi kesehatan atau keselamatanrrya demikian

pulu pekerjaan menurut sifat, tempat dart keadaannya berbahaya

b"gr kesusilaaruIya (Pasal 9).
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c. Up"h

Upuh adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari peng-
usaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah
atau akan dilaksanakan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk
uang ditetapkan menurut suafir perjanjian kerja antara pengusaha
dengan tenaga kerj+ terrrasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja
sendiri maupun keluarganya (Pasal L angka 5 UU Nomor 3 Tahun
1ee2).

Di dalam PP Nomor 8 Tahun 198L diatur j,rga bahwa tidak
boleh ada diskriminasi dalam menetapkan upah antara laki-laki
dan wanita untuk pekerjaan yang sarna nilainya. Sebagaimana yang
ditenfirkan dalam Konvensi International Labour Organization
(ILO) Nomor L00 Tahun L951 dan telah diratifikasi oleh hrdonesia
dengan UU Nomor80 Tahun 1957.

Pasal 3 PP Nomor 8 Tahun L981 Tentang Perlindungan Upah
bahwa pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi antara
buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilai-
nya. Untuk melaksanakan pengupahan ini telah diatur dalam
berbagai perattrran misalnya Surat Edaran Menteri Tenaga Keija
Nomor Per.05/IVIenl1990 tentang Dasar Penetapan Upah Lembur,
Tunjangan Kecelakaan, CuO Sakit tidak masuk kerja.

Dengan latar belakang hukum dan regulasi-regulasi tersebut,
sebuah titik yang penting dalam regulasi pemerintah dan Menteri
Tenaga Kerja adalah hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh para majikan yaitu tigu bulan kurungan atau
denda sebesar Rp. 1.00.000,00. Hukuman tersebut sesuai dengan
perkembangan ekonomi. Akan tertapi perlu dianalisis apakah
realitas irg" sesuai dengan regulitas di atas.

Pasal nomor 7 Per-05lMenl1989 memperlihatkan bahwa para
majikan hanya membayar suatu upah minimum. Upuh mini-
mtun didefinisikan sebagai upah subsistensi terendah yang tidak
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mencakup uPah ekstra seperti misahrya uPah lembur, bonus

produksi, dan lain sebagainya. Upuh minimum ditetapk€rn me-

nurut perbedaan-perbedaan regional (uMR)'

d. Pemutusan Hubungan Keria

Mengingat sifat kodrat wanita yang sewaktu-wakhr mengalami

keadaan yang membuat wanita tidak dapat sepenuhnya melak-

sanakan kewajiban kerjanya maka kepada mereka diberikan Per-

lindungan dan Pemuhrsan Hubungan Keria iika mereka menikah,

hamil atau melahirkan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Tenaga Kerja Nomor 03Men/1989.

Perlindungan pekeria yang sudatr diatur dalam berbagai

peraturan perundang-undangan bisa bermanfaat dengan baik

|*u ai dalam periar{ian perburuhan atau kesempatart keria ber-

sarna antara pengusaha dengan pekeria atau dalam perattrran

perusahaan yang berlaku disuatu perusahaan, hal ini dapat

dikatakan d.emikian karena bagaimanaPun perusahaEln meme8ang

peranan yang sangat strategis untuk memberikan perlindungan

kepada pekerja melalui: Peraturan Perusabaan atau Kesempatan

Kerja Bersama (KKB).

Perlindungan pekerja lebih teriamin apabla hubungan kerja

didasarkan pada KKB karena posisi tawar pekeria disini lebih

kuat, dibandingkan dengan perjanjian keria yang umunnya hanya

dibuat oleh Pihuk Pemsahatu:r'.

l-
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tsBN 978-602-356- 1 33-g

fn ikap masyarakat yang dikenal bersahabat, kekeluargaan, santun
\ dan religius;justru masih cenderung anarkis, tidak ada otosentrisitas
lL, dan kesalingpercayaan antarwargJ; belum tegaknya the rule of law
dan peradaban politik yang benar-benar transparan dan rasional,
perpecahan yang tajam di antara pelbagai elite politik karena pertandingan
ekonomi-politik yang belum tertransfomasikan ke dalam prosedur yang
demokratis; pelbagai kerusuhan berbau SARA; kecenderungan untuk
mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik tertentu atau
menempatkan agama sebagai sumber legitimasi kekuasaan, adalah
sebuah tantangan negara yang sangat transparan bagi tegaknya sistem
demokrasi lndonesia.

Sekali lagi, fenomena tersebut mempertegas bahwa esensi nilai
"pemberdayaan HAIVI dan demokrasi" era otonomi daerah ini belum begitu
tertransformasikan ke dalam kehidupan nyata, dan karena itu belum
dirasakan oleh segenap masyarakat. Barangkaliitulah tantangan HAM dan
demokrasidi lndonesia yang paling krusialdalam masa transisi ini.

Buku ini menawarkan rancangan masa depan HAM secara serius yaitu
membangun lndonesia baru yang lebih demokratis dengan terlebih dahulu
berusaha memberdayakan masyarakat. Paling tidak, kita berusaha
mempersiapka n i nfrastru ktu r ya n g bisa mem u n g ki n kan terci pta nya formasi
sosial bagi tegaknya pemberdayaan demokrasi. Agenda ini tentu saja
merupakan sebuah narasi besar. Sehingga diperlukan proses yang terus
menerus dengan melibatkan pelbagai kalangan sesuai dengan potensi dan
keahliannya masing-masing.
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